
----._ -- I :y ti- .... .,-,;, 
, f  

i .. . . .,a::J,!AM / 
i 1 '  A !  _ ., . - ,  S Z C ~ N C ~  / 
- - - 

LAPOR4N PENELITIAN HIBAEI BERSAING 

 EME ETA AN ORIENTASI POLITIK DAN RESPONS POLITIK PETANl 
SUsSISTEN TERHADAP KEBIJAKAN PUBhX:nISUMA~E,R&-B&RAT 

- 
-. 

1 " -  , 9 .  . 
I .  PL 6 

..kt. * - L  : , -, r ,-. 

Di1~iny;li ole11 Dnn;~ DlPA Ts~hua A n g g ~ ~  
Sesuai dengan Surat Perjanjian 

Non:or: 8192.0/09,3-03.2/III!2009 tangg.?! 31 9ese:nbe:: 2888 

UNIVERSITAS NEGERI PADANG 

DESEMBER 3,009 



HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR 

I .  Judul Penelitian : Pemetaan Orientasi Politik dan Respons 
Politik Petani Subsisten Terhadap 
Kebijakan Publik di Sumatera Barat 

2. Ketua Peneliti 
a. Nama Lengkap 
b. Jenis Kelamin 
c. NIP 
d. Jabatan Fungsional 
e. Jabatan Strukhrra! 
f. Bidang Keahlian 
g. Fakultas/Jurusan 
h. Perguman Tinggi 
i. Tim Peneliti 

Nama Lengkap 
Bidang Keahlian 
Fakultas IJunrsan 
Perguruan Tinggi 

: Rahmadani Yusran.S.Sos, M.Si 
: I ,aki-I ,aki 
: 19730927200501 1004 
: Asisten Ahli 

- 
: Kebijakan Publik 
: Ilmu-llmu SosiaVllmu Sosial Politik 
: Universitas Negeri Padang 

: Siska Sasmita, S.IP 
: Sistem Informasi Man2jemen 
: Ilmu-Ilmu SosiaVIlmu Sosial Politik 
: Universitas Negeri Padang 

3. Pendanaan dan jangka Waktu Penelitian: 

a. Jangka Wakh! penelitian yang diusulkan : 2 tahun 
b. Biaya Total yang diusulkan : 96.252.000,- 
c. Biaya yang disetujui tahun I (2009) : 40.500.000,- 

Padnng, Desember 2009 

Ketua Peneliti 

iversitas Negeri Padang 

zan, M,Pd.,M,Sc. 



RINGKASAN PENELITIAN 

Penelitian ini dirancang untuk dua tahun, Pada tahun pertama ini penelitian 

bertujuan, pertama, n~endiskripsikan kebemdaan nilai-nilai ke-Minangkabau-an 

dalam pembentukan orientasi politik petani dan responsnya terhadap kebijakan 

publik di Sumntera Barat; kedua, mengindentifikasi dan mendeskripsikan 

kecenderungan (predisposisi) pet'ani dalam merespon kebijakan pemerintah 

(daerah) di bidang pertanian. 

Penelitian ini penting dilakukan karena dapat memberikan sumbangan 

terhadap pengembangan teori dan penjelasan dalam memahami perilaku politik 

individu khususnya masyarakat petani dengan latar kultur etnis yang 

mengitarinya. Tidak seperti penelitian-penelitian terdahulu, penelitian ini 

dirancang sebagai salah satu bahan perbandingan terhadap kajian perilaku politik 

individu (political behavior) dan orientasinya terhadap kebijakan publik sehingga 

dimungkinkan adanya pengembangan dan pengayaan terhadap teori, konsep dan 

proposisi dalam telaah perilaku politik. Dengan mengetahui teori, konsep dan 

proposisi terkait dengan perilaku petani, maka penelitian ini juga memetakan 

model orientasi politik dan kecenderungannya dalam merespons kebijakan publik. 

Hasil pemetaan terhadap petani ini jelas berguna untuk pemerintah daerah dalam 

upayanya mengokomodasi kepentingan petani di Surnatera Barat. Preferensi nilai 

politik yang berhasil dipetakan (happing) dapat dim&faatkan pemerintah 

daerah untuk membuat kebijakan publik. 

Walaupun demikian, hasil penelitian ini juga menghadirkan paparan yang 

mudah dipahami oleh praktisi politik terutama bagi aktivis partai politik. Bagi 

partai politik, kajian ini sangat bermanfaat secara praktis untuk memformulasikan 

kebijakan partai dan atau pemerintah yang sesuai dengan karakteristik psikologis 

konstituemya. Dengan demikian,. setiap partai politik dapat menjadikan kajian ini 

sebagai salah satu referensi penting khususnya yang terkait dengan bagaimana 

mcndapatk'm dukungan pctani dalam proscs politik di tingkat lokal. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode 

deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara, yaitu wawancara 

mendalam (in depth interview), diskusi kelompok terfokus (Focus Group 



Discussion), dan dokumentasi. Penggunaan keempat pendekatan tersebut bersifat 

saling melengkapi sehingga dapat menjelaskan masalah yang diteliti. 

Penelitian ini dilakukan di enarn kabupaten di Provinsi Sumatera Barat 

yang dipilih secarapurposive sampling dan snowball sampling guna mendapatkan 

informasi yang dibutuldcan khususnya di daerah kabupaten yang memiliki lahan 

pertanian yang luas. Daerah tersebut adalah Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten 

Agam Kabupaten Solok, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang 

Pariaman. dan Kabupaten Pasaman. Selanjutnya setiap kabupaten diwakili oleh 

satu nagari, yaitu 1) Nagari Minangkabau; 2) Nagari Koto Tangah; 3) Nagari 

Pasar Baru; 4) Nagari Pauh Karnba; 5) Nagari Aia Manggih; dan 6 )  Nagari Cupak 

Hasil penelitian menunjukan bahwa petani subsisten di Sumatera Barat 

memiliki tradisi yang disebut dengan balambe hari. Tradisi balambe hari 

merupakan salah satu bentuk kearifan lokal dalam tradisi bertani subsisten di 

Surnatera Barat. Dengan balambe hari ini, petani secara fundamental 

menggariskan pengolahan sawah sebagai bagian dari tangungjawab bersama, 

sehingga dalam prakteknya tidak ada sawah yang terlantarkan. Balambe hari juga 

menjadi sarana interaksi dan komunikasi serta wadah untuk mengaktualisasikan 

kebutuhan dan kepentingan antara sesama petani dalam proses pengolahan sawah. 

Oleh karena itu, nilai-nilai yang ada dalam tradisi balambe hari sangat 

menentukan bagimana respons politik petani di Sumatera barat terhadap 

kebij akan pemerintah. 

Petani di Sumatera Barat dalarn mengolah sawah juga sudah mengalami 

proses rnodernisasi yang disebabkan oleh perubahan kondisi alam, kebijakan 

pemerintah dan pola pikir petani dalam mengolah sawah mereka. Diantara proses 

modernisasi tersebut, kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan petani memiliki peranan yang besar dan mendasar memberikan 

pengaruh bagi petani. Determinasi pemerintah menyebabkan tradisi balambe hari 

perlahan-lahan ditinggalkan oleh petani. Namu demikian, kebi-iakan pemerintah 

tersebut tidak benar-benar dapat mendeterminasi pola pikir petani dalam 

mengolah sawah. Kenderungan ini terlihat ketika petani secara rasional 

menempuh berbagai alternatif untuk menyesuaikan diri dengan berbagai 



perubahan yang te rjadi dan kembali melaksanakan tradisi balambe hari meskipun 

suasana bantinya sudah mengalami pergeseran nilai. 

Sebagai sebuah bentuk kearifan local, tradisi balambe hari sudah 

semestinya tetap men+iadi perhatian utama bagi - - pemerintah dalam membuat 

kebijakan tertentu. Pemerintah sebaiknya mengakomudasi nilai-nilai ke- 

Minangkabau-an dalarn tradisi balambe hari yang selarna ini dinilai sangat 

bermanfaat bagi petani di Sumatera Barat dalarn mengelola sawah. Dengan 

demikian, dukungan petani terhadap implementasi kebijakan pemerintah di 

bidang pertanian akan semakin luas dan lebih baik. 

Sebaliknya, pemerintah dapat memformulasikan kebijakan tertentu agar 

kebijakan pernerintah dibidang pertanian mudah diimplementasikan, misalnya 

Memperhatikan karakteristik alam dan tipologi sawah yang ada di Sumatera 

Barat, sebaiknya pemerintah memfasilitasi dan memberikan kesempatan yang 

luas kepada petani untuk menentukan sendiri jenis bibit dan memilih cara 

produksi sendiri, menjamin ketersediaan air dan kesuburan tanah, melakukan 

pengawasan y'mg ketat terhadap harga dan distribusi pupuk bersubsidi karena 

kebijakan pemerintah selama ini membuat petani sangat tergantung kepada pupuk 

bersubsidi. 



EXECUTIVE SUMMARY 

Pemetaan Orientasi Politik dtin Respaas Toiitik Petmi Subsisten 
Terhadap Kebijakan Di Sumatera Barat 

Oleh : Rahmadani Yusran dan Siska Sasmita. 
Fakultas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. 

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut, pertarna, mendiskripsikan 

keberadaan nilai-nilai ke-Minangkabau-an dalam pembentukan orientasi politik 

petani dan responsnya terhadap kebijakan publik di Sumatera Barat; kedua, 

mengindentifikasi dan mendeskripsikan kecenderungan (predisposisi) petani 

dalarn merespon kebijakan pemerintah (daerah) di bidang pertanian. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, terlebih dahulu dilakukan elaborasi 

terhadap keberadaan nilai-nilai ke-Minangkabau-an dalarn pembentukan orientasi 

politik dan respons politik petani terhadap kebijakan public di Surnatera Barat. 

Kemudian mendeskripsikan kecenderungm (predisposisi) petani dalarn merespon 

kebiiakan pemerintah (pemda). 

Penelitian dilakukan difokuskan pada enam kabupaten di Provinsi 

Sumatera Barat. Adapun enam kabupaten tersebut adalah: 1) Kabuapten Tanah 

Datar, 2) Kabupaten Agam, 3) Kabupaten Solok, 4) Kabupaten Padang Pariaman, 

5) Kabupaten Pasaman, dan 6 )  Kabupaten Pesisir Selatan. Selanjutnya pada 

masing-masing kabupaten di pilih satu nagari untuk dijadikan seting penelitian, 

yaitu 1) ~ a g a r i  ~ h a n ~ k a b a u ,  2) Nagari Koto Tangah, 3) Nagari Cupak, 4) Nagari 

Pauh Kamba, 5) Nagari Aia Manggih, dan 6)  Nagari Pasar Baru. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Informan 

penelitian ditetapkan secara purposive sampling dan snowball sampling yang 

meliputi petani subsisten di setiap di kabupaten. 

Hasil penelitian menujukan bahwa bahwa petani subsisten di Sumatera 

Barat memiliki tradisi yang disebut dengan - balambe hari. Tradisi balambe hari 

merupakan salah satu bentuk kearifan lokal dalam tradisi bertani subsisten di 

Sumatera Barat. Dengan balambe harl ini, petani secara fundamental 

menggariskan pengolahan sawah sebagai bagian dari tangungjawab bersama, 

sehingga ddam prakteknya tidak ada sawah yang terlantarkan. Balambe hari juga 

menjadi sarana interaksi dan komunikasi serta wadah untuk mengaktualisasikan 



kebutuhan dan kepentingan antara sesarna petmi dalam proses pengolahan sawah. 

Oleh karena itu, nilai-nilai yang ada dalam tradisi balambe hari sangat 

menentukan bagaimana kencenderungan (predisposisi) petani dalam merespons 

kebijakan pemerintah (pemda) - di Sumatera Barat. 

Petani di Surnatera Barat dalam mengolah sawah juga sudah mengalami 

proses modernisasi yang disebabkan oleh perubahan kondisi alarn, kebijakan 

pemerintah dan pola pikir petani dalam mengolah sawah mereka. Diantara proses 

modernisasi tersebut, kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan petani memiliki peranan yang besar dan mendasar mernberikan 

pengaruh bagi petani. Determinasi pemerintah menyebabkan tradisi balambe hari 

perlahan-lahan ditinggalkan oleh petani. Namun demikian, kebijakan pemerintah 

tersebut tidak benar-benar dapat mendeterminasi pola pikir petani dalam 

mengolah sawah. Kecenderungan ini terlihat ketika petani secara rasional 

menempuh berbagai alternatif untuk menyesuaikan diri dengan berbagai 

perubahan yang te jadi dan kembali melaksanakan tradisi balambe hari meskipun 

suasana bantinya sudah mengalami pergeseran nilai. 

Dengan demikian, balambe hari merupakan sebuah bentuk kearifan lokal, 

maka sudah semestinya tetap menjadi perhatian utama bagi pemerintah dalarn 

membuat kebijakan tertentu. Pemerintah sebaiknya mengakomudasi nilai-nilai ke- 

Minangkabau-an dalarn tradisi balambe hari yang selarna ini dinilai sangat 

bermanfaat bagi petani di Surnatera Barat dalam mengelola sawah. Dengan 

demikian, dukungan petani terhadap implementasi kebijakan pemerintah di 

bidang pertanian akan semakin luas dan lebih baik. 

Sebaliknya, pemerintah dapat memformulasikan kebijakan tertentu agar 

kebijakan pemerintah dibidang pertanian mudah diimplementasikan, misalnya 

Memperhatikan karakteristik dam dan tipologi sawah yang ada di Surnatera 

Barat, sebaiknya pemerintah memfasilitasi dan mernberikan kesernpatan yang 

luas kepada petani untuk menentukan sendiri jenis bibit dan memilih cara 

produksi sendiri, menjamin ketersediaan air dan kesuburan tanah, melakukan 

pengawasan yang ketat terhadap harga dan distribusi pupuk bersubsidi karena 

kebijakan pemerintah selarna ini membuat petani sangat tergantung kepada pupuk 

bersubsidi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

I LATAR BELAKANG 

Keterlibatan masyarakat petani di Indonesia dalam politik adalah akibat 

berlangsungnya suah perubahan sosial yang dipengaruhi oleh kaurn kolonial 

(Wertheim, 1999:26-27). Perubahan ini menempatkan setiap petani sebagai subjek 

politik khususnya yang berhubungan langsung dengan kehidupan komunitasnya. Ini 

ditandai dengan seringnya konflik bernuansa ekonomi dan politik . yang - disertai 

kekerasan baik dengan negara atau dengan kelompok lain yang didukung oleh negara. 

Kuntowijoyo (2002:l-2) memiliki asumsi dasar yang menarik melihat kecenderungan 

terlibatnya petani dalam politik. Pertama, adanya kesenjangan (sosial) yang 

berdampak pada munculnya polarisasi kepentingan antara dua kelompok yaitu petani 

penggarap dan tuan tanah. Dalam kehidupan modem saat ini, realitas konflik kedua 

kelompok tersebut rneluas ke bentuk lain yakni konflik antara pihak swasta (investor 

perkebunan) yang didukung negara sebagai pemilik tanah lahan dengan buruh 

kontrak (petani penggarap) yang secara historis adalah pemilik sesungguhnya. 

Kedua, adalah kecenderungan yang te rjadi dalam kehidupan masyarakat etnis 

Jawa. Menurut Kuntowijoyo terdapatnya ketegangan kultural antara mereka yang 

kuat beragama atau kelompok santri dengan yang tidak kuat beragama atau kelompok 

abangan. Ketiga, munculnya konflik dalam masyarakat di pedesaan terutarna yang 

berhubungan dengan perubahan sosial ekonomi (modernisasi) dengan budaya. 

Perubahan sosial budaya menyebabkan masyarakat petani mernilki nilai-nilai barn 

dalam kehidupannya. Sementara realitas yang terjadi dalam masyarakat di sekitar 

kehidupan mereka masih mempertahankan nilai kultur yang kental dengan budaya 

lokal yang dominan. Inilah yang memicu konflik nilai dalarn diri mereka yang setiap 

saat dapat menjelma menjadi konflik terbuka dengan komunitas lain. Tetapi 

persoalannya benarkah petani tersebut dengan memiliki orientasi politik? 



Secara teori dapat dipahami bdlwa orientasi politik individu sangat 

bergantung pada bagaimana individu tersebut mempersepsikan lingkungan politik di 

sekitarnya. Proses mempersepsikan lingkungan ini berhubungan langsung dengan 

aspek kognisi mereka. Muara dari proses ini akan melahirkan partisipasi politik yang 

otonom (Greenstein, 1975:s) Jelasnya, partisipasi dan orientasi politik yang otonom 

tersebut terkait dengan tingkat pengetahuan yang dimiliki individu. Dengan 

pengetahuan inilah individu kebanyakan mendasari respons politiknya (Morgan, 

1986). Tetapi dalarn kenyataannya, ternyata tingkat pengetahuan kelompok petani ini 

relatif rendah, sehingga apa yang diharapkan terkait dengan partisipasi politiknya 

yang otonom dan orientasi politik mereka menjadi tidak jelas. Apalagi kalau 

kelompok petani ini dituntut merespons kebijakan publik yang dibuat pemerintah 

daerah. 

Berdasarkan kenyataan di atas, maka penelitian ini mencoba mendalami 

kecenderungan yang terjadi dalam din petani terkait dengan orientasi politik dan 

respons mereka terhadap kebijakan publik. Beberapa pertanyaan mendasar diajukan 

untuk memberi arah dan fokus pada penelitian ini, yaitu bagaimanakah keberadaan 

nilai-nilai budaya minangkabau mempengaruhi orientasi politik petani dan 

responsnya terhadap kebijakan publik di Sumatera Bwat? Apakah preferensi nilai 

budaya ke-Minangkabau-an tersebut mempengaruhi kecenderungan (predisposisi) 

petani dalarn merespons kebijakan pemerintah (daerah) di bidang pertanian? 



BAB I1 

STUD1 KEPUSTAKAAN 

Kajian keterlibatan petani dalam politik bukanlah ha1 yang baru bagi ilmuwan 

sosial. Ini terlihat dari banyaknya karya penelitian yang dilahirkan. Karya Scott 

(1981, 1993, 2000) mengilhami banyak peneliti untuk mengetahui lebih jauh 

bagaimana sesungguhnya keterlibatan petani dalarn konflik politik di beberapa negara 

di Asia Tenggara. Khusus untuk Indonesia, Clifford Geertz (1960, 1965, 1974) 

memberi fokus pada keberadaan kaum tani dan masyarakat lokal di Indonesia 

khususnya terkait dengan dinarnika kehidupan petani dan perubahan sosial. Selain itu 

ilmuwan yang juga memberi perhatian khusus terutarna yang terkait dengan 

kehidupan politik masyarakat rural di antaranya adalah Lev & Lyon (1970). dengan 

karya Bases of conflicts in rural Java, Anderson (1972) dengan Idea o f  power in 

Jmnese culture, Kartodirdjo (1973) dengan karya Protes movement in rural Java, 

Kuntowijoyo (1985) dengan Social change in an agrarian society: Madura 1850- 

1940, dan Palmer (1 969) dengan Social status andpower in Java. 

Pada bagian ini akan dijelaskan beberapa konsep . yang . digunakan dalam 

penelitian ini seperti konsep budaya politik dan preferensi voting individu sebagai 

bagian dari orientasi politik petani. Oleh karenanya uraiannya akan dibagi menurut 

pengelompokkan tersebut, 

2.1 Budaya Politik di Indonesia 

Konsep budaya politik muncul mewarnai khasanah perpolitikan masyarakat 

dunin setelnh Pcrang Dunia 11. Sebagnim'ma yang terjadi di Amerika Serikat bahwa 

pasca Perang Dunia I1 perkembangan wacana politik mengalami kemajuan yang 

berarti. Sesuatu yang signifikan terjadi ketika kalangan ilmuwan politik menemukan 

sebuah fenomena progresif dalarn madzhab positivisme, yaitu sebuah paham yang 

percaya bahwa ilmu sosial mernberikan penjelasan akan gejala sosial seperti halnya 

ilmu-ilmu alam memberikan penjelasan terhadap gejala-gejala dam, dalam ilrni-ilmu 



sosial termasuk ilmu politik. Madzhab positivisrne ini dikuatkan oleh berlangsungnya 

behavioral revolution atau ada juga yang dinarnakan dengan behavioralism. 

A h  Gaffar (1999:97) mengernukakan perkembangan behavioralisme sebagai 

berikut. 

adalah satu faktor penopang lahirnya revolusi behavioral ini adalah muncul 
dan berkembangnya kecenderungan baru dalarn dunia penelitian, yaitu 
kecenderungan untuk mengadakan penelitian survey (survey research). 

Kecenderungan seperti ini juga menzo;?bah pola pi!&- ilmurvm politik di 

Indonesia unhk menjelaskan fenomena politik dari aspek perilaku individu. 

Behavioralisme memandang bahwa dengan melihat individu sebagai unit analisis 

politik, maka garnbaran tentang rnasalah politik akan dapat dijelaskan secara tepat, 

karena memang masalah kaum behavioral meyakini bahwa masalah politik memiliki 

keterkaitan dengan individu yang determinan dalarn hadirnya masalah tersebut. Inilah 

yang diungkap secara tegas tentang adanya faktor dari dalam diri individu bush 

factor) dan faktor dari luar (pull factor). (Jaros & Grant, 1974: 245-271) Kedua falctor 

itulah pada akhirnya akan menentukan sikap individu (attitudes) yang lazirn 

melahirkan perilaku politik (political behavior) 

Bagi kalangan akndemisi yang rnemang rnendalami kajiannya tentang politik, 

tidaklah asing dengan teori budaya politik. Teori ini dikemukakan oleh Almond & 

Verba. Karya mereka yang monumental dan sangat berpengaruh dalarn telaahan 

politik dari sudut pandangan ini adalah The civic cultures: political attitude and 

democracy in Jve nations (1963). Karya mereka ini menjadi rujukan banyak ahli 

politik untuk melihat fenomena perilaku politik individu. 

Secara konseptual budaya politik sebagai sikap individu terhadap sistem 

politik dan komponen-komponennya, juga sikap individu terhadap peranan yang 

dapat dimainkan dalarn sebuah sistem politik (Gaffar, 2000; Almond & Verba, 1963). 

Menyangkut "peranan yang dapat dimainkan" oleh individu tentunya dipengaruhi 

oleh orientasi nilai yang dipunyai individu tersebut. Orientasi nilai terbentuk oleh 



sistem nilai yang pada akhirnya melahirkan sikap (attitudes). Inilah keterkaitan 

antara nilai dan sikap yang dimaksud tersebut (Gaffar, 1992). 

Untuk memahami fenomena ini, banyak ahli menekankan studi perilaku ini 

pada sikap yang merupakan dslsar psikologi perilaku. Pemahaman terhadap - psikolopi .. 

perilaku ini memunculkan variabel lain yang dapat diamati yaitu stimulus. Stimulus 

dipercaya dapat mempengaruhi individu bertindak. Dalarn situasi tertentu stimulus 

merupakan variabel yang menguatkan (reinforcing variable) dalarn respon perilaku 

khusus. 

The behavioral psychologist argues, therefore, that the laws which relate 
stimuli to behavioral response determine that pattern of an organism's 
behavior. In other words, an organism learns behavior patterns through 
reinforcement (Jaros & Grant, 1974:249). 

Dengan demikian, reinforcing juga memunculkan respon dari individu 

terhadap sesuatu yang disebut sikap. Sikap disini merupakan konstruksi teoritis. 

Sebab sikap tidak mengacu pada 'sesuatu' yang tampak di dunia nyata. Sikap adalah 

sesuatu yang abstrak dan hanya ada dalam pikiran (mindset). Konsep sikap 

dimasukan ke dalam teori-teori perilaku sebab ia berguna untuk menjelaskan perilaku 

manusia. 

Lain halnya dengan Huntington (1975) yang melihat budaya politik suatu 

masyarakat, yakni terdiri dari sistem kepercayaan (bell&) yang empiris mengenai 

simbol politik, nilai-nilai politik dan orientasi lain yang dapat dinyatakan secara 

ekspresif dari masyarakat terhadap objek-objek politik. Dari hasil kajian beberapa 

ahli yang dikutip Huntington bahwa budaya politik dan struktur politik adalah sesuatu 

yang sebangun (konpen) .  Ada kesesuaian antara peran dan struktur politik di satu 

sisi, dengan pemusatan nilai-nilai politik dalam sistem di sisi lain. Dari nilai-nilai 

inilah, pada akhirnya akan membentuk orientasi individu terhadap sistem politik. 

Secara teori, budaya politik meliputi orientasi kognitif, afektif dan partisipatif. 

Pertama, orientasi Kognitif biasanya hanya berupa . pemahaman : terbatas terhadap 

simbol-sirnbol, dan tanda lambang. Pemahaman ini sebatas pemahaman terhadap 

larnbang negara, simbol-simbol negara dan lain sebagainya. Menurut Almond & 



Verba (1963), fenomena inilah yang membentuk budaya politik parokial dalam 

masyarakat. 

Kedua, orientasi afektif sedikit lebih maju dari orientasi kognitif. Disamping 

adanya pemahaman, ia juaa melibatkan unsur emosionalitas terhadap unsur-unsur dan 

simbol-simbol negara. Orientasi ini membentuk budaya politik subjektif. Dan, ketiga, 

orientasi partisipatif telah melibatkan pemahaman yang tinggi disertai dengan 

pertimbangan yang rasional di samping emosi yang sangat dalam. Bentuk inilah 

yang ideal dalam interaksi individu dengan sistem politik yang modern. 

Pada masyarakat tradisional, mereka hanya mengenal simbol-simbol politik 

dan lambang-lambang negara dalam suatu proses interaksi politik. Umumnya simbol- 

simbol dan lambang-lambang ini menjadi alat komunikasi politik negara yang c u b p  

efektif. Dalam ha1 ini, biasanya aparatur negara mengkonversikan nilai-nilai politik 

ke dalam simbol-simbol dan lambang-larnbang kepada mereka. Proses gradual dari 

aktifitas ini meningkatkan pemahaman mereka yang pada akhirnya mempengaruhi 

predisposisi politik, 

Yang menarik, individu berkecenderungan menjadi aktor politik. Ia dapat 

menentukan bagaimana bersikap terhadap suatu kebijakan atau bagaimana ia terlibat 

dalam proses pembuatan kebijakan tersebut. Oleh karenanya, individu akan selalu 

berorientasi pada lingkungan yang ada disekitar individu. Respon politik yang 

diberikan individu sangat bergantung bagaimana ia mempersepsikan lingkungan 

tersebut. 

Tatanan nilai budaya suatu masyarakat dapat mempersepsikan seperti apa 

lingkungan (environment) yang ada disekitar mereka. Individu, dalam hal ini ia 

sebagai aktor politik, ketika mencoba memahami lingkungannya, akan mempolakan 

hubungan yang resiprokal guna kelangsungan hidupnya. Tentunya, pola hubungan ini 

akan membentuk hubungan yang positif (progresif). seperti adanya harmonisasi, dan 

bisa juga negatif (retrogresif) seperti munculnya konflik. 

2.2 Prefcrensi Voting Individu Dnlam Pemilihan Umum 



Diskusi tentang perilaku politik petani dapat dilihat dari partisipasinya dalam 

pemilihan umum. Kecenderugan ini ada kaitamya dengan perilaku mernilih (voting 
f 

behavior) individu dalam pemilu. iSebenarnya banyak faktor yang turut 

mempengaruhi - .  kecenderungan perilaku seseorang dalam proses politik. Bisa saja 

pembahan nilai-nilai politik yang diyakini sejak kecil melalui proses sosialisasi yang 

gradual dan intens bisa berubah seketika. Ataupun sebaliknya, keyakinan terhadap 

nilai-nilai politik tersebut muncul setelah mengalami suatu peristiwa politik yang luar 

biasa. Fenomena ini dapat dipahami dengan melihat pada kondisi lingkungan sekitar 

indi 'du yang dianggap dapat menjadi pendorong perubahan kecenderungan tersebut 
3,LXIb.. ~ * L . ; J - ' ' . '  
&I-sebagiaxrahli faktor eksternal seperti lingkungan menjadi sesuatu yang krusial 

1 
dalam. pembentukan ketenderungah dalarn menganalisa perilaku voting seseorang, 

Stimulus yang diterima dan respons yang diberikan seseorang berada dalam suatu 

lingkungan yang akan mempengaruhi rnanifestasi sikap politik mereka. 1 
Dalam realitasnya keterkaitan antara tuntu tan mas yarakat dan tindakan 

pemerintah ternyata dihubungkan oleh sistem kepartaian yang kompetitif dalarn suatu 

negara yang demokratis. Sementara dalam skala yang lebih kecil (mikro) hubungan 

tersebut juga dipengaruhi oleh perilaku politik individu dalam memilih partai politik 

dalam suatu pemilu yang pada akhirnya membuat pemerintahan. Untuk mengetahui 

bagaimana p e r i l h ~  individu tersebut tejadi, ternyata ada banyak faktor yang 

mempengaruhi kecenderung perilaku memilih (voting) individu. Dari gambaran dua 

pendekatan yang diurai di bawah ini akan dapat rnempejelas kecenderungan 

individu dalam mernilih partai politik pada setiap - pernilu. - 

A. Mashab Sosiologis / - 
~ e n d e k a t k  perilaku (behavioral approach) rnendapat tempat dalam penelitian 

ilmu politik, banyak ilmuwan politik menggunakan pendekatan ini untuk menjelaskan 

perilaku memilih individu dalam pemilihan umum. Dan, selama bertahun-tahun pula 

Mashab Kolombia (Colombia school) mendominasi penjelasan terhadap perilaku 

memilih seseorang. Mashab Kolombia yang menghadirkan pendekatan sosiologis ini 

menganalisa perilaku memilih individu pada aspek lingkungan sosial ekonomi, 



afialiasi etnis, tradisis keluarga, peke j am,  tempat tinggal, usia, jenis kelarnin dan lain 

sebagainya. Di antara karya penelitian dari mashab ini adalah The people 5; choice 

tahun 1948 dan Voting tahun 1952 (Gaffar, 1992: 4-9). 

Pendekatan sosiologis pada awalnya berasal dari Eropa, kemudian di Amerika 

Serikat dikernbangkan oleh ilmuwan sosial yang mernpunyai latar belakang 

pendidikan Eropa. Oleh sebab itu, ada sebutan bagi pendekatan ini sebagai model 

sosiologi politik Eropa. Istilah lain dalam pendekatan ini juga sangat beragam. 

Misalnya Denver (1989) menyebutnya sebagai social determination approach. Bagi 

mashab sosiologis, perilaku mernilih seseorang (voting behavior) dipengaruhi oleh 

karakteristik latar belakang sosiologis, karakteristik orang tua dan status sosial 

seseorang (Nierni & Weisberg, 1984), 

Kajian mendalam yang dilakukan oleh Pomper (1978:195-205) yang merinci 

pengaruh pengelompokan sosial dalam studi voting behavior ke dalam dua variabel, 

yaitu variabel predisposisi sosial ekonomi keluarga pemilih clan predisposisi sosial 

ekonomi pemilih (voter) mempunyai hubumgan yang signifikan dengan perilaku 

memilih seseorang. Artinya, preferensi politik keluarga, apakah preferensi politik 

ayah atau ibu akan berpengaruh pada preferensi politik anak. 

Variabel lain yang juga menjadi sorotan banyak ahli dengan menggunakan 

pendekatan ini adalah agama seseorang yang berpengaruh terhadap dukumgan mereka 

kepada partai politik. Di Amerika Serikat misalnya penganut agama Katolik dih 

Yahudi, kulit hitam dan Hispanic (keturunan latin) merupakan pendukung setia Partai 

Demokrat. Sementara kaum Protestan Anglo Saxon memberikan dukungan pada 

Partai Republik (Niemi & Weisberg, 1984). Kecenderungan ini juga terjadi di 

banyak negan, agamn dan asal usul budaya tertentu juga berpengaruh pada bentuk 

dukungan individu pada partai tertentu. Ini dapat dicontohkan di Indonesia, dimana 

kelompok santri tradisional yang menuntut ilmu agama di pesantren di Jawa Tirnur . - - 
cenderung memberi dukungannya pada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 

Dalam berbagai ragam perbedaan dalam struktur sosial yang paling tinggi 

pengaruhnya terhadap perilaku politik seseorang adalah faktor kelas (status ekonomi) 

terutama hampir di semua negara industri. Di Eropa kelompok penghasilan rendah 



dan kelas pekeja cendenmg memberikan suara pada Partai Sosialis atau Partai 

Komunis. Sedangkan kelompok menengah dan atas menjadi pendukung Partai 

Konservatif (Denver, 1989). Sherman & Kolker (1 987: 199-202) mencontohkan 

kecenderungan masyarakat kelas bawah dan kelas pekerja di Amerika Serikat, 

melalui organisasi buruh mereka cenderung mendukung Partai Demokrat, sedangkan 

kelas atas dan menengah menjadi pendukung Partai Republik. 

Aspek lain dari pendekatan sosiologis ini adalah adanya hubungan pengaruh 

antara faktor g e o p f i s  dengan perilaku memilik Adanya rasa kedaerahan 

rnempengaruhi dukungan seseorang terhadap partai politik. Di beberapa negara, 

wilayah tertentu mempunyai loyalitas terhadap partai tertentu, hingga bertahan 

selama beberapa waktu. Di Indonesia, seperti adanya loyalitas yang kuat terhadap 

Partai Demokrasi Indonesia-Pe rjuangan di Provinsi Bali dan Surnatera Utara. Atau 

loyalitas terhadap Partai Kebangkitan Bangsa di Jawa Timur, Partai Persatuan 

Pembanpan  di Kalirnanaan dan Loyalitas terhadap Partai Golkar di Sulawesi 

Selatan. Contoh lain di Skandinavia yang dijelaskan oleh Peterson & Rose (1996) 

yang juga melihat adanya hubungan yang signifikan antara ikatan-ikatan kedaerahan 

seperti adanya daerah rural dan urban sebagai basis sosial masyarakat dengan 

kecenderungan mereka melakukan aktifitas politik dan memberikan dukungan pada 

partai poIitik tertentu, 

Gambar 2.1 : Model pendekatan sosiologis 
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Pendekatan ini merupakan fenomena yang muncul dari kalangan ilmuwan 

Amerika Serikat, karena dikembangkan sepenuhnya di Amerika Serikat melalui 

Survey Research Center di Universitas Michigan. Pendekatan psikologis dikenal juga 

dengan Mashab Michigan. Beberapa hasil penelitian dari kelompok Michigan ini 

memberi pengan~h yang luar biasa dalarn analisa perilaku memilih ini di antaranya 

The voter's decide tahun 1954 dan The American voter tahun 1960 (Kristiadi, 

1994%). 

Munculnya pendekatan ini merupakan bentuk ketidakpuasan terhadap 

pendekatan sosiologis yang kurang dapat menjelaskan secara metodologis 

kecenderungan-kecenderungan yang ada dalarn suatu masyarakat. Misalnya 

ketidakmampuan pendekatan sosiologis menjelaskan mengapa suatu kelompok 

masyarakat mendukung atau memilih partai politik tertentu. Yang ada adalah bahwa 

pendekatan sosiologis hanya menjelaskan kecenderungan kelompok masyarakat 

mendukung partai tertentu. 

Fiorina (1981) menjelaskan bahwa pilihan seseorang terhadap partai politik 

tertentu melalui proses psikologis panjang. Akan tetapi putusan akhir orang tersebut 

sangat tergantung pula pada penilaiannya terhadap perkembangan politik 

kontemporer. Proses psikologis yang panjang yang berlangsung pada din individu 

iniah yang melahirkan istilah identifikasi kep'artaian (Campbell et al, 1960) 

Pendekatan psikologis, cenderung mengidentifikasi perilaku memilih individu 

dari proses sosialisasi yang dilalui. Sosialisasi politik yang diterima seseorang pada 

masa kecil (baik lingkungan keluarga maupun perkawanan) sangat mempengaruhi 

pilihan politik mereka khususnya pada saat pertarna kali menentukan pilihan politik. 

Dengan dcmikian, pendekatan ini menjelaskan bahwa sikap seseorang adalah refl eksi 

dari kepribadiannya merupakan variabel yang menentukan dalarn mempengaruhi 

perilaku politik individu. Dan karenanya, pendekatan psikologis - menekankan pada 

tiga aspek variabel psikologis sebagai telaah utama yaitu ikatan emosional pada suatu 

partai politik, orientasi terhadap isu yang berkembang dan orientasi terhadap kandidat 

(Niemi & Weisberg, 1984). 



Inti pendekatan psikologis adahah identifikasi seseorang terhadap partai 

tertentu yang kemudian akan mempengaruhi sikap orang tersebut terhadap para calon 

dan isu-isu politik yang berkembang. Secara panjang lebar Campbell et al. (1960) 

menjelaskan proses terbentuknya perilaku pemilih dengan istilah,funnel of casuality. 

Pengandaian ini dimaksudkan untuk menjelaskan fenomena voting yang di dalam 

model terletak paling atas dari funnel (cerobong). Di gambarkan bahwa di dalarn 

cerobong terdapat axis yang memiliki dimensi waktu. Kejadian-kejadian yang 

berllubungan satu sama lain bergerak dalam dimensi waktu tertentu, mulai dari dari 

rnulut sampai ujung cerobong. Mulut cerobong adalah latar belakang sosial 

(misalnya, agarna, ras, etnis, daerah), status sosial (pendidikan, peke jaan, kelas) dan 

watak orang tua, Semua unsur tadi mempengaruhi identifikasi kepartaian seseorang 

yang merupakan bagian berikutnya dari proses tersebut. Pada tahap selanjutnya, 

identifikasi kepartaian akan mempengaruhi penilaian terhadap para kandidat dan isu- 

isu politik. Sedangkan proses yang paling dekat dengan perilaku pemilih adalah 

kampanye sebelum pemilu maupun kejadian-kejadian yang diberitakan media massa 

(Kristiadi, 1994: 30-3 1, cf: Niemi and Weisberg, 1984: 13-14). 

Gambar 2.2: Model pendekatan mishap psikologis 

- ___ 
Orientasi Terhadap Orientasi terhadap Isu 

Kandidat 

I 1 

wiiayah kognitif dan afektif I 
wilayah Psikomotorik I Perilaku Voting I 



B. 1 Variabel berpengaruh dalam mashab psikologis 

a) Identifikasi kepartaian 

Identifikasi kepartaian diartikan sebagai bentuk perasaan seseorang secara 

personal terhadap partai yang dipilihnya. Sebagaimana yang di,jelaskan di atas bahwa 

identifikasi kepartian adalah faktor jangka panjang yang penting dalam 

mempengaruhi pemberian suara pada pemiIu. Mashab Michigan menekankan pada 

aspek sosial psikologis dari identifikasi kepartaian, bahwa orang belajar 

mengidentifikasi partai politik melalui proses sosialisasi gradual (Campbel et al, 

1960). Kemudian pembentukkan identifikasi kepartaian tersebut dianggap sama 

dengan cara seseorang mengembangkan afiliasi keagamaannya pada masa kanak- 

kanak (Miller & Shanks, 1996). 

Meskipun terdapat pertanyaan penting menyangkut apakah identifikasi 

kepartaian tersebut stabil atau tidak pada diri seseorang, dalam realitasnya 

identifikasi kepartian tetap menjadi variabel penting dalam memahami voting. Hal 

ini terlihat dari kesimpulan sarnar yang dibuat Niemi & Weisberg (1984: 276) 

"CpJarty identijication is not totally stable, but it is suficient(y so as to preserve its 

preminent statrls in understanding voting. " 

Dcnvcr (1 989:27-28) membedakan nntara identifikasi kepartaian dengan 

voting sebagai berikut. Pertama, identifikasi kepartaian adalah. bersifat psikologis, 

sementara voting adalah perilaku. Artinya identifikasi kepartian ada dalam pikiran 

seseorang sehingga kita tidnk dapat mengobsewasinya. Sedangkan voting adalah 

tindakan seseorang yang dituangkan dalarn secarik kertas atau alat bantu lainnya dan 

secara prinsip dapat diarnati (walaupun pada urnumnya dilakukan secara rahasia). 

Kedua, voting memiliki karakteristik waktu yang spesifik sementara identifikasi 

kepartian tidak. Voting dapat tejadi di saat pemilu dalam periode tertentu atau 

kejadian lain yang berkaitan dengan pemilihan terhadap sesuatu, sementara 

identifrkasi kepartaian berlangsung secara terus menerus tanpa memerlukan pemilu. 

Ketiga, identifikasi kepartaian beragam kedalamnya (intensify) sementara voting 



tidak. Adakalanya seseorang menjadi pendukung kuat suatu partai, namun ada juga 

yang lain hanya mendukung biasa saja. 

Di dalam studi voting, terutarna yang terkait dengan pengaruh identifkasi 

kepartaian, terdapat dua penggolongan teoritisi, yaitu kelompok tradisional yang 

melihat identifikasi kepartaian dan afiliasi partai individu yang terbentuk di awal- 

awal kehidupan individu melalui proses sosialisasi politik. Dalam ha1 ini identifikasi 

kepartaian diyakini stabil (tetap) dalam diri seseorang. Ini diyakini oleh Abramson 

(1975). Beck (1974). Campbell et al. (1960). Sedangkan kelompok kedua adalah 

kelompok revisionis yang berpendapat bahwa identifikasi kepartaian individu tidak 

mesti stabil. Ini karena, menurut kelompok kedua ini, identifikasi kepartaian juga 

dipengaruhi oleh faktor politik dari dalam diri individu, seperti jarak preferensi 

individu dari kebijakan partai, evaluasi terhadap kandidat, evaluasi terhadap jalannya 

sistem politik saat itu dan intervensi dari kekuatan politik di luar diri individu 

tersebut. Ahli yang tergolong kelompok ini adalah Fiorina (1981). 

Perbedaan yang paling mendasar antara kelompok tradisional dan kelompok 

revisionis dalarn menjelaskan identifikasi kepartaian berkisar pada spesifikasi 

kekuatan-kekuatan yang menyebabkan keputusan akhii individu dalarn voting. 

Kelompok tradisional lebih menekankan pada identifikasi kepartaian yang lalu 

merupakan faktor utama yang menentukan identifikasi kepartaian yang sekarang. 

Sebaliknya, kelompok revisionis secara khusus berasumsi bahwa faktor-faktor 

sistemik bisa menjadi penyebab bergesemya afiliasi politik seseorang (Steffensmeier 

& Smith, 1996) 

b) Orientasi terhadap isu 

Variabel kedua yang merupakan unit analisis dalam mempelajari perilaku 

voting ini adalah orientasi terhadap isu. Keberadaan isu dalam voting sebagai sebuah 

fenomena politik memiliki karakteristik yang sulit dipahami. Narnun banyak ahli 

yang memusatkan perhatiannya pada perilaku memilih individu dengan melihat 

kondisi sosial, politik dan psikologis. Misalnya pada kondisi laisis yang dialami 

masyarakat, isu-isu voting muncul lebih intens dan menjadi opsi-opsi kebijakan bagi 



partai politik (Nierni & Weisberg, 1984). Tentunya ini berpengaruh terhadap aspek 

pengetahuan (kognisi) mereka untuk memutuskan suatu pilihan. 

Isu voting hadir dalam landasan pilihan-pilihan individu ketika akan memilih. 

Menurut Niemi & Weisberg (1984:146) ada dua perbedaan secara teori dan 

kenyataan empiris yang dapat diidentifikasi jenis-jenis isu ini: 

Isszre voting ofthe first type involves consciuss calculation of policy benefits 
for alternatives electoral choices. This 'hard issue' voting has its intelectual 
roots in downsian tradition (Down, 1957). It yresurnw that issue voting is the 
final result of sophisticated decision calculus; that it represents a reasoned 
and thougthful attempt by voters to use policy preferences to guide their 
electoral decision. The second type issue voting (which we shall denote 'easy I )  
occurs who particular issue becomes so ingrained over long period that if 
structures voters 'gut response' to candidates and political parties. Because 
gut responses require no conceptual sophistication, they should be distributed 
reasonably evenly in the voting population 

c )  Orientasi terhadap kandidat 

Dalam Mashab Michigan, evaluasi kandidat menjadi salah satu variabel yang 

determi n'm dalanl voting. Penge tahucm individu (voter) terhadap keberadaan 

kandidat akan berdampak pada posisi kandidat tersebut dalam pemilu. Biasanya para 

pemilih lebih cenderung memberikan evaluasi terhadap kandidat berdasarkan 

popularitas dalarn suatu daerah pemilihan (distrik), reputasi . yang - dimiliki kandidat 

dan kemampuan kandidat yang bersangkutan. 

Orientasi terhadap kandidat pada urnumnya menjadi sesuatu yang signifikan 

dalam sistem pemilihan langsung, dimana kandidat rnenjadi wakil pada setiap daerah 

pemilihan. Biasanya kandidat yang memiliki reputasi yang baik dihadapan 

pemilihnya akan berpeluang dipilih. Apalagi kandidat berasal dari partai yang sedang 

berkuasa (Incumbent par@ akan memiliki peluang yang lebih besar menempati 

jabatan-jabatan politik tertentu ketimbang partai oposisi (challenger party) 

Yang patut diperhatikan dalarn orientasi kandidat ini bahwa evaluasi yang 

dilakukan terhadap kandidat dipengaruhi oleh sejarah d m  pengalaman masa lalu 

kandidat baik dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Beberapa 



indikator yang sering dipakai para pemilih untuk menilai seorang kandidat khususnya 

bagi pejabat publik yang hendak mencalonkan diri kembali, di antaranya kualitas, 

kompetensi, dan integritas kandidat. Para pejabat yang pada saat memegang jabatan 

tidak menunjukan kualitas, kompetensi dan integritas pribadi yang memadai, mereka 

tidak akan terpilih kembali (Mondak, 1995: 1043- 1069). Upaya penilaian terhadap 

kandidat ini tidak berlangsung satu saat saja, misalnya, pada masa kampanye, namun 

sering dipengaruhi oleh informasi yang diterima pemilih melalui media massa yang 

diikutinya. 



BAB I11 

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

1 A. Tujuan Penelitian 
L 

,I Adapun yang menjadi tujuan khusus penelitian ini adalah: 
I 
I 1. Mendiskripsikan keberadaan nilai-nilai ke-Minangkabau-an dalarn 

pembentukan orientasi politik petani dan responsnya terhadap kebijakan 

publik di Sumatera Barat. 

2. Mengindentifikasi dan mendeskripsikan kecenderungan (predisposisi) petani 

dalam merespon kebijakan pemerintah (daerah) di bidang pertanian? 
t 
i 
t .  B. Manfaat Penelitian 

! Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap 

I pengemhangan teori dan penjelasan dalarn mernaharni perilaku politik individu 

khususnya masyarakat petani dengan latar kultur etnis yang mengitarinya. Tidak 

seperti penelitian-penelitian terdahulu, penelitian ini dirancang sebagai salah satu 

bahan perbandingan terhadap kajian perilaku politik individu (political behavior) dan 

c orientasinya terhadap kebijakan publik sehingga dirnungkinkan adanya 

I pengembangan dan pengayaan terhadap teori, konsep dan proposisi dalam telaah 

I perilaku politik. 

1. Dengan mengetahui teori. konsep dan proposisi terkait dengan perilaku 

i petani, maka penelitian ini juga memetalcan model orientasi politik dm 

1 kecenderungnnnya dalnm merespons kebijakan publik. Hasil pemetaan terhadap 

petani ini jelas berguna untuk pemerintah daerah dalarn upayanya mengokomodasi 

kepentingan petani di Sumatera Barat. Preferensi nilai politik petani yang berhasil 

1 dipetakan (mapping) dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk rnembuat 

I kebi.jakan publik. 

1 Walaupun demikian, hasil penelitian ini juga menghadirkan paparan yang 

1 mudah dipahami oleh praktisi politik terutarna bagi aktivis partai politik. Bagi partai 
f 



politik, kajian ini s'mgat bermdaat  secara praktis untuk memforrnulasikan 

kebijakan partai dan atau pemerintah yang sesuai dengan karakteristik psikologis 

konstituennya. Dengan demikian, setiap partai politik dapat menjadikan kajian ini 

sebagai salah satu referensi penting khususnya yang terkait dengan bagaimana 

mendapatkan dukungan petani dalam proses politik di tingkat lokal. 



BAB IV 

METODE PENELITIAN 

t 
1 Sesuai dengan tujuan penelitian tiap tahunltahapnya, maka pada tahun I 
t. 
t digunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling yang dilakukan di 6 

1 Kabupaten di Stunatera Barat dan 6 nagari. Dengan kriteria kabupaten dan nagari 

yang dijadikan lokasi peneltian didasarkan kepada daerah tradisional Surnatera Barat, 
i yakni kawasan darek (darat) atau luhak dan kawasan rantau (pesisir). Kawasan darek 
i 
t terletak di dataran tinggi sebagai inti atau pusat dari kebudayaan Minangkabau, yang 

( terbagi dalam tiga luhak, yaitu Lthak Tanah Datar, Luhak Agarn dan Luhak Lima 

i Puluh Kota. Di ketiga luhak inilah nenek moyang Orang Minangkabau berasal, 
I. 
; kemudian mereka menyebar ke seluruh Surnatera Barat bahkan sampai ke luar 

Sumatera Barat. Oleh karena itu, untuk melacak nilai-nilai ke-Minangkabau-an dalam 

upaya melakukan pemetaan orientasi politik dan respons politik petani subsisten 

terhadap kebijakan publik di Surnatera Barat penelitian ini dilakukan di wilayah darek 

yakni Kabupaten Tanah Datar, Agam dan Lima Puluh Kota. Atas pertimbangan 

kesamaan karakteristik alam dan masyarakat yang berdekatan dengan lokasi 

penelitian dengan Kabupaten Agam, maka penelitian di Kabupaten Lima Puluh Kota 

tidak di lakukan. Sehubungan dengan - ini maka lokasi penelitian adalah sebaeairnana 

terhimpun pada matriks berikut; 

Nngari Loknsi Penelitian 

Nagari Minangkabau 

Nagari Koto Tangah 

Nagari Cupak 

Nagari Pauh Kamba 

Nagari Pasar Baru 

Nagari Aia Manggih 

No. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5.  

6. 

Kabupnten 

Kabupaten Tanah Datar 

Kabupaten Agam 

Kabupaten Solok 

Kabupaten Padang Pariaman 

Kabupaten Pesisir Selatan 

Kabupaten Pasaman 



Informan penelitian dipilih berdasarkan tujuan penelitian yaitu petani 

subsisten di setiap di kabupaten. 

Selanjutnya data penelitian dilakukan dengan beberapa cam, yaitu wawancara 

mendalam (in depth interview), diskusi kelompok terfokus (Focus Group 

Discztssion), d m  dohunentasi. Penggunaan keempat pendekatan tersebut bersifat 

saling melengkapi . . sehingga . - dapat menjelaskan masalah yang . - diteliti.Selanjutnya data 

dianalisis secara kualitatif dengan memberikan penekanan (fokus) pada pemahaman 

empati atas suatu fenomena atau gejala . . sosial. dimana dimensi-dimensi historis . yang . 

turut rnembentuknya serta aspek-aspek yang terdapat dalam perilaku seseorang 

(Nachmias & Nachmias, 1987; 287) 

Sedangkan hasil penelitian pada tahun I ini dijadikan landasan untuk. 

memetakan (mapping) orientasi politik dan orientasi petani subsisten terhadap 

kebijakan publik di Surnatera Barat yang akan diuji pada tahun TI 



BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bagian ini akan dipaparkan deskripsi lokasi penelitian dan temuan 

khusus serta pembahasannya. 

A. Deskripsi Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di enam kabupaten di Provinsi Sumatera Barat. 

Adapun enanl kabupaten tersebut adalah: 1) Kabuapten Tanah Datar, 2) 

Kabupaten Agam, 3) Kabupaten Solok, 4) Kabupaten Padang Pariaman, 5) 

Kabupaten Pasaman, dan 6) Kabupaten Pesisir Selatan. Selanjutnya pada masing- 

masing kabupaten di pilih satu nagari untuk dijadikan seting penelitian. 

1. Kabupaten Tanah Datar 

Kabupaten Tanah datar terletak di tengah wilayah Provinsi Sumatera 

Barat. Secara administrative kabupaten ini mempunyai batas-batas sebagai 

berikut: scbelah utara berbatas dengan Kabupaten Agam dan 50 Kota, sebelah 

selatan dengan Kabupaten Solok, sebelah barat dengan Kabupaten Padang 

Pariaman, dan sebelah timur dengan Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dan Kota 

Sawahlunto 

Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu dari 19 Kabupatenl Kota di 

Sumatera Barat dengan ibukota Batusangkar. Kabupaten yang berada ditengah 

propinsi Sumatera Barat ini merupakan Kabupaten terkecil luas wilayahnya, yaitu 

133.600 Ha (1.336 Krn2). Jumlah penduduk Kabupaten Tanah Datar pada tahun 

2006 adalah 345.383. 

Kabupaten Tanah Datar adalah daerah agraris, lebih 70% Penduduknya 

bekcrja pada scktor pcrtanian, baik pertanian tanaman pangnn, perkebunan, 

perikanan maupun peternakan. Begitu juga dengan usaha masyarakat pada sektor 

lain juga berbasis pertanian seperti pariwisata dan industri kecil atau agro industri. 

Masyarakat yang telah bertani secara turun temurun ini rnempunyai motivasi dan 

semangat kerja yang tinggi. Luhak Nan Tuo, nama lain dari Kabupaten Tanah 

Datar. Ada suatu keyakinan bagi masyarakat Minangkabau bahwa asal usul orang 

Minangkabau dari Kabupaten Tanah Datar, tepatnya dari Dusun Tuo Pariangan 



Kecamatan Pariangan. Sebagai buktinya masih terdapat Sawah Satampang 

Baniah, Lurah Nan Indak Barangin, Galundi Nan Baselo dan Kuburan Panjang 

Datuk Tantejo Gurhano yang dikenal sebagai arsitek rumah gadang. Kemudian 

dari Luhak Tanah Datar inilah kemudian orang Minangkabau berkembang dan 

berpindah ke daerah lain seperti Luhak 50 kota dan Luhak Agam. 

Nagari Minangkabau 

Nagari Minangkabau merupakan salah satu nagari dari 75 nagari di 

Kabupaten Tanah Datar dan satu dari lima nagari di Kecamatan Sungayang. 

Nagari Minangkabau satu-satunya nagari di Ranah Minang Sumbar ini 

terdapat di Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanahdata dan konon keberadaan 

Nagari Minangkabau sama tuanya dengan keberadaan etnis Minangkabau sendiri. 

Luas Nagari ini adalah 845 ha dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: 

sebelah utara berbatasan dengan Nagari Sungayang; sebelah selatan berbatasan 

dengan Nagari Sungai Tarab; sebelall barat berbatasan dengan dengan Nagari 

Sungai Tarab ; dan sebelah timur berbatasan dengan Nagari Pagamyung. 

Nagari Minangkabau sendiri memiliki penduduk 2810 orang dengan 683 

KK,dari penduduk sebesar itu 64 persen berprofesi petani, 8 persen PNS, 16 

persen wiraswasta dan 12 persen berprofesi lain-lainnya. Lahan yang digarap 64 

persen petani tadi seluas 273 hekatar dan didukung peternakan 152 ekor sapi, 138 

ekor kambing, 2564 ekor ayam dan 85 ekor kerbau. 

Pertanian nagari ini cukup bagus karena topografi nagari berada pada 

posisi cukup baik yakni 500 hingga 700 meter dari permukaan laut (MDPL) 

dengan cunh  hujan 1500 Mltahun dan suhu rata-rata 20 hingga 35 derajat celcius 

dan jarak dengan ibu kota kabupaten yang cukup dekat yakni 4 Km mendukung 

pula pemasaran pertanian. 

2. Kabupaten Padang Pariaman 

Kabupaten Padang Pariaman memiliki letak yang cukup strategis karena 

berbatasan langsung dengan Kota Padang sebagai Ibu Kota Provinsi Sumatera 

Barat dengan luas 1.328,79 km2. Kabupaten ini berbatasan sebelah utara dengan 



Kabupaten Agorn, sebelah selatan dengan Kota Padang, sebelah timur dengan 

Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Solok, dan sebelah barat berbatasan 

dengan Kota Pariaman dan Samudera Hindia. 

Dalam telaah geopf i s .  kabupaten Padang Pariaman terletak pada posisi 

astronomis yaitu antara 0" 11' - 0°49' Lintang Selatan dan 96" 36' - 100" 28' 

Bujur Timur. Kabupaten ini tercatat memiliki wilayah seluas 1.328,79 Km2. 

Adapun luas dantan dari wilayah ini adalah setara dengan 3.15 persen dari luas 

daratan propinsi Sumatera Barat. 

Diantnrzl berbagai sektor potensial yang menjadi perhatian dan andalan 

dalarn pergerakan ekonomi masyarakat adalah bidang pertanian. Ditinjau dari 

struktur perekonomian, Kabupaten Padang Pariaman masih didominasi oleh 

sektor pertanian. Hasil survei angkatan kerja daerah (Sakerda) pada tahun 1998 

melaporkan bahwa sebagain besar penduduk Padang Pariarnan mempunyai rnata 

pencarian utama di sektor pertanian. Laporan tersebut sekaligus memperkuat hasil 

sensus ekonomi yang menyatakan bahwa sebayak 76.650 (dari 125.580) atau 

61,04 persen unit usaha di kabupaten tersebut bergerak pada sektor pertanian. 

Nagari Pauh Kambar 

Nagari Pauh Kambar merupakan salah satu dari 40 nagari yang terdapat 

dilingkungan pemerintahan daerah Kabupaten Padang Pariaman. Nagari ini 

m e ~ p a k a n  cakupan dari kecamatam Nan Sabaris dan terdiri dari 8 korong 

(jorong). Luas daerah yang ditetapkan sebagai kawasan administratif dari Nagari 

Pauh Kambar adalah seluas 6,55 Km2. 

Dilihat dari scgi aksesibilitas, posisi Nagari Pauh Kambar dapit diakses 

secara mudah karena dilalui oleh jalur lalu lintas raya yakni jalan raya Padang- 

Lubuk Basung. Jarah akses nagari ini dari ibu kota kecamatan adalah 0'5 Km, 

sedangkan jarak akses ke ibu kota kabupaten adalah 11 Km dan jarak ke ibu kota 

Propinsi adalah sejauh 44 Krn. Dibandingkan nagari-nagari lain dalam laingkup 

kecamatan nan sabaris, Nagari Pauh Kambar merupakan nagari yang memiliki 

akses terdekat dengan ibu kota kecamatan. Sedangkan Kecarnatan Nan Sabaris 

rnen~pakan salah satu kecarnatan yang rnemiliki jarak akses terdekat dengan ibu 

kota Kabupaten Padang Pariaman. Salah satu konsekuensi positif dari kedekatan 



akses tersebut Nagari Pauh Karnbar memiliki kesempatan lebih cepat 

berkembang. 

Dalam ha1 kependudukan, Nagari Pauh Kambar dihuni oleh sebanyak 

5.752 jiwa penduduk dengan komposisi yaitu sebanyak 2.654 jiwa penduduk laki- 

laki dan sebanyak 3.098 jiwa penduduk perempuan. Sedangkan dari sisi kondisi 

status keluarga, dari 1.221 KK yang tercatat berdasarkan klasifikasi yang ada, 

terdapat sebanyak IS9 KK dengan status pra-sejahtera (PS), 256 KK dengan 

status sejatera-1 (S-I), 203 KK S-2, 51 1 KK S-3, dan sebanyak 62 KK S-3 plus. 

Nagari Pauh Kambar merupakan salah satu wilayah potensial pertanian 

(terutarna tanaman pangan) dikawasan Kab. Padang Pariaman. Dari data yang ada, 

Kec. Nan Sabaris menduduki urutan ketiga dari kecamatan yang merniliki lahan 

hamparan sawah terluas dengan luas 1.266 Ha (urutan pertama Kec. Lubuk 

Alung: 3.804 Ha dan kedua Kec. Ratang Anai: 2.463 Ha). Potensi pertanian di 

Nagari Pauh Karnbar, khususnya padi sawah dapat ditunjukkan dari luas panen 

padi seluas 576 Ha dengan banyak produksi sebesar 3.455,20 ton. Deskripsi data 

ini rnenunjukkan bahwa pertanian masih merupakan sektor dominan dan bertani 

adalah profesi yang umumnya menjadi tumpuan ekonomi masyarakat Nagari Pauh 

Kambar 

3. Kabupaten Pasaman 

Kabupaten Pasaman merupakan salah satu dari 19 KabupatedKota yang ada 

di Propinsi Surnatera Barat, dengan luas wilayah 3.947,63,08 Krn2 yang terdiri 

dari 12 kecamatan dan 32 Nagari. Secara geografis dilintasi khatulistiwa dan 

berada pada 0' 55' Lintang Utara sampai dengan 0'6' Lintang Selatan dan 99'45' 

Bujur Timur sampai dengan 100~21' Bujur Timur. Ketinggian antara 50 meter 

sampai dengan 2.240 meter di atas permukaan laut. Pada beberapa kecarnatan 

terdapat beberapa gunung, seperti Gunung Arnbun di Bonjol, Gunung Sigapuak 

dan Kulabu di Dua Koto, Malengang di Rao, dan Gunung Tambin yang 

merupakan gunung tertinggi di wilayah ni terletak di Kecarnatan Lubuk Sikaping. 

Wilayah Kabupaten Pasaman merupakan Kabupaten paling Utara dari 

Propinsi Sumatera Barat dan berbatasan: bagian utaradengan Kabupaten 

Mandailing Natal dan Kabupaten Padang Lawas Propinsi Sumatera Utara, 

sebelah timur dengan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi 



Riau, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Agam dan bagian barat 

berbatasan dengan Kabupaten Pasaman Barat. 

Kabupaten Pasaman merupakan salah satu daerah agraris di Sumatera Barat, 

yang pada tahun 2007 mampu memproduksi padi sawah sekitar 228.270 ton. Nilai 

ini rnenunjukan terjadinya kenaikan sebesar 17,82 % dari tahun sebelumnya yang 

hanya sebesar 193.742 ton. Lokasi penelitian dilakukan di Kecarnatan Lubuk 

Sikaping karena kecarnatan ini satu diantara 4 kecamatan yang memiliki potensi 

dalam kapasitasnya terhadap luas panen dan produksi sawah. Penduduk 

Kabupaten Pasaman menurut hasil Proyeksi Penduduk Tahun 2007 berjumlah 

sebanyak 258.63 1 jiwa dengan komposisi 128.141 jiwa laki-laki dan 130,490 jiwa 

perernpuan. Dengan rasio jenis kelamin 98 jiwa laki-laki setiap 100 jiwa 

perernpuan. Penduduk tersebut tersebar pada 12 ( dua belas) kecamatan di 

Kabupaten Pasaman. 

Sektor Pertanian rnerupakan sektor paling dominan sebagai lapangan usaha 

penduduk Pasaman pada tahun 2007. Ini terlihat dari kontribusinya dalam 

penyerapan tenaga kerja yang mencapai 87.487 jiwa dari penduduk yang bekerja, 

Jika diperhatikan potensi masing-masing kecamatan di Kab. Pasaman dalarn 

kapasitasnya terhadap luas panen dan produksi padi sawah ini, sekitar 50 persen 

dari total produksi Kab. Pasaman di dominasi oleh 4 (empat) kecamatan dari 12 

kecamatan yang ada. Kecnmatan dimaksud adalah kec. Panti, Padang Gelugur, 

Lubuk Sikaping dan Kec. Tigo Nagari. 

Disamping komoditi padi sawah, karena hampir semua kecarnatan di Kab. 

Pasarnan dikelilingi oleh daerah perbukitan, ha1 ini juga rnernbuat masyarakat 

Pasarnan tidak terbatas hanya pada pernanfmtan lahan sawah saja, sehingga 

ladangpun merupakan harapan untuk ditanami padi gogo (padi ladang). Hal ini 

dapat dilihat dari hasil produksi padi ladang pada tahun 2007 ini tercatat sebesar 

4.753 ton dengan luas panen 1.802 Ha, dan sekitar 46,39 persen produksinya 

terdapat di Kec. Mapat Tunggul. 



4. Kabuapten Solok 

. . 
S e c m  geogxfis, Kabupate:: So!& terletak pad: pos:s: astrcncmis yait.,: 

antara 01" 20' 27" dan 01" 2'39" 1,intang Selatan dan 100" 25'00" dan 1 00' 

3 3'43" Bujur Timur dengan topografi wilayah yang sangat bervariasi yakni antara 

dataran, lembah dan berbukit-bukit. Luas wilayah Kabupaten adalah 373.800 Ha 

(3.738 Km2). 

Kabupaten solok merupakan salah satu kawasan potensial pertanian 

(dalam arti luas) di Sumatera Barat. Dilihat dari sisi pemanfaatan lahan, dari 

totalitas lahan yang terdapat di kawasan Kab solok, sebanyak 8,3 persen dikelola 

oleh rakyat yang digunakanldiolah untuk ladang atau kebun dan sebanyak 6,7 

persen dikelola oleh perusahaan perkebunan. Sedangkan pemanfaatan lahan yang 

digunakan untuk sawah lebih kurang seluas 4'7 persen dan merupakan areal 

sawah terbesar di Sumatera Barat. Sebagai konsekwensi logisnya adalah 

Kabupaten Solok menjadi kawasan sentra produksi padi di Propinsi Sumatera 

Barat. Sehubungan dengan ha1 tersebut sebenarnya area sawah terluas 

dikabupaten solok berada dalam kawasan Kecamatan Gunung Talang, diikuti oleh 

Kecamatan Kubung dan Bukit Sundi dengan luas areal sawah diatas 3000 Ha. 

Nagari cupak 

Nagari Cupak merupakan satu dari delapan nagari yang terdapat di dalam 

kawasan Kecamatan Gunung Talang. Luas daerah yang ditetapkan sebagai 

cakupan wilayah Nagari Cupak secara administratif yakni seluas 19,38 Km2. 

Dari segi aksesibilitas, jarak akses dari nagari Cupak ke pusat ibu kota 

kecamatan adalah sejauh 3Km. Sedangkan jarak akses ke pusat ibu kota 

kabupaten adalah sejauh 8 Km dan jarak akses ke ibu kota Propinsi adalah sejauh 

44 Krn. keseluruhan akses tersebut dapat dicapai dan dilalui oleh angkutan umum 

yang rnemadai. Posisi Nagari Cupak bemda cukup dekat dengan pusat 

pemerintahan yakni sama-sama berada dalam satu wilayah Kecamatan Gunung 

Talang. 

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa Kecamatan 

Gunung Talang merupakan area sawah terluas dengan luas tanam seluas 7.896 Ha. 



-1 Angka ini berbeda sangat singnifikan dengan capaian produksi pada Kecamatan 

lainnya. Hal ini jelas menunjukkan bahwa sektor pertanian menrpakan sektor yang 

paling dominan dan sekaligus menunjukkan bahwa profesi atau tumpuan mata 

I pencarian penduduk yang dominan adalah bertani. Asumsi ini dibuktikan oleh 
,I 

data jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanianlperkebunan menduduki 

jumlah tertinggi yakni sebanyak 10.665 orang. dan Nagari Cupak terrnasuk 

I penyumbang yang besar dari angka jumlah petani tersebut. Keutamaan kawasan 

t pertanian nagari cupak adalah bahwa nagari tersebut merupakan kawasan 

I pertanian padi yang rnenghasilkan komoditi beras solok dengan kualitas terbaik 

yang menjadi ciri khas cita rasa produksi beras solok. Hal ini cukup menjadi 

alasan untuk menjadikan Nagari Cupak sebagai kawasan prioritas pertanian 

(Khususnya padi). 

5. Kabapaten Agarn 

Kabupaten Agarn Berbatasan sebelah utara dengan Kabupaten Pasaman, 

sebelah tirnur dengan Kabupaten 50 Kota, sebelah selatan dengan Kabupaten 

Padang Pariaman dan Kabupaten tanah Datar, sedangkan sebelah baratnya dengan 

Samudera Hindia. Secara geografis, wilayah kabuapten Agam terdiri dari daratan 

H 
2 

tinggi dan daerah pesisir pantai dengan luas wilayah 2.232,30 krn2 atau 5,26% dari 

I luas Provinsi Sumatera Barat yang mencapai 43.22904 km2. Kabupaten ini 

mempunyai 15 Kecamatan dengan 73 nagari. 

Beras kuriak kusuik dari Tilatang Kamang paling diminati pembeli,.sangat 

Inris dan sering di bawa keluar daerah terutama Provinsi Riau, Pekanbaru dan 

Batam. Berasal dari Kecamatan Tialang Kamang. Lahan pertanian di Tilatang 

Knmnng snngnt subur clan IIIL?S, mcmbcriknn kclcbihan bagi pctani. Rata-rnta 

petani bisa menjual beras setiap kali panen. Sistem penanaman padi menggunakan 

sistem organik yang tidak lagi memanfaatkan bahan kimia. 

Nagari Koto Tangah 

Nagari Koto Tangah berada di kecamatan Tilatang Kamang dengatf luas 

wilayah 6.219 ha dan memilikin 28 jorong. Nagari ini berbatasan sebelah utara 

dengan Nagari Magek, sbelah selatan dengan Nagari Kapau dan Gadut, sebelah 



barat dengan Nagari Koto rantang dan Pasia Laweh, serta sebelah timur dengan 

Bungo Koto Tuo dan Panampuang. Jumlah penduduk 16.296 jiwa dengan 4.491 

kepala keluarga, terdiri-dari laki-laki sejumlah 7.291 jiwa dan perempuan 9.005 

j iwa 

6. Pcsisir Sclntnn 

Kabupaten Pesisir Selatan adalah salah satu kabupaten di Provinsi 

Sumatera barat dari bagian selatan dengan luas wilayah 5749,89 krn2 yang terdiri 

dari daerah pegunungan dan pantai, 12 kecamatan, 37 nagari dan 350 kampung. 

Sebelah utara berbatasan dengan Kota padang, sebelah selatan dengan Provinsi 

Bengkulu, sebelah barat dengan Samudera Hindia dan sebelah timur dengan 

Kabupaten Solok dan Provinsi Jambi. 

Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2008 berjumlah 433.1 8 1 jiwa 

(2 13.462 jiwa laki-laki dan 2 19.7 19 jiwa perempuan). Wilayah administrasi 

pemerintahan terdiri atas 12 kecamatan dan 37 nagari. Sebagian besar penduduk 

Pesisir Selatan bergantung pada sektor pertanian tanaman pangan, perikanan dm 

perdangan. Sementara sumber daya potensial lainnya adalah pertambangan, 
' 

perkebunan dan pariwisata. 



B. Ternuan dan Pernbahasan Penelitian 

Sesuai dengan Tujuan Penelitian pada tahap pertama, maka penelitian ini 

dilakukan dalam upaya mendiskripsikan keberadaan nilai-nilai ke-Minangkabau- 

an dalam pembentukan orientasi politik petani dan responsnya terhadap kebijakan 

publik di Surnatera Barat. Sehubungan dengan itu, ada bebera isu yang dijadikan 

asas untuk rnenganalisis temuan penelitian sesuai dengan pertanyan penelitian. 

Bagimana Keyakinan terhadap masalah pertanian dalam lingkup adat dan tradisi 

ke-Minangkabau-an ? Bagaimana penyelesaian masalah pertanian sesuai dengan 

adat dan tradisi Keminangkabauan? Kesesuaian kebijakan pemerintah dibidang 

pertanian dengan adat dan tradisi (nilai keminangkabauan) masyarakat? 

Kebijakan pemerintah dibidang pertanian terhadap peningkatan kesejahteraan 

ekonorni? Dengan memahami fenornena ini, maka akan diketahui perubahan nilai- 

nilai ke-Minangkabau-an dalam tradisi bertadi di Sumatera Barat. 

I. Keheradaan nilai-nilai ke-Minangkahau-an dalarn pernbentukan orientasi 

politik dan respons politik petani terhadap kebijakan publik di Sumatera 

Temuan penelitian terhadap keberadaan nilai-nilai ke-Minangkabau-an 

dan responnya terhadap kebijakan di lokasi penelitian terungkap sebagai berikut: 

Secara umum, dari enam nagari di enam kabupatcnlkota di Surnatera Built 

yang ditcliti, ditemui ballwa pcrtanian merupakan bagian penting dalam 

masyarakat tradisional Sumatera Barat yakni Minangkabau. Dalam masyarakat 

adat Minangkabau, sawah dan ladang dianggap sebagai sumber pokok ekonomi 

dan kemakmuran. Dengan sawah dan ladang tersebut orang Minangkabau 

semenjak dahulu begitupun sekarang membangun. dusun, teratak, koto, dan nagari, 

mernbangun kampung dan halaman, balairung dan masjid, jalan dan tepian tempat 

mandi, bangunan sekolah, langgar dan mushalla. Dengan hasil sawah dan ladang 

itulah setiap yang dibangun itu dapat diisi, dan diramaikan serta dihiasi, seperti 

masjid, jalan, surau, dan sekolah. Rukun Islam disempurnakan dengan hasil sawah 

dan ladang. Begitupun pernbiayaan perang gerilya di waktu revolusi fisik 



menentang penjajahan Belanda, sawah ladang berikut hasilnya disumbangkan 

untuk kepentingan kemerdekaan. 

Secara substansial, Fungsi sawah dan ladang yang sangat penting dalam 

kehidupan masyarakat Minangkabau tersebut, dimanifestasikan secara adat 

melalui berbagai bentrlk upacara adat yang diyakini dapat rnemberikan manfaat 

besnr dari hasil pertanian. Upacara adat ini disebut juga dengan adat turun 

kesawah yang diselenggarakan melalui: 

n. Bnlam he irnri 

Bnlambe hari, adalah aktivitas yang dilakukan oleh petani sebelum turun 

ke sawah. Tradisi ini terdiri-dari beberapa tahap, yakni, pertama, Mengumpulan 

petani untuk melaksanakan pertemuan pada waktu yang sudah ditentukan. Tradisi 

ini diselenggarakan secara unik, dirnana sebelum tumn ke sawah petani 

menghimpun petani lainnya dengan menggunakan masjid/mushalla sebagai 

sebagai alat kornurtikasi dan informasi. Seperti yang diungkapkan oleh MD salah 

seorang petani dari Nagari Minangkabau, 

"Disini turun ke sawah serentak, disiarkan atau diumumkan di mesjid terlebih 
dahiilti, .iiiltuk rnembetsihkarl bcinda atau irigasi dan kemudian gotong-royatlg 
secara bersama. Kegiatan ini dilakukan satu kali dalam lirna belas hingga tiga 
puluh hari. Itu saja yang rnenjadi kebiasaan masyarakat petani disini, karna kita 
rnernakai banda (saluran irigasi) tersebut secara bersarna". 

Selain itu, tradisi unik yang dilahrkan oleh petani untuk rnernulai turun ke 

sawah juga dilakukan dengan cara diumumkan oleh salah seorang petugas yang 

disebut dengan upeh keselumh wilayah nagari. Upeh memiliki peran yang sangat 

penting dalam rnenyarnpaikan informasi dan mernobilisasi rnasyarakat terkait 

dengan nktivitns ynng nkan dilaksanakan bersamil oleh masyarakat nagari. Dalam 

menyarnpaikan informasi upeh berjalan rnengelilingi nagari sambil memukul alat 

musik tradisonal, seperti yang diungakapkan oleh DNKS petani di. Nagari Pauh 

Kamba, Padang Pariaman; 

" Kalau cara dahulu, sernasa kita masih diperintah "kupalo nagon" (kepala 
nagari), saat musirn turun ke sawah tiba, diketok canang (alat rnusik tradisonal) 
oleh seorang petugas yang disebut upe,h untuk memberitahukan kepada 
masayarakat waktunya turun kesawah karena sudah rnulai musim hujan". 



Kehla, sebelum turun ke sawah terlebih dahulu dilakukan perternuan di 

rnasjid/mushalla yang dihadiri oleh pemangku adat (niniak rnarnak) dan petani 

yang akan menggarap sawahnya Peranan pemangku adat dalam pertemuan ini 

sangat penting dalam rnernprakarsai lahir kesepakatan dalam rnernbuat 

perencanaan turrln ke sawah. Keterlibatan pernangku adat ini juga dikarenakan 

dalam struktur adat minangkabau yang mempatkan peranan pemangku adat dalam 

mernecahkan permasalahan yang dihadapi oleh kaurnnya termasuk dalam rnasalah 

pertanian. Menurut RDS petani di Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang 

Pariaman. 

"Sebagaimana yang digariskan oleh adat rninangkabau bahwa masalah sako dan 
pusako adalah urusan ninik rnarnak. Dalarn konteks sako dan pusako ini 
terlingkupi di dalarnnya niasalah pengelolaan lahan pertanian yang digarap oleh 
anak kemenakannya. Artinya, pemangku adat (niniak rnarnak) rnerupakan unsur 
yang berperan pcnting dalam mcncntukan dnn mcmbuat berbagai kcscpakatan 
dart tindakan terkaitan dengan dinamika dalam kehidupan bertani dari anak 
kemenakannya. Dengan keterlibatan Niniak rnarnak inilah kernudian aktivitas 
pertanian dalarn rnasyatakat Minangkabau dilaksanakan dan dilestarikan secara 
tunln ternurun". 

Dalam perternuan tersebut dibicarakan tentang waktu yang tepat untuk 

turun ke sawah dan mernbuat beberapa kesepakatan penting terkait dengan 

pengelolaan sawah mulai dari masa menanam sampai pada masa panen tiba. Ini 

artinya, pertemuan yang diselenggarakan akan menentukan pula terhadap ma.= 

depan sawah dan petani itu sendiri, oleh karena itu setiap petani yang akan 

rnenggarap sawahnya wajib menghadiri perternuan ini. Pertemuan tersebut juga 

memiliki arti penting bagi petani yang hadir dan membuat kesepakatan, dimana 

dalam dirinya (petani) akan rnenjelrna menjadi tanggungjawab moral selama 

hidupnya untuk melaksanakan kesepakatan tadi. Sedangkan bagi yang tidak 

mengikuti kegiatan turun ke sawah setelah menyetujui kesepakatan yang dibuat 

maka yang bersangkutan akan mendapatkan sanksi secara adat, rnisalnya 

dikucilkan dalam pergaulan sehari-hari, 

Ketiga, sebagai bentuk implernentasi perternuan tersebut kemudian 

dilakukan tzrnln ke sawah secara bersama. Tzrrun ke smvah ini di mulai dengan 

membersihkan tali banda (saluran air) di sawah salah seorang petani dan 

dilanjutkan ke sawah petani yang lainnya sarnpai sawah tersebut benarabenar siap 

untuk di Tanami. Dan apabila ada sawah yang belum siap untuk di tanarni, rnaka 



orang-orang yang terlibat dalam balambe hari akan merasa memiliki hutang dan 

berusaha mencari waktu lain untuk mengerjakannya sampai sawah tersebut siap 

untuk di Tanami. lnilah bentuk tanggungjawab moral petani dalam tndisi 

balan~be hari. Demikian juga, apabila ada salah seorang petani yang tidak ikut 

rnemhersihkan sawah petani lainnya, maka sawahnya juga tidak akan di 

bersihkan. 

Ke-empar, bajulo-j~rlo (bergilir) yang dilaksanakan pada rnasa panen yang 

dilakukan bersama secara bergiliran antar sawah petani seperti sebelum bertanam 

di lakukan. Manfaat dari tradisi halamhe hari pada masa panen ini adalah, petani 

bisa menikmati hasil penen mereka dengan lebih rnemuaskan karena tidak ada 

upah yang harus keluarkan, jika dibandingkan dengan menggarap lahan secara 

individu dengan sistern upahan. Sebagaimana diungkapkan oleh BS salah seorang 

petani di Kecarnatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman; 

"Dalam tradisi kami turun kesawah dahulu ada istilah lembe hari afau bajulo- 
jztlo (bergilir). Sesama petani dalam satu kelompok hamparan besama 
merencanakan kapan waktu akan turun kesawah. Sawah kernudiarl dikejakar! 
secara bergilir. Minggu ini sawah si A, berikutnya sawah si B". 

Nilai-nilai ke-Minangkabau-an dalan~ tradisi balabe hari merupakan 

sebuah bentuk kearifan lokal tentang bagaimana masyarakat petani menghayati 

lingkungan dan ikatan sosial mereka dalam merespon berbagai perubahan untuk 

memenuhi kebutuhannya. Balambe hari ymg diselenggarakan secara unik 

interpretasikan dalam tradisi yang diyakini mernberikan manfaat memperkuat ram 

kekeluargaan dan kepedulian sosial terhadap sesama masyarakat tani serta 

rnemberikan kernudahan dalam menyelesaikan rnasalah yang dihadapi rnanakala 

proses rnenanarn padi, jenis benih yang akan ditanarn dan pemanfaatan tali banda 

sampai masa panen berlangsung. Aktivitas ini memungkinkan seluruh petani 

saling berkontribusi secara aktif menentukan berbagai alternatif dalam membuat 

perencanaan mengelola sawah mereka. Sebagairnana diungkapkan oleh ZB salah 

seorang petani di Nagari Aia Manggih Kabupaten Pasarnan; 

"Sebelum turun ke sawah, kami juga ada berdiskusi dengan sesama petani yang 
lokasi sawahnya berdekatan untuk rnenyepakati jenis benih apa yang sama-sarna 
akan ditanam. Kami ada gotong-royong membersihkan tali banda, bersama-sama 
rnanaiakan aia ka ateh sebelum turun ke sawah". 



Fenornena ini, menjelaskan bahwa dengan tradisi ini petani dapat 

memutuskan sendiri waktu yang tepat untuk memulai menanam bersama sesuai 

dengan kebutuhan. Misalnya, memanfaatkan tali banda (saluran irigasi) secara 

bersama sellingga bisa mengaliri semua sawah petani sampai datang masa 

rnonyohik dan nmiriclk (panen) juga dilakukan bersama. 

b. Gotong Royong 

Gotong royong dalam kerangka nilai-nilai ke-Minangkabau-an dalam 

tradisi bertani memiliki makna yang dalatn yang dikaitkan dengan budi atau 

akhlah seseorang. Dan ini adalah salah satu syarat yang dikehendaki oleh adat 

yang berkualitas. Seperti yang ditulis oleh Idn~s  Hakirnmy (1994:195) "budi ialah 

dapat merasakan kedalam diri apa yang dirasakan oleh orang lain" ..yang 

rnendorong seseorang berbuat baik terhadap sesamanya. 

Budi adalah berdasarkan kesanggupan merasakan perasaan orang lain 

yang dnpat dimsnkan bagi diri sendiri, karenn menurut adat yank disebur rmb 

(rasa) adalah yang terasa bagi diri, pareso (perasaan) adalah yang terkandung 

dalarn hati, dengan dernikian lahirlah rasa seperti kata adat narl elok de cnvak 

karrtju de zrrang, sakiek dek awak sakiek dek urang (yang baik bagi kita juga baik 

bagi orang lain, yang sakit bagi kita juga sakit bagi orang lain). Dengan demikian 

lahirlah pada seseorang rasa kasih sayang, sopan dan santun sesamanya. 

Kesengsaraan dan serba kekurangan secara spontan dapat dirasakan oleh 

seseorang. 

Dalam kehidupan sehari-hari telah dilaksanakan secara luas di dalam adat 

Minangkabau yang melahirkan sifat tolong-menolong, saling membantu yang 

terlepas dari perhitungan laba dan ntgi, karenanya masyarakatnya dihubungkan 

oleh tali kekelurgaan yang kuat kokoh yang senantiasa menghayati budi luhur dan 

Ilalus. Dari budi inilah laliirnya sifat baik lainnya dan berbagai bentuk sifat sosial 

dalam kehidupan. Nilai-nilai adat inilah sebenarnya yang mendasari bagaimana 

gotong royong itu dilakukan dalarn mengelola pertanian di Sumatera Barat. 

Dalam mengelola sawah, kegiatan gotong royong diselenggarakan atas 

dasar ruse jo  pnreso (rasa dan perasaan) dirnana dilakukan tanpa adanya instnlksi 

dan sistem upah tertentu seperti yang dikenal saat ini. Artinya, masyarakat datang 



bergotong royong tanpa diundang atau dirnirita tenaganya tetapi datang atas 

kesadaran sendiri ingin membantu yang lainnya. Jadi apabila ada salah seorang 

petani yang sedang mengerjakan sawahnya, maka serta merta siapa saya yang 

rnelihat akan langsung mcmbantunya. (wawancan dengan salah seorang petani di 

Nagari Minangkabau Kabupaten Tanah Datar). Gotong royong biasanya 

dilakukan ketika masa panen sudah dating, Seperti yang diungkapkan oleh RDS 

salah seorang petani di Nagari Pauh Kamba Kabupaten Padang Pariaman: 

"Saya i n p t  wakm kecil-kacil dahulu,orang kampung sini bertani dengan cara 
bersama-sarnalgotong royong. Sawah dikerjakan secara bergilir rnulai dari awal 
maluluak (rnembajak) sampai padi siap untuk dipanen. Setelah manyabik (potong 
padi), padi dibiarkan disawah * 1 rninggu kemudian ban! dibawa ke lungguak 
(gunungan padi yang belurn dipisah dengan batangnya) * 2-4 rninggu disini. 
Semua itu rnumi dikerjakan dengan gortong royong..-- ~ , ~ t l , r y  ~7 :, - e n -  - r : p \ f i ~  I 

I 

\VM]\V- if - - - 
c. Rafik rrrlak bala 

Rotik hrlak ba l l  merupakan kegiatan seremonial dalam tradisi bertani 

dalam rnasyarakat Minangkabau. Ratik ttrlak bala dilakukan di tempat tertentu 

untuk rnencegah terjadinya berbagai bala atau rnusibah yang akan menganggu 

pertanian dengan rnernanjatkan doa-doa tertentu kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

Kegiatan ini diselenggarakan dengan melakukan ritual-ritual tertentu yang 

mendasari keyakinan rnasyarakat saat turun kesawah. Sebagaimana diungkapkan 

SS petani di nagari Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman 

"Seperti ritual ma-asok benih sebelurn ditanarni, kemudian menanami sebanyak 
tujuh rurnpun terlebih dahulu. Begitu juga saat padi rnulai hampir fabik 
(rnenguning) dilakukan ritual ratik rulak bala sampai pada ritual masa manyabtk 
(panen) yang disebut manuai. Kegiatan manuai ini dilakukan dengan rnengambil 
tujuh rumpun padi, diikat dan diasapi d e n e n  kemenyan, setelah itu baru dipanen. 
Rangkaian tradisi ini diyakini masyarakat petani rnemiliki hikmah dan dapat 
rnembawa berknh pada hasil pertanian mereka. Hal ini juga dikaitkan dengan 
keirnnnnn bdnvn berbngai baln atau n~nsib~ah yang rnungkln rnenggangu pertaninn 
rnereka dapat dihindari dengan jalan mernanjatkan doa-doa kepada Tuhan melalui 
rarik tersebut 

Di Kabupaten Solok tradisi tulak bala juga dilakukan oleh petani untuk - 
mengatasi harna ynng menyerang tanarnan yang dilakukan di rnushalla dan di 

sawah. Sebagaimana diungkapkan AH petani Kabupaten Solok). 

"Aktivitas tulak bala biasanya dilakukan di mushalla dan di sawah. Di tempat ini 
kemudian dilakukan pernotongan ayam, dirnasak dan disantap bersarna diikuti 
dengan berdoa bersarna. Kernudian dilanjutkan dengan tradisi bmimbua 
(rnencipratkan air) atau saling rnencipratkan air kekawan-kawan sebagai bentuk 



rnenolak hala. Umparnanya, hama tikus sedang tnengganas, untuk bala ini ini 
dipotong ayam sebanyak 5 ekor. Nanti di masak dan dimakan bersama diikuti 
dengan halegn di .oahnlik .vowoh (mengitari sel~lnlh kawasan sawah) sambil 
membaca do3 ratik sepanjang jalan. Atau misalnya lama tidak turun hujan, 
kadang-kadang menyernbclil~ kambing di kapalo banda (hulu sungai)". 

Tradisi balnn~be llari ini di atas merupakan nilai-nilai ke-Minangkabau-an 

yang sudah melembaga dalam kehidupan petani di Sumatera Barat. Sampai saat 

ini trndisi ini rnasih diselenggarakan oleh pt:tani, karena diyakini dapat 

memberikan manfaat yang besar terhadap pertanian. Namun demikian petani juga 

menyadari bahwa perubahan pola pi!<ir petani dan intervensi pemerintah melalui 

kebijakan peningkatan kesejahteraan petani, telah rnengakibatkan tradisi bnlarnbe 

hari miulai berkurang intensitas dan mengalami pergeseran rnaka. Berikut secara 

ringkas, digambarkan dalam matriks ni lai-nilai ke-Minangkabau-an tradisi bertani 

di Sumatera Barat : 

Tabel V.1: Keberadnan nilai-nilni ke-Minangkabnu-an dalnm pembentukan Orientasi 
politik drn redpolls pulitik petani Terhardnp kebijnkan publik d i  Sunlatern Bt~rat 
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Turun ke sawah Petani secara serentak turun ke sawah y&g dimulai 

dengan membersihkan tali Banda sampai sawah siap 
ditanami. Pekerjaan turun ke sawah dilaksanakan 
secara bergiliran diantara sawah petani 

,. : .  

. . 
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Bajulo-julo Dilaksanakan pad3 masa panen yang dilakukan 

bcrs:~mn sccnra bcrgilirrr~i nntnr sawah petuni seperti 
sebelum bertanam di lakukan Manthat dari tradisi . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  
b&l&be h&i pada masa panen ini adalah, petani bisa 
menikrnnti hasil pcncn mcrcka dengan lcbih 
memuaskan karena tidak. ada upah yang haruv 
keluarkan, jika dihndingkan dengan menggaip lahan 
secarn individu dengan sistcm upahan. 
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I 11. Kccenderungan (prcdisposisi) petani Dalam Rlerespons Kebijakan 

4 
'5 

Pcmcrintah (dncrnh) di Sumatera Bnrnt 
; t 

Tradisi bertani dalam masyarakat blinangkabau tersebut di atas, umumnya 
3 
B diahui oleh masyarakat petani di Sumatera Barat sarnpai saat ini masih 

berlangsung, akan tetapi pelaksanaannya telah mengalami proses perubahan I seiring dengan adanya perubahan pola pikir petani yang dipengaruhi oleh kondisi 

alam dan intervensi yang intens dari pemerintah dalam kerangka meningkatkan 

kesejahteraan petani. Fenomena ini memimbulkan pertanyaan, bagairnanakah 

i keberadaan nilai-nilai ke-Minangkabau-an dalam tradisi bertani di Sumatera Barat 

t 
menghadapi perubahan yang terjadi? Nilai manakah yang dominan? Bagailnana 

petani merespon perubahan tersebut? 

1 Dari penelitian yang dilakukan, umumnya diakui oleh petani di Sumatera 

1 Barat bahwa kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka 
h 
'F n~eningkatkan kesejahteraan petani sejauh ini cukup membantu meningkatkan 

I kesejahteraan petani. Seperti, Tanam Padi Sebatang (PTS), pupuk bersubsidi, 

pembentukan kelompok tani dan Program Penyuluhan Pertanian (PPL). 

Di Nagari Minangkabau Kabupaten Tanah Datar, rneni~nlt salah seorang 

petani, " sejak ditcrapkannya PTS , produksi taninya meningkat hingga dua kali 

lipat" dan tentunya keadaan ini ~nenguntungkan ekonomi keluarganya. Menunrt 

salah seorang petani di Nagari Cupak, Kabupaten Solok, pemerintah setempat 

juga telah memprioritaskan di bidang pertanian padi yakni Sekolah Lapang Padi 

Tanam Sebatang (SLPTS). Konsep pelaksanaan kebijakan ini adalah dengan 

mcmbina kelompok-kclompok tani ini menanam dan membudi dayakan varietas 

Padi Tanam Sebatrrng (PTS). Dalam sekolah lapang ini kelompok tani dibina 

dalam sebr~ah lahan hamparan milik kelompok sebagai area bertani sekaligus 

belajar tantang pembudidayaan PTS ini. Mulai dari penangkaran bibit unggul, 

pola menanam, penangan harna dan berbagai ha1 yang menyangkut pengelolaan 

PTS secara baik dan benar. Tujuannya adalah agar petani yang umumnya 

berpredikat sebagai petani subsisten dapat meningkat taraf hidupnya dari konsep 

bertani untuk memenuhi kebutuhan hidup menjadi konsep bertani sebagai better 

bzrssines , yaitu bertani sebagai lapangan usaha yang menjanjikan. 
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Di Nagari Aia Manggih Kabupaten Pasaman, kebijakan pemerintah dalam bentuk 

pemberian pupuk bersubsidi juga dirasakan oleh petani memberikan nilai tambah 

dalam ha1 perekonomian mereka. Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang 

petani, upiak; " Saya kemarin membeli pupuk bersubsidi Rp. 75.000/karung dari 

harga sehelum disuhsidi sebesar Rp. 125.000/karung"." Keringanan biaya 

pernbelian pupuk ini dapat rneringankan beban mya. karena sawah snya banyak' 

sekarang saya tidak terlalu berat memenuhi kebueuhan anak sekolah. Hal yang 

sama juga diakui oleh Zainab, "Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) juga sering 

tun~n kc snwnh knrni untuk rnenirijau pennnsalalian pcrtanian yang kami hadapi. 

Misalnya satu kali dalam sebulan, mereka meninjau dan menanyakan kepada kami 

apa permasalahan yang sering dihadapi tatkala kegiatan pertanian berlansung. Ada 

program pemerintah berupa Pupuk bersubsidi itu dibeli melalui kelompok tani dan 

dihantar kelokasi atau areal pertanian dengan rnobil. Pupuk tersebut disubsidi agar 

kami petani terjangkau harganya". 

Dernikian juga di Nagari Koto Tangah Kabupaten Agam, Menurut salah 

seorang petani " eksistensi kelompok tani memang sangat dirasakan". "melalui 

kelompok tani ini, pemerintah mernberikan informasi adanya kebijakan padi 

tanam sebatang, diumumkan dimasjid, kemudian petani dikumpulkan, dan di 

sanalah disosialisasikan cara bertanarn dengan pola tanam sebatang tersebut. 

Kebijakan lain seperti pupuk bersubsidi juga seperti itu, rnelalui kelompok tani 

petani baru dapat mengaksesnya. Begitu juga Di blagari Minangkabau, menurut 

salah seorang petani' "Saya terdaflar dalarn kelompok tani, dengan begitu banyak 

kemudahan dan inforrnasi yang terima terkait dengan kegiatan petani. 

Dikelompok tani, dengan pertemuan sekitar sattl kali dalam sebulan kami 

diajarkan pola bertanam padi sebatang, benih yang baik digunakan, pokoknya 

semua ha1 baru yang datang dari pemerintah kami tetima dan dengar disana". 

Meskipun diakui oleh petani di Sumatera Barat bahwa kebijakan 

pemerintah selama ini cukup berarti bagi mereka, namun belum dirasakan 

memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan taraf hidup mereka. Petani 

di Sumatera Barat beranggapan irnplementasi kebijakan pemerintah belum 

didrrkr~ng olch good will perncrintah (lalam rncrnfasilitasi sejurnlah masalah yang 

dihadapi oleh petani. Akibatnya, petani di Sumatera Barat berusaha bersikap 



rasional dalarn mengelola sawah-sawah mereka sebagai bentuk respons petani 

1 terhadap kebijakan pernerintah. Beberapa bentuk sikap rasional petani di 

Sumatera Barat adalah sebagai berihut: 

Pertama, sikap rasionalitas petani di Sumatera Barat dalarn merespon 

1 kebijakan pemerintah dipengaruhi oleh karakteristik alam. Karakteristik alam di 
. , 

f Sumatera Bant  terdiri dari daerah perbukitan dengan dataran tinggi dan rendah, 

Letak sawah berada di dataran tinggi dan dataran rendah sehingga berpengaruh 

pada jenis padi yang ditanam. Sedangkan pola sawah di Surnatera Barat dapat 

dikelompokan, yaitu sawah berbandar langit, sawah berbandar hidup. Sawah 

berbandar hidup secara rutin memperoleh pasokan dari sungai dan merata di 

Sumatera Barat, kecuali di Padang, Kabupaten. Solok, Kabupaten Pesisir Selatan, 

Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Lima Puluh 

I Kota, dan Kabupaten Pasaman. Sedangkan sawah berbandar langit selalu 

i menggantungkan pasokan air dari air hujan. Karakteristik daerah dan pola sawah 

seperti ini ternyata sangat niempengaruhi jenis tananian yang akan di tanarn. 

Di Nagari Pauh Kamba Kabupaten Padang Pariaman, Pola sawah di 

dacrah ini men~pakan tadah hujan, oleh katcna itu sawah-sawah di dacrah ini 

sangat bergantung pada pengelolaan tali handa. Program irigasi merupakan 

kebijakan yang sangat sangat diharapkan oleh rnasyarakat petani untuk dijadikan 

prioritas di daerah ini. Tidak adanya sumber air tetap di daerah ini berpengaruh 

besar terhadap perkembangan kemampuan petani secara ekonomi. Karena bertani 

men~pakan profesi yang dorninan ditekuni oleh masyarakat. Jika tersedia sumber 

pengairan yang tetap, petani sangat optimis ha1 tersebut dapat berkontribusi positif 

terhadap perbaikan hasil panen dan perbaikan nasib petani. Sebagaimana 

diungkapkan oleh salah seorang petani: 

"Pennasalahan kami petani disini adalah air, untuk kebutuhan air disini istilahnya 
kami bergantung dari "banda langik" (air hujan). Kadang-kadang benih kami 
sudah berusia 40 hari atau sudah lewat masa tanarn, tapi hujan tidak juga turun. 
Sawah kering tentu tidak bisa digarap. 

Masalah yang sarna juga dekemukakan oleh petani lainnya di Nagari Pauh 

Kamba, "Selama ini memang sudah banyak program pemerintah untuk pertanian 

yang paling jadi permasalahan kami disini adalah Air. Sawah disini adalah tadab 

hujan, jadi satu-satunya sumbcr air disini adalah air hujan, ha1 ini sangat 



I disini mungkin akan bagus hasil padi karni. Kadang saat-saat padi mulai naik 

k (masa pertumbuhan) temyata musim kering tiba, kami tidak bisa berbuat apa- 
<4' 

apa". 

Begitu juga di Nagnri Cupok Kabr~pnten Solok, petani petani di nagari ini 
a 
'4 bennggapan bahwa kebijakan PTS di daerah ini dianggap tidak sesuai dengan 

ii karakteristik lah'm di daerahnya dan benih PTS tersebut belurn rnarnpu 

rnemberikan manfaat ekonornis yang lebih baik bagi petani, mengingat berbagai 

kriteria yang rumit dan biaya pengelolaaan yang tinggi. Sebagaimana yang 

diungkapkan oleh salah seorang anggota kelornpok tani, 

"Dari segi pengmman herrih kits memang diurltungkan dari bibit PTS in?, "Tapi 
hanya disitu saja keuntungnnya. Perbandingannya adalah kalau untuk jenis padi 
biasa untuk benih kita perlu menggunakan sekitar 7 sukek ( = 4 liter) benB 
sedangkan kalau untuk PTS cukup satu Cupak saja. Kan memang sangat hemat. 
Tapi untuk biaya pengelolaanya sangat besar dan mernbutuhkan banyak tenaga 
kerja. Untuk satu petak sawah saja membutuhkan 6 orang untuk bertanam 
dibandingkan untuk benih biasa kita bisa mengerjakannya hanya dengan dua 
orang. Apalagi untuk menyiangi padi butuh lebih banyak lagi. Orang-orang 
tersebut kan diupah. Satu hari kerja RP. 30.000. Sedangkan hasil panennya 
dibandingkan dengan padi jenis biasa hampir sama saja dan harga nya lebih 
rendail". 

Selain itu, jika dibandingkan dengan daerah lain, daerah ini memiliki 

tempat tersendiri dalam bidang pertanian bagi masyarakat di Sumatera Barat. 
1 

1; 
'I. Salah satu produk unggulannya dikenal dengan hareh Solok (beras solok) 

I memiliki rasa yang khas, harum dan gurih. Selama ini, petani di Solok 

d mendapatkan kemudahan dalam dan manfaat yang besar dari produk unggulan ini, 

3 Selainnya proses menanamnya rnudah dan sudah dilakukan sejak lama, hareh 

9 salak ini harganya di pasar stabil jika dibandingkan dengan harga komuditas 

,'j lainnya. Oleh karena itu, petani beranggapan kualitas beras yang dirniliki selama 

!l ini lebih bagus dari jenis PTS. Seperti yang diungkapkan salah seorang petani 

.t lninnyn di Nngari Cupak, " berdasarkan pengalaman kami, kualitas beras yang 

1 dihasilkan kurang bagus, tidak seperti bareh solok yang sudah menjadi komoditi 

f unggulan Nagari Cupok. Nasi dari jenis PTS ini garnpang ber-air dan sulit 
2 1 + rnenakar air agar nasi matang dengan sernpurna". 

1 



Kencenderung petani dalam menyikapi masalah tersebut adalah, banyak 

diantara petani yang kemudian rnemutuskan tidak bergabung dalam kelompok 

tani, dan kembali mengolah sawah sendiri sebagaimana yang pernah di lakukan 

dalarn tradisi yang lama. Bagai petani, bibit PTS dianggap tidak lebih bagus 

kualitasnya dari hihit lokal yang selama ini digunakan, seperti Benih nnnk daro, 

sokon, dan ceredek Salah seorang petani di nagari Cupak mengungkapkan; 

"Akhir-akhir ini karena macam-macam bibit yang di suruh tanam oleh petani cacat 
kaualitas pertanian kita. Lama-lama ha1 ini bisa merusak nama 'bareh solok'. 
Selma ini bareh solok terkenal dengan h~alitas nya. Karena selama ini yang di 
pakai adalah benih asli dari bareh solok. Benih anak daro, sokan, ceredek. Karena 
itu yang selama ini sesuai dengan tanah disini. Sekarang bermacam-macam benih 
yang diberikan. Tidak di teliti dulu apakah itu cocok untuk lahan-lahan petani". 

Kecenderungan di atas rnengindikasikan bahwa respon petani adalah 

menerima dan mendukung kebijakan pemerintah. Rasionalitas petani ini tercermin 

dengan sikap petani yang rnernbuka diri terhadap program pernerintah walaupun 

terjadi perubahan orientasi dari petani subsisten ke petani individual yang lebih 

banyak disandarkan kepada orientasi ekonomi sebagai sebuah kebutuhan utama. 

Ini juga tidak berarti petani tidak rnenyadari konsekuensi yang ditirnbulkan oleh 

sikap menerima perubahan tersebut. Banyak diantara petani yang beranggapan 

kebijakan pemerintah belum optimal dalam meningkatkan kesejahteraan petani, 

dan masih spasial karena hanya diprioritaskan bagi petani yang termasuk ke dalam 

kelompok tani saja. Kasus yang ditemukan di Kabupaten Pesisir Selatan, 

Kabupaten Padang Pariaman, dan Kabupaten Solok rnengindikasikan kondisi 

seperti itu. 

Kecenderungan lain dari sikap rasional petani terhadap masalah ini adalah 

menolak kebijakan pemerintah, karena beranggapan pemerintah belum 

mengakomudasi Kebutuhan petani dan karakteristik daerahnya. Dan ini merata 

sebenarnya di seluruh daerah Sumatera Barat. Tetapi, respon petani di Kabupaten 

Solok sangat realistis menggambarkan bentuk penolakan terhadap kebijakan 

pemerintah. Antusiasme petani terhadap komuditas lokal dengan kualitas yang 

bagus kelihatan telah menjadi identitas #an bemilai prestise bagi petani. Oleh 



karena itu, ancaman terhadap prestise ini, diekspresikan petani dalam bentuk 

penolnkan terlladap kebijakan pemerintah. 

Kedua, subsidi pupuk. Umumnya program PTS sangat mengandalkan 

pupuk, akan tetapi jumlah pasokan pupuk tidak sesuai dengan kebutuhan petani. 

Bahkan teridentifikasi adanya praktikpencalocm pupilk bersubsidi yang dilakukan 

oleh pihak distributor dengan perusahan perkebunan yang mampu membeli pupuk 

dengan harga yang tinggi. Akibatnya petani tidak mampu membeli pupuk. 

Ternuan ini juga mengindikasikan distribusi pupuk juga tidak merata dikalangan 

petani yang tergabung dalarn kelompok tani, disamping prosedur yang sulit juga 

ada kecurigaan dari kelompok tani terhadap ketua kelompok tani bekerjasama 

dengan distributor dalarn merekayasa harga puprrk. 

Kebijakan pupuk bersubsidi pada dasarnya cukup bermanfaat dirasakan 

oleh petani, namun karena proseditr dan berbagai manipulasi terjadi dalam 

petigelolaan dan penyalurannya kebijakan ini belum bisa memberikan pengaruh 

yang nyata bagi kehidupan petani. Bahkan seringnya terjadi kelangkaan pupuk 

dapat mengancam hasil panen petanih, bahkan kemungkinan terjadi gaga1 panen. 

Seperti yang diungkapkan salah seorang petani di Nagari Pauh Kamba Kabupaten 

Padang Pariaman ; 

"Bantuan pupuk bersubsidi tidak banyak membantu. Untuk memperoleh pupuk 
bersubsidi ini, petani melalui kelompok disuruh membuat proposal untuk 
rnengajukan kebutuhan. Pupuk tersebut disalurkan melalui tingkat distributor dan 
pengencer, barn ke kelornpok tani. Proses yang panjang ini selalu menjadi 
tnasalah. Pupuk yang diturunkan selalu tidak metnenuhi kebutuhan. Misal 
kebutuhan karni 10 ton. Distributor selalu mengaku bahwa PT. Pusri hanya 
rnenurunkan 50% dan paling banyak 60%. Pemah pada suatu pertemuan pusri 
mengatakan selalu memberi sesuai kebutuhan. Jika pemerintah ingin membenahi 
kerja distributor ini kan sebenamya bisa dilacak. Bahkan ada distributor yang 
menjual pupuk ke daerah lain scpcrti Pasaman yang sanggup membayar harga 
lebih tinggi. Artinya, pupuk bersubsidi tetap belurn bisa menjamin kestabilan 
harga dan belum menjamin terpenuhinya kebutuhan pupuk bagi petani. 

Kondisi seperti di atas mengakibatkan posisi petani di daerah ini semakin 

sulit. Di scltii sisi petani mengalami tekanan untuk rnemperbaiki ekonomi kelurga 

clan disisi lain petani hams membeli pupuk meskipun harganya tidak te jangkau. 

Namun demikian, petani tetap membuat pilihan untuk membeli pupuk bersubsidi 

dengan harga yang mahal dari yang sudah clitentukan oleh pemerintah. 

Sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang petani di Nagari Pauh Kamba, 



"Pernah kami membeli pupuk Rp.180.000/kanlng. Itu kan sebenarnya sudah 

diluar kemernpuan petani". "Adapun program pupuk bersubsidi memang sudah 

berjalan sekitar 3 tahun terakir, tapi belurn banyak membantu. Jatah yang 

diberikan selalu belum mencukupi kebutuhan. Mengkin karena banyak banyak 

permaianan didalamnya yang tidak kita mengerti. Buktinya meskipun karungnya 

bermerek pupuk bersubsidi kami tetap beli dengan harga tinggi sarnpai 

Rp.90.000fkarung". 

Di Nagari Cupak Kabupaten Solok, kelengkaan pupuk bersubsidi juga 

menjadi masalah utama bagi petani. Petani di daerah ini menyadari bahwa 

pemberian pupuk bersubsidi merupakan program yang di oerintasikan untuk 

memberikan kemudahan bag1 petani memperoleh pupuk dengan harga yang bisa 

dijangkau oleh petani. Namun dalam praktiknya petani mengakui sering dijadikan 

objek bisnis dan hodoh-bodohan oleh distributor ataupun pengecer pupuk. 

Sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang pehni; 

"Sering terjadi pupuk bersubsidi yang datang kewilayah rnereka setelah sampai 
didistributor di droop ke pihak-pihak yang mau membayar dengan harga lebih 
rnahal seperti perkebunan sawit. Kondisi ini harnpir terjadi di setiap daerah. Kasus 
ini hampir dapat dikatakan sebagai rahasia utnum namun belum ada solusi yang 
berarti untuk mengatasi kesulitan rnernperoleh pupuk serta kong-kalingkong yang 
nlenjadi penyebabnya". 

Petani lainnya di Nagari Cupak mengatakan "PTS ini sangat banyak butuh 

pupuk, sementara pupuk adalah barang yang sangat susah kita peroleh", "kadang 

sudah hampir berbuah padi, pupuk belum juga datang", PTS ini seminggu sudah 

ditanam sudah harus di pupuk. Sclarna ini kan kami petani ini selalu teraniaya 

karena pupuk sulit didapat". Kelangkaan pupuk bersubsidi ini juga diakui oleh 

petnni Ininnyn sebagni snlnh s n t ~ ~  bentitk tekanan Fang bcnt, karena selain berkibat 

kepada gaga1 panen, hasil panenpun juga tidak bisa dipergunakan untuk 

memperbaiki ekonomi keluarga, bahkan hasil panen diperuntukan untuk 

membayar hutang saja, sebagaimana diungkapkan salah seorang petani di Nagari 

Cupak, "bagaimana petani bisa sejahtera, harga pupuk mahal, sudah itu sulit 

diperoleh sehingga hasil padi tidak bisa maksimal", " pernah padi kami tidak dapat 

pupuk sama sekali, sehingga saat panen hasil panen kami habis untuk membayar 



seperti itu". 

Di Nagari Aia Manggih Kabupaten Pasarnan, petani rnengakui juga 

mengalamai kesulitan dalam memperoleh pupuk bersubsidi. Jikapun ada petani 

merasakan pupuk tersebut tidak sesuai dengan jirmlah kebutuhan petani. Petani di 

daerah ini menyadari bahwa untuk mendapatkan ,pupuk bersubsidi, petani harus 

menjadi anggota dalarn suatu kelompok, melalui kelornpok tersebutlah kemudian 

pemerintah menyalurkan pupuk bersubsidi. Namun demikian, setelah menjadi 

anggota kelompok tani, petani di daerah ini belum mernperoleh pupuk bersubsidi 

sebagaimana yang dianjurkan pemerintah. Merasa kebutuhannya tidak terpenuhi, 

beberapa orang petani memutuskan untuk keluar dari kelompok tani dan bersuha 

dengan inisiatif sendiri untuk mengelola sawahnya. Sebagairnana diungkapkan 

salah seorang petani di Nagari Aia Manggih: 

"Permasalahan lain yaitu ketersediaan pupuk yang tidak sesuai dengan kebuluhan 
petani untuk mengolah sawahnya. Saya dulunya akif dalam kelompok tani, 
knreoa kata orang-omng dengan mnsuk kelompok tani kita bisa dapat pupuk 
bersubsidi. Tapi setelah kami terlibat di dalamnya, ternyata pupuk tersebut lambat 
sampainya kepada kami. Akhirnya kami memutuskan untuk seam mandiri 
rnenyelesaikm masalah pertanian ini, karena tidsk ada lagi pihak yang dapat 
di harapkan". 

Di Nagari Minagkabau, Kabupaten Tanah Datar ketersediaan pupuk 

bersubsidi juga tidak memadai, meskipun petani di daerah ini sudah memesan ke 

pihak distributor jauh hari sebelumnya melalui kelompok tani. Sebagaimana 

I $ diungkapkan oleh salah seorang petani; 

"..Saat kita rnemerlukan pupuk, pergi ke kios, persedian pupuk tersebut tidak 
ada. padalial pupuk tersebut telah jauh-.jauh hari dipesan rnelalui kelornpok tani, 
rnnsalah yang seperti ini sering terjadi. Kecldaan ini hanya bisa kita terirna, hingga 
rnenunggu sarnpai pupuk itu datang. Tentunya kondisi ini rnen~gikan kami, 
sehingga akhirnya panen padi tidak memuaskan hasilnya". 

1 1  Ekspektasi petani di Sumatera Barat mendapatkan kemudahan dalarn 

i meningkatkan hasil sawah melalui pupuk bersubsidi sangat besar kepada 

pemerintah. Oleh karena itu, di lapangan pemerintah tidak banyak memperoleh 

1 I{ hambatan berarti dalam menerapkan kebijakan ini. Akan tetapi, seperti yang 
1 

i disadari oleh petani bahwa penerapan kebi-iakan ini tidak diikuti oleh goodwiZZ 
1 

i pemerintah untuk rnenuntaskan masalah yang dihadapi petani secara kongkrit. 

Fenomena ini tercermin dari rendahnya tingkat akseptabilitas dan pengawasan 



l i 
I i 
I 

pe~nerintah dalam memastikan ketersediaan pupuk bersitbsidi sebagaimana yang 

dibutuhkan petani. Rendahnya ketersediaan pupuk dan harga pupuk diluar 

kemampuan petani untuk membeli, tidak memberikan kesempatan kepada petani 

untuk menentukan alternatif terbaik dalam mencukupi ekonomi keluarga. Kondisi 

seperti inilah yang kemudian mendesak petani di Sumatera Barat untuk bersikap 

rasional dalam membuat keputusan. 

Dalam kerangka peningkatan taraf hidup petani, tentunya bukanlah 

merupakan keputusan yang mudah bagi petani unt:uk memilih alternatif tertentu 

dalam mcngatasi persoalan yang di hadapi. Akan tetapi, sebagian besar petani di 

Sumatera Barat telah memilih untuk menentukan cara terbaik mengatasi 

masalahnya sendiri di luar kerangka kebijakan pemerintah. Pengolahan sawah 

dilakukan dengan cara sendiri secara konvensional seperti yang sudah dilakukan 

sebelumnya, sebelum adanya intervensi pemerintah. Seperti inilah rasionalitas 

yang diperlihatkan oleh petani di Sumatera Barat. 

Ketigti, artikulasi nilai-tiilai ke-Minarigkabu-arl pada dasarnya telah 

memposisikan proses pengelolaan sawah sebagai tanggungjawab bersarna dan 

melekat dslarn kehidupan petani di Sumatera Barat. Dengan artikulasi seperti itu .. . 

petani subsisten lebih mudah mengatasi permasalahan yang dihadapinya, karena 

masalah sawah tidak menjadi tanggungjawab petani secara individu. Setidaknya 

ini juga yang menjadi espektasi petani ketika kebijakan pemerintah benar-benar 

menjadi alternatif dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi petani. Oleh 

karena itu, kebijakan pemerintah tersebut dimaknai sebagai artikulasi petani 

subsisten dalam pengelolaan sawah. Konsekuensi kebijakan dalam ha1 ini tidak 

hanya menjadi tanggungjawab petani tetapi merupakan interaksi berkelanjutan 

dari pemerintah dengan memfasilitasi petani menyelesaikan permasalahan yang 

dihadapi. Oleh karena itu, apapun kebijakan terhadap petani di Sumatera Barat 

haruslah dimaknai sebagai upaya mengkerangkai nilai-nilai ke-Minangkabau-an 

dalam memperbaiki taraf hidup petani, 

Dalam lingkungan kehidupan bermasyarakat orang Minang kabau, nilaia 

nilai ke-minangkabau-an dalam struktur masyarakatnya dikenal adanya pemangku 

adat (niniak mamak) sebagai salah satu pilar penting dalam kehidr~pan 

masyarakat. Pemangku adat mempunyai antusiasme tinggi dalam proses 



pengolahan maupun pembukaan sawah baru, sehingga tidak ada sawah-sawah 
r. 
z yang terlantar. Dalam konteks demikian, petani menempatkan diri sebagai bagian 
I 

$8 
1 

yang terfasilitasi dalam bentuk yang lebih kongkrit. Petani tidak saja menjadi 

J 
i penting dalam menempatkan antusiasme pemangku adat tersebut, tetapi juga ikut 

memprakarsai proses yang berlangsung secara moral, sehingga teraktualisasi 
:: 

dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang membedakan tradisi petani dalam 

lingkup nilai-nilai ke-Minangkabau-an dengan proses yang berlangsung ketika 

pola hidup masyarakat mengalami perubahan dan terutama disebabkan oleh 
q besarnya pengan~h kebijakan pemerintah terhadap petani di Sumatera Barat. 
$i 
i5 Terjadinya perubahan tardisi petani di Sumatera Barat, nampaknya 
:1 
7 
i 

berkaitan dengan kondisi ekonomi yang dihadapi oleh petani. Proses ini 
T ?  

! sebenarnya tidak benar-benar murni oleh kondisi yang dialami petani tetapi juga 
I: 

'i karena pen~bahan iklim dan kebijakan ekonomi pemerintah. Kondisi alam yang 
c I 

i berubah (baca iklim) mcnyebabkan pola bertannm pctani mcngalami pcrubahan 
'i yang drastis bahkan seringkali terancam gaga1 paiten, itu artiriya juga akari 

mempengaruhi ekonomi petani subsisten. Sementara itu, program ekonomi 

pemerintah membetikan alternatif barn bagi petmi i~ntuk bersikap lebih rasional. 

Pergumulan dengan rnasalah ini, petani di Sumatera Barat perlahan-lahan rnulai 

mengakomudasi kebijakan pemerintah dengan segala konsekuensinya. Dan 

sekaligus rnenjadi awal kecenderungan peralihan perhatian dan ekspektasi petani 

terhadap pemerintah. 

Pertama, adalah mulai bergesernya makna tradisi balarnbe hari dirnana 

mulai berkurangnya antusiasme pemangku adat dalam pengolahan dan 

pembukaan sawah baru. Petani di sumatera Barat mengakui dewasa ini pemangku 

adat dalam banyak ha1 tidak memiliki peranan yang kuat dalam memprakarsai 

masalah-masalah yang dialami oleh petani. Sebagaimana diungkapkan oleh Petani 

di Nagari Pasar Baru Kabupaten Pesisir Selatan, "Niniak rnarnak, tidak ada 

urusannya dengan kegiatan pertanian ke sawah, yang ada hanya untuk urusan 

perkawinan atau untuk baretong". 

Namun demikian, petani di Sumatera Barat mengakui bahwa simbol- 

rf 
R 

simbol yang sering diglnakan pemangku adat unh~k melakukan pertemuan- 
,k 
3 pertemuan sebelum turun ke sawah sampai saat ini masih dipergunakan. 
t, 

4 
li 



Misalnya, sarnpai saat ini masih dilakukan pcrtemuan antar sesama petani 

sebelum turun ke sawah dengan memanfaatkan media tradisional, seperti 

masjid/mushalla. Sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang petani di Nagari 

Aia Manggih Kabupaten Pasaman; " Pemerintah menginformasikan segala 

sesuatu ynng terkait dengan pelaksanaan program program tertentu, diurnumkan 

dimesjid, kemudian petani dikumpulkan. dan disanalah disosialisasikan cara 

bertanam dengan pola tanarn scbatang tersebut. Program lain seperli puptlk 

bersubsidi juga seperti itu, melalui kemopok tani petani baru dapat 

mengaksesnya". 

Begitu juga yang dialami petani di Nagari Minangkabau Kabupaten Tanah 

Datar, bahwa program atail kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah tersebut, 

disosialisasikan melalui berbagai media di nagari minangkabau. Seperti 

memanFaatkan sarana di mesjid untuk rnenginformasikan ke rnasyarakat luas, 

berkumpul di mesjid dan mengefektifkan keberadaan kelompok tani. Seperti yang 

telah disampaikan salah seorang petani; " Periode satu kali dalam lima belas hari, 

di mesjid diumumkan bahwa anggota kelompok tani berkurnpul dan rapat untuk 

memhahas masalah-masalah pertanian. Melalui pcrkumpulan itulah informasi 

terkait kegiatan pertanian disampaikan". Petani lainnya juga mengungkapkan, " 

jika ada program baru, kami berkirmpi~l bersama-sama, di dangau atau di mesjid. 

Ornng kantor (PPL) tersebut datang dan menginfotmasikan program tersebut 

kepada kami. Seperti yang terjadi beberapa waktu lalu, pada program pati tanam 

sebatang, mereka mengajarkan lansung kepada kami. Sehingga kami rnengerti 

model seperti itu. Setelah itu mereka meninjau sesekali pekerjaan kami, bagus 

atau tidak". 

Kedua, petani menyadari bahwa alternatif untuk menerima kebijakan 

pemerintah akan berdarnpak kepnda bentuk pengolahan sawah dari ekonomi 

subsisten (ekonomi keluarga) menjadi petani yang menerima berada dalam 

pengaturan ynng mengatur hubungan diantara petani oleh penguasa (pemerintah) 

yang tidak dimiliki oleh petani di Sumatera Barat. Pengharusautamaan petani 

untuk masuk dalam kelompok petani merupakan bentuk penguasaan baru atas 

petani dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. Akihatnya 

pemaknaan sawah sebagai bagian dari kehidupan bersama dan dikelola bersama 



telah mengalami proses rekonstruksi dan bemilai ekonomi dalam kehidupan 

petani di Sumatera Barat. Petani mengakui pengelolaan sawah dilakukan sendiri- 

sendiri sesuai dengan kemampuan untuk membeli dan menanam benih. Turun ke  

sawah dilakukan secara sendiri. Menurut petani di Nagari Minangkabau 

berkurangnya pelaksanaan tradisi petani Minangkabau disebabkan karena: 

"Sekarang, banyak yang memikirkan soal biaya dalam rangka rnengadakan 
acara-acara adat tersebut. Misalnya dahulu kalau hendak turun ke sawah, 
diadakarl makari bersanla dengii orang sumandan, dan rnernbawa nasi ke sawail. 
Sekarang tidak ada lagi yang seperti itu, turun ke sawah secara sendiri-sendiri. 
Kalau sawahnya telal~ mantap untuk digarap, baru dilakukan kcgiatan 
penanaman. Bahkan sekanng nda juga yang diupahkan, mulai dari rnembajak 
hingga masa panen tiba, yang punya lahan tinggal rnenerima hasilnya saja". 

Ketiga, pengelolaan sawah yang dilakukan secara gotong royong juga 

sudah mengalami perubahan drastis. Petani subsisten mengakui, makna gotong 

0 
royong dalam pengelolaan sawah dewasa ini lebih bersifat individual dan lebih 

sering dimaknai secara ekonomi. Banyak aktivitas gotong royong yang i dilaksanakan dilaksanakan dengan sistem upah. Sebagaimana diungkapkan salah 

seorang petani di nagari Pauh Kamba Kabupaten Padang pariaman: 

" Gotong royong itu lebih rnenguntungkan. Tapi kan ha1 itu sekarang sudah tidak 
ada lagi. Kalau gotong royong kan kita tidak n~embayar apa-apa, hanya tenaga 
kita saja yang keluar. Sekarang kalau rnenggarap sawah kadang kami berhutang 
ke tukang mesin "manjaja" (rnesin bajakltmktor), tukang mesin "mairiak" 
(mesin pernisah padi dari batangnya). Kalau dulu setelah panen, padi bisa dibawa 
pulang. Tapi sekarang saat panen, setelah rnairiak, padi bisa habis disawah saja 
untuk mernbayar hutang-hutang padang tukang tnesin". 

Di Nagari Cupak Kabupaten Solok, substansi gotong royong dalam tradisi 

turun ke sawah dalam konteks ke-Minangkabau-an juga sudah mulai ditinggalkan 

meskipun diakui oleh sebagian petani rnasih dilakukan tetapi dalarn konteks yang 

I berbeda. Gotongroyong sekarang dimaknai sebagai aktivitas yang bemilai 
4 ekonomi, oleh knrenanya gotong-royong dilaksnnakan dengan sistern upah. 
[ 

Sedangkan dalam tradisinya dahulu lebih bersifat tanggirngjawab moral dan 

berorientasi kepada ekonomi keluarga (subsisten). Konsekuensi dari perubahan ini 

tercermin dalam sikap petani ketika akan turun ke sawah, seperti mengupahkan 

pekerjaan sawahnya kepada orang lain. Dalam konteks seperti ini, turun ke sawah 

ditentukan oleh kemampuan ekonomi (baca modal) petani mengolah sawah, 

sedangkan bagi petani yang belum memiliki modal belum bisa turun ke sawah, 



jadi tidak heran kemudian ada ditemui sawall-sawah ynng terlantarkan. Menurut 

salah seorang petani di Nagari Cupak, 

" Banyak diantara masyarakat petani yang tidak lagi rneganggap turun kesawah 
bersama-sama itu penting, dengan kalkulasi ekonomis mereka jadikan 
pertimbangan mendorong mereka menyimpulkan bahwa mengerjakan sawah 
secara ber-kongsi (bersarna) tadi tidak lagi menguntungkan dan mernbuang lebih 
banyak wahm dan tenaga karena mesin dapat membuatnya lebih efehqif dan 
cepat. Petani lainnya juga menungkapkan, "Kalau dahulu petani disini turun ke 
sawah bersarna (serentak), tetapi sekarang susah untuk diserantakkan karena 
siapa yang dekat dengan aliran air bisa turun lebih dulu untuk menggarap 
sawahnya sehingga ada yang bisa menggarap sa.mpai tiga kali musim tanam". 

Di Kabupaten Padarig Pariaman, gotorig i'dyorig dalam tiadisi beftarii jiiga 

sudah mulai berkurang, faktor yang ikut mempengaruhinya adalah mulai 

munculnya sikap individual masyarakat, masyarakat petani rnulai memiliki 

kesibukan lain diluar bertani yang membuat mereka kekurangan waktu untuk 

t imn kesawah secara langsung, ada juga yang sebabkan oleh semakin sedikit 

anggota keluarga dan rnasyarakat petani yang menetap di kampung halamannya 

(pergi metantau) sehingga orang-otang yang tumt serta bergotong royong menjadi 

berkurang. Disamping penyebab-penyabab yang berasal dari dinamika atau 

pcnthahan sosial masyarakat pctnni tersebut, kebi-jakan dan program pernerintah 

serta berbagai teknologi modern dalam bidang pertanian ikut menggeser eksistensi 

nilai kegotongroyongan tersebut. Upaya-upaya pemerintah untr~k meningkatan 

produktifitas pertanian dengan program pemberian bantuan peralatan modem 

seperti mesin-mesin (teknologi pertanian) kepada masyarakat tradisonal untuk 

menggarap sawah. (wawancara dengan salah seorang petani di Nagari Pauh 

Kamba, Kabupatcn Padang Pariaman). 

Ke-empat, Nilai-nilai spritual yang diyakini dalam kehidupan bertani di 

Sumatera Uarnt seperti ritual-ritual adat turuli kesawah, ritual rutik tulrk bola dan 

ritual masa penen (manyabik) dimasa lampau juga sudah rnulai banyak 

ditinggalkan. Narnun demikian, tradisi ini masih ada diselenggarakan oleh petani 

dalarn mengolah sawahnya. Berkurangnya intensistas tradisi disebabkan oleh 

perubahan pola pikir petani terutama diterimanya kebijakan pemerintah dalam 

mengolah sawah. 



1 
$ Kebijakan pemerintah dalam pengolahall sawah, seperti pengendalian 
rf hama dengan teknologi pertanian dan racun-racun hama yang memperlihatkan 

1 .: 
dampak instan dalam mengatasi masalah pertanian sangat diterima petani di 

1 i! Sumatera Barat. Banyak petani yang mengakui kebijakan pemerintah cukup 

1 membantu upnya-upaya petani mengatasi hama tanaman. Namun demikian, 

! pelaksanaan kebijakan pemerintah masih belum optimal dalam mengatasi hama 

I tanaman. Pola sawah dan jenis hama yang dihadapi seringkali menyulitkan petani 

I I dalam menerapkan kebijakan pemerintah. Misalnya, Program TPS sangat rentan 
I 
I terhadap hnma tikus. siput atau keong emas dan sebagainya. Sementan itu. upaya- 

i upaya pemerintah menagani masalah ini belum optimal seperti petani melakukan 

tradisi tillak bala. Sebagaimana diungkapkan oleh petani. 

"Dari yang kami perhatikan, hama tikus itu kalau diburu akan menjadi lebih 
mengganas wabahnya. Dengan tradisi kami, hama-hama itu karni yakini dapat 
dihit~dari dengan tradisi mfik tuluk bala. Hal ini kami yakini dan rasakan 
manfaatnya bagi keselamatan padi kami". 
Perubahan tradisi Minangkabau dalam bertani juga dirasakan oleh petani 

I P di Nagari Aia Manggih Kabupaten Pasaman. Saat ini tradisi tulak bala 
h 1 4  intensitasnya sudah berkurang, dan masih ada petani yang melaksanaka~ya .  Hal 
h I 2; ini disebabkan karena adanya racun tanaman dan berubahnya pola pikir petani. 

"Sebelum turun ke sawah dahulunya kami percaya dengan mengadakan kegiatan 
tolak bala. Tapi sekarang tndisi itu tidak lag; dilakukan orang karena sudah ada 
obat racun yang marnpu mengatasi masalah-masalah pertanian. Keadaan telah 
modem. Cara-can tradisional telah mulni ditinggalkan, meskipun tidak 
sernuanya. Seperti, rnernbersihkan banda dilakukan secara sendiri-sendiri, tidak 
lagi gotong royong. Himbauan turun ke sawah hanya sebatas kepada orang-orang 
atau petani yang. lokasi lahannya berdekatan:. 

Sementara itu, kecenderungan untuk lnelaksanakan ritual tulnk bnln 

dikalangan petani dapat dianggap sebagai salali satu bentuk rasionalitas petani 

3 dalam menyikapi kebijakan pemerintah. Metode yang diperkenalkan pemerintah 
1 
2 untuk memberantas hama dianggap belum mambantu masalah petani secara 

komprehensi f dan sulit untuk diterapkan. Sementara itu, pelaksaan ritual tulak 

bala lebih mudah dan memberikan manfaat yang nyata bagi petani. Sebagaimana 
1 I r diungkapkan oleh Bnyuang Sari; 

"Dari pemerintah banyak petujuk-petunjuk (program) yang diberikan. Tapi 
prosedur pelaksanaannya banyak tidak jelas bagi petani. Seperti pemberantasan 
Iiarna, lidak jelas rclcun yang akm digunakan". Perigenlasan hama likus oleli 
pemerintah dilakukan dengan "program berburu tikus". Sementara dari yang 



karni perhatikan, hatna tikus itu kalau dibum akan menjadi lebih mengganas 
wabahnya. Dengan tradisi kami, hama-hama itu kami yakini dapat dihindari 
dengan tradisi "ratik hrlak bala". Hal ini kami yakini dan rasakan manfaamya 
bagi keselarnatan padi kami. 

i 4 Pelaksanaan tolak bala untuk membasmi hama masih dilaksanakan karena 

1 petani beranggapan pemerintah belum melakukan pembasmian hewan penganggu 

secara mass i f ,  dan masih rendahnya respon pemerintah terhadap masalah ini. 

Sehingga dalam menghadapi masalah ini petani melahukan sendiri melalui tolak 

bala, sebagaimana dikemukakan Erni salah seorang petani di Nagari Aia 

Manggili; 

"Banyak hewan pengganggu di sawali kami, seperti tikus, babi dan unggas yang 
"rnenghabiskan" padi kami. Kalau dahulu ada tradisi tolak bala untuk rnenangkal 
adanya pengganggu tanaman, kalau sekarang hanya mernqang kauah padi, 
berdoa ke mesjid dan diberinya obat. Jikapun ada penyemprotan itu dilakukan 
ole11 petani sendiri, tidak rnemanfaatkan jasa PPL. Disini belurn ada pembasrnian 
Iiewan pengganggu yang dilakukan ole11 PPL. Jadi sernua karni yang 
mengupayakan, karena karni sendiri masih bisa mengatasi permasalahan yang ada 
dan muncul" 

Lebih lanjut diungkap Erni; 

"Masalah pertanian seperti tikus penyerang tanaman banyak di lokasi ini, tapi 
karni mengatasinya sendiri. PPL tidak ada datang ke lokasi karni untuk meninjau 
m~snlali pertanian. Kalai~ ada permasalahan pertanian. karni tidak ada 
nrcngadukiin kc  pihak pctncrintal~, karcni~ tidak atla respon yang bersifat 
rnernbantu. Pemah saya rnengadukan ke pak wali. Tapi mereka hanya menyuruh 
karni rnenunggu". 
Hal yang menarik dari temuan di ahs adalah disamping berhadapnn 

dengan perubahan kondisi alarn. petani di Sumatera Barat juga mengalami 

tekanan dari pemerintah melalui kebijakan peningkatan kesejahteraan yang 

pelaksanaannya cenderung men-generalkan permasalahan yang dihadapi petani di 

seluruh daerah Sumatera Barat. Tanam padi sebatang merupakan salah satu 

bentuk generalisasi pemerintah di berbagai daerah kabupaten, padahal sejak lama 

'i 
.i masing-masing daerah kabupaten tersebut memiliki karaktersitik dalam pertanian. 

Namun demikian, dalam rnenyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi, 

3 petani memiliki orientasi sendiri disarnping menerima dan melaksanakan 

kebijakan pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani. Dalam ha1 

ini, orientasi petani lebih banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai ke-Minangkabau-an 
:t 
' ! yang pernah di~nanifestasikan dalam tradisi bal~rmhe hari. Meskipun banyak 
:I 



I B perubahan dan tekanan yang dialami petani dalam mengolah sawah, tradisi 

I 1 bnlan~be hnri tetap dilaksanakan rneskipun suasana batin dari tradisi ini sudah 1 4  jauh berbeda. Dalarn kerangka dernikian, rnaka penelitian ini rnenemukan bahwa 

sikap rasionalitas petani di Sumatera Barat terhadap kebijakan pemerintah sangat 

dipengaruhi oleh tradisi bnlanibe hari. Oleli karena itu, dalam rangka 

rnernperrnudah irnplernentasi kebijakan pemerintah di bidang pertanian, 

pernerintah perlu mempertimbangkan bentuk kearifan lokal ini, sehingga 

mendapatkan dukungan yang luas dari petani. 

Upaya untuk rnendapatkan dukungan yang luas dari petani atas kebijakan 

yang dibuat oleh pernerintah, dapat dilihat dari beberapa kecenderungan 

rasionalitas petani dalam menyikapi kebijakan pernerintah, yakni; 

Pertama, petani menerima dan melaksanakan kebijakan pemerintah. 

Dalarn konteks ini, kebijakan tentang PTS, pupuk bersubsidi pada dasamya 

1 1  mendapatkan dukungan yang iuas dari petani. Karena petani merasa diuntungkan 

oleh kebijakan pernerintah sehingga dalarn pelaksanaannya juga mendapatkan 

dukungan dari petani, ha1 ini tercermin dari kesungguhan petani untuk 

melaksanakannya dihampir seluruh daerah di Sumatera Barat. 

Kedua, petani rnenerima dan mendukung kebijakan pemerintah, tetapi 

~nempertnnynknn irnplernentasi kebijakau. Seco.ra kontekstual petani merasa 

diuntungkan oleh kebijakan tetapi dalam memecahkan masalah-rnasalah yang 

dihadapi petani belum didukung oleh kebijakan yang ada. PTS dinilai 

menguntungkan petani tetapi dalam pelaksanaannya memiliki banyak 

keterbatasan, antara lain topologi sawah yang tidal; sarna sehingga rnernpengaruhi 

jenis dan kualitas tanaman tertentu. PTS disatu sisi sangat membutuhkan pupuk 

yang banyak, tetapi distribusinya tidak memadai sesuai dengan kebutr~han petani. 

i! Disisi lain banyak daerah yang topologi sawahnya berbandar langit sedangkan 

PTS sangat membutuhkan irigasi yang memadai. Disamping itu kualitas PTS 

tidak lebih bagus dari bibit lokal yang selama ini dirniliki petani, seperti bareh 

solok yang kualitasnya baik dan tidak pernah terpengaruh oleh pasar. 
il 
I! 
4 

Ketcrbatnsnn-keterbatnsnn kcbijnkan tersebut mcnyebabkan pctani disumatera 
t 

1 Barat mernilih altematif lain seperti melaksanakan cam-cara yang lama dalam 
I d  tradisinya. 
1; 



Ketiga, petani rnerasa bahwa kebijakan pernerintah tidak menguntungkan 

petani sehingga petani rnemutuskan untuk tidak rnenerima dan melaksanakan 

kebijakan. Dalam konteks ini, banyak betani yang mcrasa tidak puas dengan PTS, 

pupuk bersubsidi yang parsial sehingga mernuh~skan untuk keluar dari kelompok 

tnni, dnn mengolah secara sendiri sesuai dengan tradisi clahulunya. Secara ringkas 

orientasi petani Surnatera Barat dapat di petakan sebagairnana terlihat pada 

matriks di bawah ini: 

Tabel V.3: Predisposisi (kecenderungan) petani 
Terhadap Kebijakan Pernerintah di Sumatera Barat 

-. Kecenderungan Persepsi 
Menerima dan rnelaksanakan kebijakan Kebijakan secara rasional rnenguntungkan 
perneri ntah petani 
Menerima dan rncrnpertanyakan Kebijakan disatu sisi dianggap 
irnplernentasi kebijakan rnenguntungkan, tetapi pada sisi lain tidak 

rnengakomudasi nilai-nilai dan 
karakteristik lolcal 

Menolak kebijakan Kebijakan dianggap tidak rnenguntungkan 
petani 



BAB VI 

PENUTUP 

:I 
1 

:i 
j A. Kesimpulan 

I Sesuai dengan temuan penelitian pada tahap I ini, maka dapat disimp~lkan 
I 
, sebagai berikut: 

1 
I 1. Sawah merupakan bagian terpenting bag  masyarakat Minangkabau, dan 
L 

!: 
? dalam masyarakat tradisonal sawah dirnaknai . juga - sebagai sumber pokok 

ekonomi keluarga clan k e m h u r a n .  Arti penting sawah tersebut selama ini 

dimanifestasikin ke dalam bentuk tradisi bertarii dalam mengolah sawah yang 

dikenal dengan tradisi balambe hari. Tradisi ini telah melembaga dalarn 

1 

? kehidupan petani secara turun temurun di Sumatera Barat 

!1 
2. Tradisi balambe hmi merupakan salah satu benhdc kearifan lokal dalam 

tradisi bertani subsisten di Sumatera Barat. Dengan balarnbe hari ini, petani 

secara fkndarnental menggariskan pengolahan sawah sebagai bagian dari 

tangungjawab . . bersarna, sehingga dalam ~rakteknya tidak ada sawah yang 

terlantarkan. Balnmbe hnri juga menjadi sarana interaksi dan komunikasi 

serta wadah untuk mengaktualisasikan kebutnhan dan kepentingan antara 

s e s m a  petani dalam proses pengolahan sawah. Oleh karena itu, nilai-nilai 
* ynng nda dalam tradisi balarnbe hari san~a t  menentukan bagirnana respons 1 politik petmi di S~unatcra barat terhadap kebij a k a .  pemerintah. 

br 3 .  l'zlilni di Surnclteril 13tuat didnrn rn~ngolah sawah juga sud& mengalami 
1 

4 proses modernisasi yang disebabkan oleh perubahan kondisi alam, kebijakan 

B 
,il 

pemerintah dan pola pikir petani dalam mengolah sawah mereka. Diantara 
a 
=t proses modernisasi tersebut, kebijakan ~emerintah yang bertujuan untuk 

1 meningkatkan kesejahteraan petani memiliki peranan yang - besar dan 
C 

i mendasar memberikan pengaruh bagi petani. Determinasi pemerinth 

d menyebabkan tradisi balambe hari perlaban-lahan ditinggakan oleh petani. 
L" 
% 



Namu demiki'm, kebijakan pemerintah tersebut tidak benar-benar dapat 

mendeterminasi pola pikir petani dalarn mengolah sawah. Kenderungan ini 

terlihat ketika petani secara rasional menempuh berbagai alternatif untuk 

menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan yang terjadi dan kernbali 

rnelaksanakan tradisi bnlnmbe hari meskip~m suasana bantinya sudah 

mengalarni pergeseran nilai. 

B. Saran 

1. Dikarenakan balambe hari merupakan sebuah bentuk kearifan lokal, maka 

sudah semestinya tetap menjadi perhatian utama bagi pernerintah dalam 

rnembuat kebijakan tertentu. Pemerintah sebaiknya mengakomudasi nilai-nilai ' 

ke-Minangkabau-an dalam tradisi bnlamhe hrrri yang selama ini dinilai 

sangat bermanfaat bagi petani di Sumatera Barat dalarn mengelola sawah. 

Dengan demikian, dukungan petani terhadap implementasi kebijakan 

pemerintah di bidang pertanian akan semakin luas dan lebih baik. 

2. Sebaliknya, pemerintah dapat mernformulasikan kebijakan tertentu agar 

kebijakan pemerintah dibidang pertanian m.udah diimplementasikan, misalnya 

Memperhatikan karakteristik alam dan tipologi sawah yang ada di Sumatera 

1 I Barat. sebaiknya pemerintah memfasilitasi dan memberikan kesempatan yang 

luas kepada petani untuk menentukan sendiri jenis bibit dan memilih cara 

'i produksi sendiri, menjamin ketersediaan air dan kesuburan tanah, melakukan 
! pcngnwnsan ynng ketnt torhndnp hmgn dan distribusi pupuk bersubsidi karena '1 

kebijakan pemerintah selarna ini membuat pet&ni sangat tergaritung Eepada 
:i 
1 
I pupuk bersubsidi. 

:I 

i 3. Dukungan terhadap pelaksannan tradisi balarnbe hnri dan adanya formulasi 

kebij'akm tertentu akan mempennudah dalam memetakan model respons 

politik petani terhadap kebijakan publik di Sumatera Barat. Untuk itu, 

pemetaan model ini akan dilakukan pada penelitian tahap 11. 
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1 
? PEMETAAN ORIENTAS1 POLlTlK DAN RESPONS POLlTlK PETANI SUBSISTEN : 
" TERHADAP KEBIJAKAN PUBLIK Dl SUMATERA BARAT .I 
i 

t 1 A. Orientasi terhadap Kebijakan 

1. Bagaimanakah keyakinan Bapak/lbu/Sdr terhadap masalah pertanian dalam lingkup adat dan 

I tradisi ke-Minangkabau-an ? 
I 

' 2. Menurut Bapak!lbu!Sdr, bagaimanakah menyelesaikan masalah pertanian sesuai dengan adat 
I dan tradisi Keminangkabauan ? 

Menurut Bapak/lbu/ Sdr, Apakah setelah melibatkan lembaga adat dan pemerintah (propinsi, 

kabupatenlkota, nagari) membicarakan masalah pertanian ditindaklanjuti dengan pembuatan 

program (kebijakan) tertentu ? 

Apakah program (kebijakan) yg dibuat pemerintal~ dibidang pertanian tersebut telah sesuai 

dengan adat dan tradisi (nilai keminangkabauan) masyarakat? 

Kalau lya, apakah program (kebijakan) tersebut sesuai dengan harapan Bapak/lbu/Sdr untuk 

meningkatkan kesejahteraan ekonomi? 

Menurut Bapak/lbu/Sdr pernahkah pemerintah (proplnsi,kabupaten/kota dan, nagari) 

memberitahu tentang adanya program (kebijakan) yg harus Bapak/lbu/Sdr laksanakan sebagai 

petani? 

Kalau IYA, apakah program (kebijakan! tersebut sesuai dengan kebutuhan Bapak/lbu/Sdr 

sebagai petani? 

Apakah Bapak/lbu/Sdr pernah dilibatkan baik ditingkat kabupaten dan nagari dalam 

pembuatan keputusan di bidang pertanian (msl: harga hasil panen, pola tanam, system 

pengairan dst! dengan posisi bapak sebagai petani? 



4 PEMETAAN ORlENTASl POLlTlK DAN RESPONS POLlTlK PETANI SUBSISTEN 
, TERHADAP KEBIJAKAN PUBLIK Dl SUMATERA BARAT 

B. Respons terhadap kebijakan: 

1. Bagimana sikap, jika ada program (kebijakan) pememerintah (propinsi,kabupaten/kota dan 

nagari) yang tidak sesuai dengan keinginan Bapak/lbu/Sdr ? 

2. Bagaimana cara bapaklibu/srd menvampaikan aspirasi di bidang pertanian terkait dengan 

program (kebijakan) pemerintah (propinsi,kabupaten/kota, nagari) yang tidak sesuai dengan 

adat dan tradisi yang bapak amalkan? 

\ 

3. Menurut Bapak/lbu/Sdr, adakah keterlibatan lembaga adat (KAN, lTS) dalam memberikan 

7 pertimbangan kepada petani untuk mendukung pelaksanaan program (kebijakan) 

pemerintah (propinsi, kabuapten/kota, nagari)? 

4. Jika ada proeram [kebijakan! pemerintah (propinsi, kabupaten,!kota, nagari! vans bersifat 

bantuan (pupuk, bibit dst), Bagimana bapak menyikapi program (kebijakan) tersebut ? 

I 5. Bagaimana cara pemer~ntah (kabupaten, nagari) menyalurkan bantuan tersebut kepada 
I 

I petani? Apakah berdasarkan kriteria tertentu atau berdasarkan kedekatan petani tersebut 

dengan aparatur pemerintah? 

6. Menurut bapak bagaimana peranan farilitator nagari (PNPM) dibidang pertanian 

1 mempertimbangkan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat (nilai ke-Minangkabau- 

1 an) 7 
1 

I 

' j  





:btrnetaan Orientasi Politik dan Respons Politik Petani Subsisten Terhadap Kebijakan Publik D i  Provinsi 

kmatera Barat 

*I 
', UHAPAN KEGIATAN FGD 
1 

Alatlbahan yang 
dibutuhkan 
----- 

1. Kertas, 
2. Spidol 
3. Double t ip 
4. Alat perekarn 

Waktu  

1 X 5 menit 

2 X 10 rnenit 

2 X 30 menit 

I 

! 

/ 
ri 
1 
; 

* 
: 
1 

, 
L 

:I 

? 

.s 

'2 
- 
I 

/I 
% 

I 

i 

I 

. 

1 

I 

Kegiatan 

Perkenalan, fasilitator mengucapkan salam, 
memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan FGD 
kepada peserta 

Brainstorming dengan menggali beberapa 
pertanyaan : 

1. Bagairnana bertani dalarn tradisi alam 
Minangkabau ? 

2. Apakah kebijakan (program) pemerintah 
sekarang tentang pertanian telah sesuai 
dengan tradisi adat minangkabau ? 
a. lya 
b. TIDAK 

Respons Terhadap Kebijakan Publik 
1. Bagimana sikap, jika ada program (kebijakan) 

pememerintah (propinsi,kabupaten/kota dan 
nagari) yang tidak sesuai dengan keinginan 
Bapak/lbu/Sdr ? 
Probing 
Kalau TlDAK sesuai, apa yang Bapak/lbu/Sdr 
lakukan berkaitan dengan ketidak setujuan 
terhadap program (kebijakan) tersebut? 

2. Bagaimana cara bapak/ibu/srd menyampaikan 
aspirasi di bidang pertanian terkait dengan 
program (kebijakan) pemerintah 

(propinsi,kabupaten/kota, nagari) yang tidak 
sesuai dengan adat dan tradisi yang bapak 
amalkan? Probing 

3. Menurut  Bapak/lbu/Sdr, adakah keterlibatan 
lembaga adat (KAN, lTS) dalam memberikan 
pertimbangan kepada petani untuk rnendukung 
pelaksanaan program (kebijakan) pemerintah 
(propinsi, kabuaptenlkota, nagari)? 
Kalau ada, seperti apa? 
Kalau tidak mengapa tidak terlibatkan? 



4. Jika ada program (kebijakan) pemerintah 
(propinsi, kabupatenlkota, nagari) yang bersifat 
bantuan (pupuk, bibit dst), Bagimana bapak 

I menyikapi program (kebijakan) tersebut ? 
probing: 
Mendukung, mengapa ? 
Menolak, mengapa ? 

5. Bagaimana cara pernerintah (kabupaten, 

I 
nagari) rnenyalurkan bantuan tersebut kepada 
petani? Apakah berdasarkan krlterla tertentu 
atau berdasarkan kedekatan petani tersebut 

'1 dengan aparatur pemerintah? 

1 6. Menurut bapak bagaimana peranan fasilitator 
I nagari (PNPM) dibidang pertanian 
,! 

rnempertimbangkan nilai-nilai sosial budaya 
; masyarakat setempat (nilai ke-Minangkabau- 
d 
I an) ? 
8 

1 

1 Penutup 
; Ucapan terimakasih 
1 

1 X 5 menit 





BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLMDUNGAN MASYARAKAT 
JI. I3n~indo hi:, Chi111 No. 72, 'I'clp. (0751) 911 15. Pariaman 

= S U R A T  1 9 1 5 K O i t ~ E N I D A S l  = 
Nomor : B.O70/685/BKPL/2009 

, I  
'I'cntang 

, ! Izin Melakukan Penelitian / Survey 
1 
a Bcrdasarkan surat dari Kcpala Iladan Kcsbang 1'01 dan Linmas Prop. Sumatera Barat 
f Fomor : B.O70/760/WAS-BKPLl2009 tanggal 3 Juni 2009 yang tclah mempelajari surat dari 
Shetaris Lernbaga Penelitian UNP Padang Nornor : 227/H35.2/PG/2009 tanggal 25 Mei 2009 

.'ntang Izin Melakukan Penelitianfsurvey, dengan ini karni menyatakan tidak keberatan atas maksud 
'xlaksanakan Penelitia~dSurvcy yang diiaksanakaddipimpin olch : 

'fama 
h p a t  / Tgl Lahi r 
?ke jaan 

, kmor Kartu Idcntitas : 
thiat 

' ;3dul 
I 

' nkasi 
7l'aktu Penelitian 
I 

; bb'gota 

Rahmadani Yusran, S.Sos, M.Si 
Tabekpatah, 27 September 1973 
Dosen UNP 
1371032709730003 
JI. Durinn No;  5 Purus I3uru I'adang 
"Pemefflan Terlt ndap Orietr f a ~ i  Polifik Pefani Subsisfen Terlladap 
Kebijnkan Publik di Sumbar" 
Kccnmatan dan Nagari sc Kab. Padang Pariaman 
1 I Juni sld 30 scprcmbcr 2009 
Siska Sasrnita, Junaidi Indnwadi, Rcfi Ardi Putra, dan Edison 

: Dengan kctcntuan scbagai bcrikut : 
t 

i; 1. Tidak boleh mcnyimpang dari kcrangka scrla tujuan pcnclitianlsurvcy. 

i 2. Memberitahukan kedatangai scrta maksud Saudara yang akan melaksanakan pcnelitian 
dengan menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu, kepada Instansi 
terknit. 

* 3. Melnatulli scmua pzraturin yang bcrloku dan n~cngliorrnati adat istiadat scrta kcbijaksanaan 
masysrakat setempat. 

' 4. Mengirimkan laporan hasil penelitian/survey sebanyak 1 (satu) Elcs kepada Bupati Padang ! 
Parianan Cq. Kcpala Badan Kcsbang Pol dan Linnins Kabupalcn Padang Pariaman. 

5. Bila terjadi penyirnpangdpelanggaran tcrhadap kctcntuan terscbut di atas, ma!!a surat 
rckoniendasi ini Ann dicabut kcmbali. 

Demikianlah surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat 
fqergun,?kan olcll yang berkcpcntingnn dimann pcrlu. 

Pcuiaman, 1 1 Juni 2009 

KESBANC POL DAN LINMAS 
PADANC PARIAMAN 

--, disampuikan k~puc lo  YIlr : 
, I Bpk. Gubcrnur Prop. Surnbnr Cq. Kcpala Uadan Kcshnng 1'111 dim I.illma< I'rclp. Surni~lcr:~ Ilarat. 
,' 2 Bpk. Bupnti hd.ulg Parimnn (scbrgai 1:lpor:ur). 
? 3. Bpk. Dundim 0308 Padmg Pnrimul. 
;'. 4. Bpk. Kapolresta Pariman. 
,{ I. Bpk. Kapolres Padwg Pariaman 

6 ' Bpk. Kcpnla D i n s  Pcrranim, Pangan dim t lol i t ik~rl tun Pcrkehu~~m d m  Kchutmw. 
1. Dpk. Kcpnln Ung. Atlrll. Pcn~crir~tnl~nn ~ I I I I U I I I  Knit. I'ndnr~g I ' i t r i~~ni i~~l .  ! L Sdr. Cnn1.L I. Krb. I'orlng llrrinmn~. 

'1 9. Sdr. Wnlinagari sc Kab. Prdwg pa ria ma^. 
:i 10. Sdr. Ymg bcrsmpktrl;m. 
:! 



{ @  PEMERINTAH K.9BUPATEN TANAH DATAR 
BADAN KESATUAN BANGSA POLlTlK D A N  PERLINDUNGAN MASYARAKAT 

I ( KESBANGPClL  DAN L I N M A S )  
Jln. Suprapto No. 03 Tell). (0752) 574647 aatusangkar 2721 9 

1 

SUiZAT K E T E R A N ( S A N / R E K O M E N D A S l  
Nomor : 070//b~/KBPL.lA/2009 

I Berdasarkan jurat Kepala Badan Kesbanypol clan Linmas Propinsi Sumatera Barat di Padong Nomor : 
.: B.O70/760/WAS-BKPLl2009 tanggal 3 Juni 2009 perihal Mohon Izin Penelitian, setelah dipelajari dengan ini kami atas 

noma Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menyatakan tidak keberatan atns maksud Penelitian dimaksud dengan 
lokosi di Kabupaten Tonoh Datar yang okan dilakukan oieh : 

Nama 
TempatITgl. Lahir 
Peke jaan 
Alamat 

, Kartu Identitas 
Maksud don Obyek 
Judul 

? 
Lokasi Penelitian 

'I 
i! 

W a k t u  
Anggota 

: RAHMADANI YUSRAN.S.Soi, M.Si . .  - 
: Batusangkar; 27 SeptemSer 1973 
: PNS 
: Jl.Duian No.5 Ujung Gurun Padar~g 
: KTP 1371032709730003 HP : 081 374381 839 
: Penelitiar~ 
: PEMETAAN TERHADAP ORIENTAS1 P0L;TIK PBANl SUB SISTEM TERHADAP 

KEBIJAKAId PUBLIK Dl SUMOAR 
: Dinas Pertanian Tanama? Pongan don Hortikultura, Wilayah Kecamatan 

Sungai Tarab. Kec. Pariangan, Kec. Batipuh, Kec. Lima Kaum, Kec. 
Sun~ayang, Kec. Rambatan 

: 12 Juni s.d 12 September 2009 
.: 4 orang 

I. Siska SAsmifa 2. Junaidi lndrawadi 3, Refi Ardi Putra 4. Edison 

Dengan ketentuan sebagai berikut : 
1. Kegiaton Penelition tidak boleh menyimpang doti rnoksuc: don obyek sebogoirnana tersebut diatos. 
2. Memben'tohukan kedatongon serta maksud Penelitian yong okan diloksoriokon dengan menunjukkan surot-surat 

keterangan yang berhubungan dengan itu kepada P.psrtur Pernerintah setempat don institusi yang dituju serta 
meloporkan din' sebelum meninggolkon doeroh/lokasi penelition. 

3. Dolam meloksonokan penelition agar dopat berkoordinas~ dengan insronsi terkoit. 
4. Mematuhi semua peraturan yang berlaku don menghonnoti adat - istiadat serta kebiasaan mosyarakot 

setempat. 
5. Bila tejadi penyimpanganlpelanggaran tsrhadap ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka Surat 

KeteranganlRekomendasi ini akan DICARUT kembali. 
6. Surat KeteranganlRekomendasi ini diberikan;berlaku mulci tanggal 12 Juni s.d 12 September 200 

: 7. Melaporkan hasil Penelitian kepada Bupati Tanah Gatar Cq. Kepala Badan Kesbangpol don Linmas Kabupaten 
Tanah Datar. 

Demikianlah surat keferangan rekomendasi ini dikelualican untuk dipergunakan seperlunya. 

Eatusangkar, 28 Mei 2009 
BADAN KESBANGPOL DAN LlKMAS 

I 

I 
I 

'/ Ternbusan Kepada Ith. : ' 1. Bupati Tanah Datar (;ebagai laporan). 1 2. Kepcla Badan Kesbangpol don iinrnas Propinii Sumu:er= barat di Padong 
1 3. Dandim 0307 Tanah Datar di Batusangkar 
1 4. Kapolres Tanah Catar di Batusangkar. 

5. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan don Hortikultf~ra Kobupaten Tanah Datar di Batusangkar 
i 6. Camat Sungai Tarab di Sungai Tarab 
$ 7. Camat Pariangan di Simabur 
;: 0. Carnal Batipuh di Kubu Knrcmbil 
.; 9. Comat Lirno Kaum di Lima Kaum 
:1 10. Camot Sungayang di Sur~gsyang 
,/ 11. Camat Rambotan di Rambatarr 

12. Wali Nagan' se-Kec.Sungai Tarab di tempat :\ 13. Wali Nogari se-Kec.Po"ar,gan di ternpat 
!! 14. Wali Nogori se-Kec.Batipuh di tempat 
.! 15. Wali Nagari se-Kec.Lima Kaum di tempat 9 16. Wali Nogari se-Kec.Sungayang di tempot 
a li. Wali Nosari se-Kec.Rambatan di tempat 
it 
il : 



I ! Arosuka, 3 Juni 2009 

I 

I ; h m r  : 070RTliKPPT-2009 Kepada, 

1 
)I 

d PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK 

OR PEMYBM yu Aro -Sukarn 
UW'U 

A R O S T J K A  

1 
4 .. 

j lampiran : - 
. knial : lzln Penelitian 
4 

Dengan horrnat, 

Y'h. Sdr. RAHMADANI WSRAN, S.Sos, MSI 

Berdasarkan surat rekomendasi dari Kepala Badan Kesbang Pol & Linmas Propinsi Sumatera 
Barat No.B.070l760MIAS-BKPU2009 tanggal 3 Juni 2039 tentang lzin Melaksanakan Penelitian, 
bersama ini kami terbitkan lzin Penelitian atas narna : 

Nama : RAHMADANI WSRAN, S.Sos, MSi 
Tempat I Tgl. Lahir : Batusankar, 27-09-1 973 
No. Kartu Identitas : 1371032709730003 

Alamat : Ujung Gurun Padang Barat 
Maksud I Judul Penelitian : "Pemetaan Orlentasl Polltik dan Respons Polltik Petanl 

Subsfsten Terhadap Kebljakan Publik Di Sumatera Barat ." 
Lokasi Penelitian : - Dinas Pertanian Kabupaten Solok 

- Kecamatan se Kab. ,Wok 
Waktu Penelitian : 1 Juni dd 31 November 2009 

1 Dengan ketentuan sebagai berikut : 
1. Tidak boleh menyimpang dan mzksud sebagaimana tersebut diatas. 
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud penelitian dilaksanakan dengan menunjukkan surat 

d ketenngan yang bemubungan dengan itu, kepada Pimpinan Instansl setelah tiba ditempat yang 
5 

i dituju dan melaporkan diri sebelum meninggalkan dael-ah penelitian kepada Pimpinan lnstansi dan 

J Bupati Solok. 
3. Mematuhi semua peraturan yang bcrlaku. 

I 4. Meng~rirn hasil penelitian sebanyak 1 (satu) eksemplar kepada Bupati Solok Cq. Kantor Pelayanan 
Perizlnan Terpadu. 

', 5. Bila tejadi suatu penyimpangan I pelanggaran temadap ketentuan tersebut diatas, maka izin 

i penelittan ini akan dicabut kembali. 

Demikianlah lzin Penelitian ini diberikan untuk dapat dipergunakan sepedunya. 

hbusan : 
1. YW. Bapak Bupali Salok di Arosuka (sebagai laporan) 

: 2 YW. Bapak Kepala Badan Kesbang Pol 8 Linmas Propinsi Sumatera Barat di Padang " 3. Yth. Bapak Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Wok di Arosuka 1 4. Ym. Sdr. Kepala Kantor Kesbang Pol & Linmas Kabupaten Salok di Koto Baru 
5. Yth. Sdr. Carnat se Kabupaten Solok di ternpat 
S. h i p  ........ 
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Lokasi Penelitian : L\:ilayali L e c a n i t a ~ ~  Se - Kab. Agnm. 
Waktu Penelitinn : -3 hulnll. - -_I._ 
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Dengan ketentuan sebagai berikut : b .  - & . ,  

,, . 8 

. I -  

--- -. - . ..-_.. _ _ 
1. Tidak boleh melryinrpnng dnri krrarigkn sel-ta t~rjuan Praktek L.apangan 
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Dnerall/Wila> nll pr~icl i t in~l~iyn kc.l)ntln Pe~lierintnli srtellllxtt. 

3. Menratulli selnllil p m t u r a n  yalie brrliiku cle~iga~r menglrormati ndat dan kebi.jaksanaa11 pada 
masynraknt setelnpat. 

4. blcllgiri~liknlr Inporan 11;isil Kc.gi:lt;l~~ sc1in11y:lk I (sntu) ek:;cliiplnr. 111asilig-~nasi~rg untltk Bupnti 
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bersnngkutan. 
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PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN 

KANTOR PELAlr'ANAN PERIZINAN TERPADU 
DAN IPElUNAMIAPI MODAL 

JI. H. Agus Salim - Painan Telp. 0756 - 22687 

I Z I N  MELAI<UICAN P E N E L I T I A N  / SURVEY 
NO. : 5701 204 IKPPVL-PSI2009 

I Kepala Kantor Pelayanan Pcrizinnn Terpadu dau Penanaman Modal Kabupaten Pesisir 
1 .Selatan, telah mempelqjari surat Kepala Badan Kesntuan Bangsa, Politilc dan 

Perlindungan Masyarakat Nornor : B.070/760/~~'AS-l3I<PL/2009 tanggal 03 J L I I ~ ~  2009 
; tentang Pern~ohonan Izin Penelitian di T<abupaten Pesisir Selatan, derlgan ini menyatakan 
li 

tidnk Iceberatan atas rnaksud melaksannkan penelitian / survey IObservasi di Kabupaten 
I : ,Pesisir Selatan yang dilakukan ole11 : 
a .  

j N a 111 a : RAHMADANI YUSRAN, S Sos. MSi 
1 

\ Telnpat Tansgal Lahir : Tabek Patah. 27 September 1973 
1 
i 

Pelterj aan : Dosen UNP 

3 No K a r t ~ ~  Identitas : 1371032709730003 
2 
4 Judul Penelitian I Survey : Pemetaan Terha.dap Orientassi Politilc Petani 
'1 1 Observasi Subsisten Terhadap Kebijakan Publilc di Sumbar 
ii 1 Lokasi Penelitian : ~ e i ~ ~ r u h  Nagari di Kab. Pesisir Selatan 
3 

Waktu Penelitian : Juni - Agustus 2009 
Aliggota 

'1 
: Siska Sasmita, Junaidi Indrawadi, Refi Ardi Putra, 

Edison 
4 1 '  

Dellgan ketentuan sebagai berikut : 
i 
a 1. hlelapor pacla pejabat diwilayah tempat melakukan penelitian. 

, 2. Penelitian tidak menyimpang dari kerangka serta tujuan. 
I 3. Segera melaporkan setelah berakhir penelitian pada pejabat diwilayah tempat 
1 

melakukau penelitian dan pada pejabat yang mengeluarkan izin penelitian. 
i 4. Mematuhi selnoa peraturan yang berlaku den rnenghormati adat istiadat dilokisi 
8 
! penelitian. 

( Demikian izin penelitianfs~~rvey ini diberikan kepada yang bersangkutan unt~lk clapat 
$ dipergunakan sebagaimina mestinya. 

i 
1 

i 
i 
; Tenibusan : 

i I. Bnpak Mentiagri Cq Dirjen kesntuan dan politik di Jakarta 
2.  Bapak Guberntu. Prop. S~lnibar di Pada~ig 

c j. Bapnlc Bupati Pesisir Selntan di Paillan 

1 4. Para Camat sc [Cab. Pesisir Szlntnli 
5. Para Wali Nagari se [Cab. Pesisir Selatan 
6. arsip 





SURAT KETERANGA,N 
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a Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

) Nama : mKT\ 
i 

i Walinagari : pA3C IL T&-0 

I Menerangkan bahwa, 
, 

Nama : RAHMADANI YUSRAN, S,Sos, MSI  

Selaku Tim Peneliti telah melaksanakan Focus Group Discution (FGD) dengan topik "Pemetaan Orientosi 
) Politik dun Respons Politik Pemni Subsisten Terhadap Kebvakan Publik Di Provinsi Sumatera Berat" pada 

i hari Jurnat, tanggal 19 Juni 2009 di Nagari ...P.M. A HkLO 
I 
L 
3' 
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SURAT KETERANGARI 
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' -  Saya yang bkrtanda tangan di'bawah ini : 

: Narna SUSqARDI, S . A g  
;; 

i, Walinagari g o t o  Tangah Kec, T i la tang  Karnang 

: Menerangkan bahwa, 

! Narna : RAHMADANI YUSRAN, S,Sos, M.Sl r 
i 
: Selaku Tim Peneliti telah melaksanakan Focus Group Discution (FGD) dengan topik "Pemetaan Orientasi 

k l i t ik  don Respons Politik Petani Subsisten Terhadap Keb@kan Publik Di Provinsi Sumatera Barat" pada 

3 hari Jurnat, tanggal 3 1  Juli 2009 di Nagari ..K~ts..Tangah T i l a t a n g  Kamang 

I! 
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PISMETAAN OR1 ENTASI POLITIK DAN RESPONS POLITIK PETANI SUBSISTEN 
TERHADAP KEBlJAKAN PUBLlIC DI SUMATERA BARAT 

Oleh: 

Abstrak 

~:ti!;e! ini mengung!c;pkan temuan peneiitian yang ber!caitan dengan keberadmn 
nilai-nilai ke-Minangkabau-an dalam pembentukan orientasi politik dan respons 
petani subsisten terhadap kebijakan publik di Sumatera Barat. Penelitian ini 
menrpakan penelitlan kua!ltsrtlf yang di!ah~ke!'! d i  enam kabupaten dan enam 
nagari di Provinsi Sumatera Barat yang dipilih secara purposive sampling d m  
snowball sampling guna mendapatkan infonnasl yang dibutuhkan khususnya di 
daerah kahupater! yang memi!iki Isha!! pertanisa yang !ua,c, Pengamhi!ar! ?.am 
dilakukan dengan menggunakan wawancara mendalam (in depth interview), 
diskusi kelompok terfokus (Focus Grotp Dlscusslon), dan dokumentasi. Hasil 
penelitian ini mengungkapkan bahwa nilai-nilai ke-Minangkabau-an dalatrl 
pembentukan orientasi politik petani dan responsnya terhadap kebijakan publik di 
Surnatera Barat dipengaruhi oleh tradisi balamlre hari. Tradisi balambe hari 
rnerupakan kearifan lokal petani secara fundamental menggariskan pengolahan 
sawah sebagai bagian dari tangungjawab bersarna, sehingga dalam prakteknya 
tidak ada sawah yang terlantarkan. Balambe hari juga menjadi sarana interaksi 
dan komunikasi serta wadah untuk mengalctualisasikan kebutuhan dan 
kepentingan antara sesarna petani dalarn proses pengolahan sawah. Oleh karena 
itu, nilai-nilai yang ada dalam tradisi balambe hari sangat menentukan bagaimana 
respons politik petani di Sumatera barat terhadap kebijakan pemerintah. 

Knta Kunci : Nilai-nilai Ke-Minnngkabau-an, Petuni subsisten, Balambe hari. 

A. PcndahtiZuan 

Keterlibatan masyarakat petani di Indonesia dalam politik adalah akibat 

berlangsungnya s u a h  perubahan sosial yang dipengaruhi oleh kaum kolonial 

(Wertheinl, 1999:26-27). Perubahan ini menempatkan setiap petani sebagai 

subjek politik khususnya yang berhubungan langsung dengan kehidupan 

komunitasnya. hi ditandai dengan seringnya konfl.ik bernuansa ekonomi dan 

volitik yang disertai kekerasan baik dengan negara atau dengan kelompok lain 

yang didukung oleh negara. Kuntowijoyo (2002: 1-2) rnemiliki asumsi dasar yang 

menarik melihat kecenderungan terlibatnya petani dalarn politik. Pertama, 

adanya kesenjangan (sosial) yang berdarnpak pada munculnya polarisasi 

kepentingan antara dua kelornpok yaitu petani penggarap dan tuan tanah. Dalam 

kehidupan modern saat ini, realitas konflik kedua kelompok tersebut meluas ke' 

bentuk lain yakni konflik antara' pihak swasta (investor perkebunan) yang 



didukung negara sebagai pemilik tanah lnhan dengan buruh kontrak (petani 

penggarap) yang secara historis adalah pemilik sesungguhnya. 

Ked~m, adalah kecenderungan yang te jadi dalam kehidupan masyarakat 

etnis Jawa. Menurut Kuntowi,ioyo terdapatnya ketegangan kultural antara mereka 

yang kuat beragama atau kelonlpok santri dellgan yang tidak kuat beragama atau 

kelompok abangan. Ketigrz, munculnya konflik dalam masyarakat di pedesaan 

terutarna yang berhubungan dengan perubahan sosial ekonomi (rnodernisasi) 

dengan budaya. Perubahan sosial budaya menyebabkan masyarakat petani 

memilki nilai-nilai baru dalam kehidupannya. Sementara realitas yang te jadi 

dalarn rnasyarakat di sekitar kehidupan rnereka masih rnernpertahankan nilai 

kultur yang kental dengan budaya lokal yang dominan. Inilah yang memicu 

konflik nilai dalarn diri mereka yang setiap saat dapat menjelrna menjadi konflik 

terbuka dengan komunitas lain. Tetapi persoalannya benarkah petani tersebut 

dengan merniliki orientasi politik? 

Secara teori dapat dipaharni bahwa orientasi politik individu sangat 

bergantung pada bagaimana individu tersebut rnernpersepsikan lingkungan politik 

di sekitarnya. Proses mempersepsikan lingkungan ini berhubungan langsung 

dengan aspek kognisi mereka. Muara dari proses ini akan melahirkan partisipasi 

politik yang otonom (Greenstein, 1975:s) Jelasnlra, partisipasi dan orientasi 

politik yang otonom tersebut terkait dengan tingkat pengetahuan yang dimiliki 

individu. Dengan pengetahuan inilah individu kebmanyakan mendasari respons 

politiknya (Morgan, 1986). Tetnpi dalam kenyataannya, ternyata tingkat 

pengetahuan kelompok petLmi ini relatif rendah, selingga apa yang diharapkan 

terkait dengan partisipasi politiknya yang otonom clan orientasi politik mereka 

rnenjadi tidak jelas. Apalagi kalau kelompok petani ini dituntut rnerespons 

kebi-iakm publik yang dibuat pemerintah daerah. 

Berdasarkan kenyataan di atas, rnaka penelitian ini mencoba mendalami 

kecenderungan yang te jadi dalam diri petani terkait dengan orientasi politik dan 

respons rnereka terhadap kebijakan publik. Beberapa pertanyaan mendasar 

diajukan untuk memberi arah dan fokus pada penelitian ini, yaitu bagaimanakah 

keberadaan nilai-nilai budaya minangkabau mempengaruhi orientasi politik petani 

dm responsnya terhadap kebijakan publik di Surnatera Barat? Bagairnana model 



voting dan orientasi politik petani dalam proses politik ten~tama dalam merespons 

kebijakan publik yang dihadapinya? 

B. Metodologi 

Sesuai dengan tujuan penelitian tiap tahunltahapnya, maka pada tahun I 

digunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling yang dilakukan di 6 

Kabupaten di Sumatera Barat dan 6 nagari. Dengan kriteria kabupaten dan nagari 

yang dijadikan lokasi peneltican didasarkan kepada daerah tradisional Sumatera 

Barat, yakni kawasan darek (darat) atau luhak dcm kawasan rantau (pesisir). 

Kawasan darek terletak di dataran tinggi sebagai inti atau pusat dari kebudayaan 

Minangkabau, yang terbagi dalam tiga luhak, yaitu Luhak Tanah Datar, Luhak 

Agam dan Luhak Lima Puluh Kota. Di ketiga luhak inilah nenek moyang Orang 

Minangkabau berasal, kemudian mereka menyebar ke seluruh Sumatera Barat 

bahkan sampai ke luar Stunatera Barat. Oleh karena itu, untuk melacak nilai-nilai 

ke-Minangkabau-an dalam upaya melakukan pemetaan orientasi politik dan 

respons politik petani subsisten terhadap kebijakatl publik di Surnatera Barat 

penelitian ini dilakukan di wilayah darek yakni Kabupaten - Tanah Datar, Agam 

dan Lima Puluh Kota. Atas pertimbangan kesarnaan karakteristik alarn dan 

masyarakat yang berdekatan dengan lokasi penelitian dengan Kabupaten Agam, 

maka penelitian di Kabupaten Lima Puluh Kota tidak di lakukan. Sehubungan 

dengan ini maka lokasi penelitian adalah sebagairnma terhimpun pada matriks 

b e r h t :  

1 No. Kabupaten Nagari Lokasi Penelitinn 

3 

t 2. Kabupaten Agarn blagari Koto Tangah 

4. Kabupaten Padang Pariaman blagari Pauh Kamba 
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< 6. Kabupaten Pasa~nnn hlngari Aia Manggih 



Inforn~an penelitian dipilil~ berdasarkan tujuan penelitian yaitu petani 

subsisten di setiap di kabupaten. Selanjutnya data penelitian dilakukan dengan 

beberapa car% yaitu wawancara mendalam (in depth interview), diskusi kelompok 

terfokus (Focus Group Discussion), dan dokurnentasi. 

C. FIasil Penelitian 

I. Kdbbfiiili~nn ailrti-nilai ke-Minangknbnal-an dalnrn pembeniulcarr 

orientasi politik dan respons politik petani terhadap kebijakan publili 

di Sumatera Barat 

Temuan penelitian terhadap keberadaan nilai-nilai ke-Minangkabau-an 

dan responnya terhadap kebijakan di lokasi penelititm terungkap sebagai berikut: 

Secara umum, dari enam nagari di enam kabupatenlkota di Sumatera Barat 

yang diteliti, ditemui bahwa pertanian merup.akan bagian penting dalam 

masyarakat tradisional Sumatera Barat yakni Min.angkabau. Dalarn masyarakat 

adat Minangkabau, sawah dan ladang dianggap sebagai sumber pokok ekonomi 

dan kemakrnuran. Dengan sawah dan ladang tersebut orang Minangkabau 

semenjak dahulu begitupun , - sekuang membangun dusun, teratak, koto, dan nagari, 

membangun kanlpung dan halaman, balairung dan masjid, jalan dan tepian tempat 

mandi, ban,aunan sekolah, langgar dan mushalla. Dengan hasil sawah dan ladang 

itulah setiap yang dibangun itu dapat diisi, dan di.ramaikan serta dihiasi, seperti 

rnasjid, , jalan, . surau, dan sekolah. Rukun Islam disempurnakan dengan hasil sawah 

dan ladang. Begitupun pembiayaan perang geri.lya di waktu revolusi fisik 

menentang penjajc&an Belanda, sawah ladang berihwt hasilnya disurnbangkan 

untuk kepentingan kemerdekaan. 

Secara substansial, Fungsi sawah dan ladang yanp sanpat penting dalarn 

kehidupan masyarakat Minangkabau tersebut, dimanifestasikan secara adat 

melalui berbagai bentuk upacara adat yang diyakini dapat memberikan manfaat 

besar dari hasil pertanian. Upacara adat ini disebut juga dengan adat turun 

kesawah yang diselenggarakan melalui: 



a. Balnmbe hari 

Bnlambe hnri, adalah aktivitas yang dilakukan oleh petani sebelum turun 

ke sawah. Tradisi ini terdiri-dari beberapa tahap, yakni, pertamn, Mengumpulan 

petani untuk melaksanakan pertemuan pada waktu yang sudah ditentukan. Tradisi 
. . 

ini diselenggarakan secara unik, dimana sebelum turur.1 ke sawah petani 

menghirnpun petani lainnya dengan menggunakar~ masjid/mushalla sebagai 

sebagai alat komunikasi dan informasi. Seperti y'mg cfiungkapkan oleh MD salah 

seorang petani dari Nagari Minangkabau, 

"Disini turun ke sawah serentak, disiarkan atau cliumurnkan d i  mesjid terlebih 
dahulu, i ~ n t u k  mernbersihkan ban& atau irisasi dan kemudian gotong-royong 
secara bersarna. Kegiatan ini dilakukan satu kali dalam lima belas hingga tiga 
puluh hari. Itu saja yang menjadi kebiasaan masyarakat petani disini, karna kita 
memakai banda (saluran uigasi) tersebut secara bersama". 

Selain itu, tradisi unik yang dilakukan oleh petani untuk memulai tunm ke 

sawah juga dilakukan dengan cara diumurnkan oleh salah seorang petugas yang 

disebut dengan upeh keseluruh wilayah nagari. Upeh memiliki peran yang sangat 

penting dalam menyampaikm informasi dan memobilisasi masyarakat terkait 

dengan aktivitas yang akan dilaksanakan bersama ole11 masyarakat nagari. Dalam 

menyampaikan idormasi zrpeh be rjalan mengelilingi nagari sambil memukul alat 

musik tradisonal, seperti yang diungakapkan oleh DNKS petani di Nagari Pauh 

Kamba, Padang Pariaman; 

" Kalau cara dahulu, sernasa kita masih diperintah "kupalo nugar?' (kepala 
nagari), saat musim turun ke sawah tiba, diketok canang (alat musik tradisonal) 
~ l e h  seorang petugas yang disebut rrpeh untuk memberitahukan kepeda 
masayarakat wak-tunya turun kesawah karena sudah mulai rnusirn hujan". 

Kedzra, sebelum turun ke sawah terlebih dahulu dilakukan pertemuan di 

masjid/mushalla yang dihadiri oleh pemangku adat (niniak mamak) dan petani 

yang akan menggarap sawahnya. Peranan pemangku adat dalarn pertemuan ini  

sangat penting dalam memprakarsai lahir kesepakatan dalam membuat 

perencanaan turun ke sawah. Keterlibatan pemangku. adat ini juga dikarenakan 

dalam struktur adat minangkabau yang mempatkan peranan pemangku adat dalarn 
. . - - 

memecahkan permasalahcm yang dihadspi oleh ka~unnya tern~asuk dalam masdah 

pertanian. Menurut RDS petani di Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang 

Pariaman, 



"Sebagairnnna yang digariskan oleh adat rninangkabau bahwa rnasalah sako dan 
pi~sako adalah urusan ninik ninrnak. Dalam konteks snko dan pusako ini 
terlingkupi di dalarnnya rnasalah pengelo!ann !?-!an pertanian yang digarap o!eh 
anak kernenakannya. At-tinya, pernangku adat (niniak marnak) rnerupakan unsur 
yang berperan penting dalam rnenentukan dan rnembuat berbagai kesepakatan 
dnn tindakan terkaitan dengan dinamika d n l ~ m  kehidrlp~n hertani dari anak 
kernenakannya. Dengan keterlibatan Ninink mamak inilall kemudian aktivitas 
pertanian dalarn masyarakat bfinangkabau dilaksanakan dan dilestarikan secara 
turun temurun". 

Dalarn pertemuan tersebut dibicarakan tentang waktu yang tepat untuk 

turun ke sawah dan membuat beberapa kesepakatan penting terkait dengan 

pengelolaan sawah mulai dari masa menanam sampai pada masa panen tiba. h i  

artinya, pertemuan yang diselenggarakan akan menentukan pula terhadap masa 

depan sawah dan petani itu sendiri, oleh karena itu setiap petani yang '&an 

menggmap sawahnya wajib menghadiri pertemuan ini. Pertemuan tersebut juga 

memiliki arti penting bagi petani yang hadir dan membuat kesepakatan, dimana 

dalam dirinya (petani) akan menjelma menjadi tanggungjawab moral selarna 

hidupnya untuk melaksanakan kesepakatan tadi. Sedangkan bagi yang tidak 

mengikuti kegiatan hirun ke sawah setelah menyetujui kesepakatan yang . . dibuat 

maka yang bersangkutan akan mendapatkan sarlksi secara adat, misalnya 

dikucilkan dalam pergaulm sehrtri-hari. 

Ketiga, sebagai bentuk irnplementasi pertemuan tersebut kemudian 

dilakukan turun ke snwah secara bersama. Turttn kc sawah ini di mulai dengan 

membersihkan tali bancia (saluran air) di sawah salah seorang petani dan 

dilanjutkan ke sacvah petani yang lainnya sarnpai savrah tersebut benar-benar siap 

untuk di Tanami. Dan apabila ada sawah yang belurn siap untuk di tanami, maka 

orang-or~ang yang terlibat dnlam balnmhe hari nkan merasn memiliki hutang dan 

berusaha mencari waktu lain untuk mengerjakannya sampai sawah tersebut siap 

untuk di Tananli. Inilah bentuk tanggungiawab .. . -  moral petani dalam tradisi 

balanrhe hari. Den~ikian juga, apabila ada salah seorang petani yang tidak ikut 

membersihkan sawah petani lainnya, maka sawahnya juga tidak akan di 

bersihkan. 

Ke-ernpat, bajtdojulo (bergilir) yang dilaksanakan pada masa panen yang 

dilak~kan bersama secara bergiliran antar sawah petmi seperti sebelum bertanam 

di lahukan. Manfaat dari tradisi balambe hari pada masa panen ini adalah, petani 



bisa menilunati hasil penen mereka dengan lebih memuaskan karena tidak ada 

,, upah yang harus keluarkan, jika dibandingkan dengan menggarap lahan secara 

individu dengan sistem upahan. Sebagaimana diungkapkan ole11 BS salah seorang 

petani di Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman; 

"Dalam tradisi kami turun kesawah dahulu ada istilah lenzhe hari atat[ hajulo- 
julo (bergilir). Sesama petani dalam satu kelompok hamparan besama 

L rnerencanakan kapan waktu akan tumn kesawall. Sawah kernudian dikerjakan 

i secara bergilir. Minggu ini  sawah si A, berikutnya sawah si B .  

1 Nilai-nilai ke-Minangkabau-an dalam tradi.si balabe hari merupakan 
i 

sebuah bentuk kearifan lokal tentang bagairnana masyarakat petani menghayati 
i Iingkungan dan ikatan sosial mereka dalarn merespon berbagai perubahan untuk i 
i memenuhi kebutuhannya. Balarnbe hnri yang d.ise1enggarakat-t secara unik 

1 interpretasikan dalam tradisi yang diyakini memberikan manfaat memperkuat rasa 
I 

i kekeluargaan dan kepedulian sosial terhadap sesama masyarakat tani serta 

memberikan kemudahan dalarn menyelesaikan masalah yang dihadapi mmakala 
2 

1 proses rnenanam padi, jenis benih yang akan ditanarn dan pemanfaatan tali ban& 

f sarnpai masa panen berlangsung. Akmtivifas ini mernungkinkan seluruh petani 

I saline berkontribusi secara aktif menentukan berbagai alternatif dalam mernbuat 
! 

! perencanaan mengelola sawah mereka. Sebagaimana diungkapkan oleh ZB salah 

; seorang petani di Nagari Aia Manggih Kabupaten Pasaman; 1 

! "Sebelum turun ke sawah, karni juga ada berdiskt~si dengan sesama petani yang 
lokasi sawahnya berdekatan untuk menyepakati jenis benih apa yang sama-sarna 

: akan ditanam. Kami ada gotong-royong mernbersihkan tali banda, bersarna-sams 
! 
i 

rnanaiakan ain ka ateh sebelurn turun ke sawah". 

I 

1 Fenomena ini, menjelaskan bahwa dengan tradisi ini petani dapat 
i 

1 memutuskan sendiri waktu ycmg tepat untuk mernulai menanam bersarna sesuai 

n dengan kebutuhan. Misalnya, memanfaatkan tali banda (saluran irigasi) secara 

5 bersama sehingga bisa mengaliri semua sawah petani sampai datang masa 
Y 

[ manynbik dan mairiak (panen) juga dildmkan bersarna. 
i 

I b. Gotong Royong 
! 

J Gotong royong dalarn kerangka nilai-nilai ke-Minangkabau-an dalam 

M a d i s i  bert'ani nlerniliki makna ymg dalam yang dikaitkan dengm budi atau F 



akhlah seseorang. Dan ini adalah salah satu syarat yang dikehendaki oleh adat 

yang berkualitas. Seperti yang ditulis oleh Idrus Mal;immy (1994: 195) "budi ialah 

dapat nlerasakan kedalam din apa yang dirasakan oleh orang lain" ..yang 

mendorong seseorans berbuat baik terhadap sesarnanya. 

Budi adalah berdasarkan kesanggupan merasakan perasaan orang lain 

yang dapat dirasakan bagi diri sendiri, karena menurut adat yang disebut rnso 

(rasa) adalah yang terasa bagi diri, pareso (perasaan) adalah yang terkandung 

dalarn hati, dengan demikian lahirlah rasa seperti kata adat nan elok de avak  

kntrqll de urang, snkiek dek mvnk sakiek dek urnng (yang baik bagi kita juga baik 

bagi orang lain, yang sakit bagi kita juga sakit bagi orang lain). Dengan demikian 

lahirlah pada seseorang rasa kasih sayang, sopan dan santun sesamanya. 

Kesengsaraan dcm serba kekurangan secara spontan dapat dirasakan oleh 

seseorang. 

Dalarn kelcdupan sehari-hari telah dil'aksanakan secara luas di dalarn adat 

Minangkabau ymg melahirkan sifat tolong-menolong, saling membantu yang 

terlepas dari perhitungan laba dan rugi, karenanya. masyarakatnya dihubungkan 

oleh tali kekelurgaan yang kuat kokoh yang senantiasa menghayati budi luhur dan 

halus. Dari budi inilah lahirnya sifat baik lainnya dan berbagai bentuk sifat sosial 

dalam kehidupan. Nilai-nilai adat inilah sebenarnya yang mendasari bagaimana 

gotong royong itu dilakukan dalarn mengelola pertalian di Surnatera Barat. 

Dalam mengelola sawah, kegiatan gotong royong diselenggarakan atas 

dasar raso jo pareso (rasa dan perasaan) dimana dilakukan tanpa adanya instruksi 
7 ,  

dan sistem upah tertenhr seperti yang dikenal scmt ini. Artinya, masyarakat datang 

bergotong royong tanpa diundang atau diminta tenaganya tetapi datang atas 

kesadacan sendiri ingin membantu yang lainnya. Jadi apabila ada salah seorang 

petani yang sedang mengerjakan sawahnya, maka serta merta siapa saya yang 

melihat &an langsung membantunya. (wawancara clengan salah seorang petani di 

Nagari Minangkabau Kabupaten Tanah Datar). Gotong royong biasmya 

dilakukan ketika masa panen sudah dating, Seperti yang diungkapkan oleh RDS 

salah seorang petani di Nagari Pauh Kamba Kabupaten Padang Pariaman: 

"Saya ingat waku kecil-kacil dahulu,orarig karnpung sini bertani dengan cara 
bersarna-samdgotong royong. Sawah dikerjakan secara bergilir mulai dari awal 
nrc!uZ:rak (membajnk) sampni padi sinp untuk dipat:en. Setelah manyabik (potong 



padi), padi dibiarkan disawah * I minggu kemudian baru dibawa ke ltrnggzrak 
(gunungan pndi yang belum dipisah dengan batangnya) * 2-4 minggu disini. 
Setnun itu mumi dikerjakan dengar! gortong royong.." 

c. Ratik ttllak bala 

Ratik tulak bala merupakan kegiatan seremonial dalam tradisi bertani 

dalanl masyarnkat Minangkabau. Ratik tzilak bala dilahtkan di tempat tertentu 

untuk mencegah terjadinya berbagai bala atau rnusibah yang akan menganggu 

pertanian dengan mernanjatkarl doa-doa tertentu kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

Kegiatan ini diselenggarakan dengan melakukan ritual-ritual tertentu yang 
i 

mendasmi keyakinan masyarakat saat turun kesawah. Sebagairnana diungkapkan 

SS petan. d i  nagari Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman 
I 

"Seperti ritual ma-arok benih sebelum ditanami, kemudian menanami sebanyak 
tujuh rumpun terlebih dahulu. Begitu juga saat padi rnulai hampir tabik 

1 

(menguning) dilakukan ritual r0ti.k tztlak bala sc!npai pada ritual masa rnanyabik 
(panen) yang disebut rnantrai. Kegiatan manuai ini dilakukan dengan mengambil 

I tujuh rumpun padi, diikat dan diasapi dengan kernenyan, setelah itu baru dipanen. 
Rangkaian tradisi ini diyakini masyarakat petani memiliki hikrnah dart dapat 
membawa berkah pada hasil pertanian mereka. Hal ini juga dikaitkan dengan 
keimanan bahwa berbagai bala atau rnusibah yang mungkin rnenggangu pertanian 

i mereka dapat dihindari dengan jalan memanjatkan doa-doa kepada Tuhan melalul 
ratik tersebut 

Di Kabupsten Solok tradisi tulck bc!a jugs. d i l a W a n  oleh pet& untuk 

mengatmi hama yang menyerang tancaman yang clilakukan di mushalla dan di 

sawah. Sebagaimana diungkapkan AH petani Kabupaten Solok). 

"Aktivitas tlrlak balu biasanya dilakukan di rnusllalla dan di sawah. Di tempat ini 
kemudian dilakukan pernotongan ayam, dimasnk dan disantap bersama diikuti 
dengnn berdon bcrsnma. Kemudian dilanjutkan dengan trndisi bmirn5tic 
(mencipntkan air) atau saling mencipratkan air kekawan-kawan sebagai bentuk 
menolak bala. Umpamanya, hama tikus sedang mengganas, untuk bala ini ini 
dipotong ayam sebanyak 5 ekor. Nmti di masak dan dimakan bersama diikuti 
dengan balega di sabalik smvah (rnengitari seluruh kawasan sawah) sarnbil 
membaca doa rotik sepanjang jalan. Atau misalnya lama tidak turun hujan, 
kadang-kadang rnenyembelih kambing di kapalo bar?& (hulu sungai)". 

I 
! Tradisi balczrnbe hari ini di atas merupakan nilai-nilai ke-Minangkabau-an 
1 
I yang sudah melembnga dalarn kehidupan petani di Sumatera Bara t  Sarnpai saat 
! 
! ini tradisi ini masih diselengga~~akan oleh petani, karena diyakini dapat 

memberikan rnanfaat yang besar terhadap pertanian. Narn~m demikian petani juga 

[ menyndnri bnllwn peruballan pola pikir petani dan intervensi pemerintah melalui 

i 



kebijakan peningkatan kesejahteraan petani, telah mengakibatkan tradisi balambe 

hnri miulai berkurang intensitas dan mengalami pergeseran maka. Berikut secara 

ringkas, digambarkan dalam rnatriks nilai-nilai ke-Minangkabau-an tradisi bertani 

di Surnatera Barat : 

Tabel 1: Keberatlaan nilai-nilai ke-Minanghbau-an dlalarn pembentukan Orientasi 
politik dan respons politilc petani Terhadap kebijalmn publik di Sumatera Barat 

Nilai-nilai ke-Minangkabauan Keterangan 
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::Balarnbe har i .  , - ; . . 
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Turun ke  sawah Petani secara serentak turun ke sawah yang dirnulai 

dengan rnernbersihkan tali Banda sarnpai sawah siap 
ditanami. Pekerjaan turun ke sawah dilaksanakan 
secara bergiliran diantara rawah petani 
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Bajulo-julo Dilaksariakan pada masa paneh yang dilakukan 

bersama secara bergiliran antat sawah petani seperti 
sebelum bertanarn di laktllcan. Manfaat dari tradisi 
bulumbe huri pada masa psnen ini adalah, petani bisa 
menikrnati hasil penen mereka dengan lebih 
memuaskan karena tidak ada upah yang harus 
keluarkan, jika dibandingkan dengan rnenggarap lahan 
secara individu dengan sistem upahan. 

EX. Kecenderungan (predisposisi) petani Dalam Merespons Kebijakan 

Pemerintah (daerah) di Sumatera Barat 

Tradisi bertani dalam masyarakat Minangkabau tersebut di atas, urnumnya 

diakui oleh masyarakat petani di Sumatera Barat sarnpai saat ini masih 

berlangsung, akan tetapi pelaksannannya telah mengalami proses perubahan 

seiting dengan adanya perubahan pola pikir petani yang dipengaruhi oleh kondisi 

alam dan intervensi yang intens dari pemerintah dalam kerangka rneningkatkan 

kese-jahteraan petani. Fenomena ini memimbulkan pertanyaan, basaimanakah 



keberada'm nilai-nilai ke-Minangkabau-an dalam tradisi bertani di Sumatera Barat 

menghadapi penibahan yang terjadi? Nilai manakah yang dominan? Bagaimana 

petani merespon perubahan tersebut? 

Dari penelitim yang dilakukan, umumnya diakui oleh petani di Sumatera 

Barat bahwa kebijakan yang dilaksanakan ole h pemerintah dalarn rangka 

meningkatkan kesejahteraan petani sejauh ini cukup membantu meningkatkan 

kesejahteraan petani. Seperti, Tanarn Padi Sebatang (PTS), pupuk bersubsidi, 

pembentukan kelompok tani dan Program Penyuluh,m Pertslnian (PPL). 

Di Nagari Minangkabau Kabupaten Tanah Datar, menurut salah seorang 

petani, " sejak diterapkannya PTS , produksi taninya meningkat hingga dua kali 

lipat" dan tentunya keadaan ini menguntungkan ekonomi keluarganya. Menurut 

salah seorang petani di Nagari Cupak, Kabupaten. Solok, pemerintah setempat 

juga telah memprioritaskan di bidang pertanian padi yakni Sekolah Lapang Padi 

Tanam Sebatang (SLPTS). Konsep pelaksanaan kebijakan ini adalah dengan 

membina kelompok-kelompok tani ini menanarn d m  membudi dayakan varietas 

Padi Tanarn Sebatang (PTS). Dalarn sekolah lapang ini kelompok tani dibina 

dalam sebuah lahan hamparan milik kelompok sebagai area bertani sekaligus 

belajar tantang pembudidayaan PTS ini. Mulai dari penangkaran bibit unggul, . . 

pola menanam, penangan hama dan berbagai ha1 yang menyangkut pengelolaan 

PTS secara baik dan benar. Tujuannya adalah agar petani yang umurnnya 

berpredikat sebagai petani subsisten dapat meningkat taraf hidupnya dari konsep 

bertani unh~k memenuhi kebutuhan hidup menjadi konsep bertani sebagai better 

bzasines , yaitu bertani sebagai lapangan usaha yang menjanjikan. 

Di Nagari Aia Manggih Kabupaten Pasaman, kebijakan pemerintah dalam bentuk 

pemberian pupuk bersubsidi juga dirasakan oleh petani memberikan nilai tarnbah 

dalam ha1 perekonomian mereka. Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang 

petani, upiak; " Saya kemarin membeli pupuk bersubsidi Rp. 75.000karung dari 

hmga sebelum disubsidi sebesar Rp. 125.000/karung"." Keringanan biaya 

pembelian pupuk ini dapat meringankan beban saya, karena sawah saya banyak' 

sekara~g saya tidak terlalu berat memenuhi kebutuhan anak sekolah. Hal yang 

sama juga diakui oleh Zainab, "Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) juga sering 

hrun ke sawah kami untuk meninjau permaalahan pertanian yang kami hadapi. 



Misalnya satu kali dalam sebulan, mereka meninjau dan menanyakan kepada kami 

apa pernasalahan yang sering dihadapi tatkala kegiatan pertanian berlansung. Ada 

program pemerintah berupa Pupuk bersubsidi itu dibeli melalui kelompok tani dan 

dihantar kelokasi atau areal pertanian dengan mobil. Pupuk tersebut disubsidi agar 

kami petani terjangkau harganya". 

Demikian juga di Nagari Koto Tangah Kabupaten Agam, Menurut salah 

seorang petani " eksistensi kelompok tani memang sangat dirasakan". "rneialui 

kelompok tnni ini. petncrintnh memberiknn info~masi adanya kebijakan padi 

tanam sebatang, diumumkan dimasjid, kernudian petani dikumpulkan, dan di 

sanalah disosialisasikan cara bertanam dengan pola tanam sebatang tersebut. 

Kebijakan lain seperti pupuk bersubsidi juga seperti itu, melalui kelompok tani 

petani baru dapat mengaksesnya. Begitu juga Di Nagari Minangkabau, menurut 

salah seorang petani' "Saya terdaftar dalam kelompok tani, dengan begitu banyak 

kernudahan dan infonnasi yang terima terkait dengan kegiatan petani. 

Dikelompok t'ani, dengan pertemuan sekitar satu kali dalm sebulan kami 

diajarkan pola bertanarn padi sebatang, benih yang baik digunakan, pokoknya 

semua ha1 baru yang datang dari pemerintah kami terima dart dengar disana". 

Meskipun diakui oleh petani di Surnatera Barat bahwa kebijakan 

pernerintah selama ini cukup berarti bagi mereka, namun belurn dirasakan 

memberikan dampak yang si,gnifikan bagi peningkatan taraf hidup mereka. Petani 

di Surnatera Barat beranggapan implementasi kebijakan pemerintah belum 

didukung oleh good will pemerintah dalarn memf'a~~ilitasi sejurnlah masalah yang . - 

dihadapi oleh petani. Akibatnya, petani di Sumatera Barat berusaha bersikap 

rasional dalam rnengelola sawah-sawah mereka sebagai bentuk respons petani 

terhadap kebijakan pemerintah. Beberapa bentuk sikap rasional petani di 

Sumatera Barat adalah sebagai berikut: 

Pertarna, sikap rasionalitas petani di Surnatera Barat dalam merespon 

kebi-jakan pemerintah dipengaruhi oleh karakteristik alam. Karakteristik alam di 

Sumatera Barat terdui dari daerah perbukitan dengan dataran tinggi dan rendah, 

Let& saw& berada di dataran tinggi dan dataran rendah sehingga berpengaruh 

pada jenis padi yang ditanarn. Sedangkan pola sawah di Sumatera Barat dapat 

dikelompokan, yaitu sawah berbandar langit, sawah berbandar hidup. Sawah 



berbandar hidup secara rutin memperoleh pasoltan dari sungai dan merata di 

Sumatera Barat, kecuali di Padang, Kabupaten Solok, Kabupaten Pesisir Selatan, 

Kabupaten Tanah Datar, Kabupatcn Padang Pariaman, Kabupaten Lima Puluh 

Kotc?, dan Kabupaten Pasarnan. Sedangkan sawah berbandar langit selalu 

nienggnntungkan pasokan air dari air hujm. Karakteristik daerah dan pola sawc& 

seperti ini ternyata sangat mempengaruhi jenis tanaman yang akan di tanam. 

Di Nagari Pauh Karnba Kabupaten Padang Pariaman, Pola sawah di 

daerah ini merupakan tadah hujan, oleh karena itu sawah-sawah di daerah ini 

sangat bergantung pada pengelolaan tali bnncln. Program irigasi merupakan 

kebijakan yang sangat sangat diharapkan oleh masyarakat petani untuk di-jadikan 

prioritas di daerah ini. Tidak adanya sumber air tetap di daerah ini berpengaruh 

besar terhadap perkembangan kemarnpuan petani secara ekonomi. Karena bertani 

merupakan profesi yang dominan ditekuni oleh rnasyarakat. Jika tersedia surnber 

pengairan yang tetap, petani sangat optimis ha1 tersebut dapat berkontribusi positif 

terhadap perbaikan hasil panen dan perbaikan nasib petani. Sebagaimana 

diungkapkan oleh salah seorang petani: 

"Permasalatlan kami petani disini adalah air, untuk kebutuhan air disini istilahnya 
kami bergantung dari "banda langilc" (air hujan). Kadang-kadang benih kami 
sudah berusia 40 hari atau sudah lewat masa tanam, tapi hujan tidak juga turun. 
Sawah kering tentu tidak bisa digarap. 

Masalah yang sarna juga dekemukakan oleh petani lainnya di Nagari Pauh 

Kamba, "Selarna ini memang sudah banyak program pemerintah untuk pertanian 

yang paling jadi pernasalahan kami disini adalah Air. Sawah disini adalah tadah 

hujan, jadi satu-satunya sumber air disini adalah air hujan, ha1 ini sangat 

menyulitkan k'uni". Petani yang lainnya mengatakan, " Kalau ada air yang cukup 

disini mungkin akan bagus hasil padi kami. Kadang saat-saat padi mulai naik 

(mnsn perturnbullan) temyata musim kering tiba, kami tidak bisa berbuat apa- 

apa". 

Begitu juga di Nagari Cupak Kabupaten Solok, petani petani di nagari ini 

beranggapan bahwa kebijakan PTS di daerah ini dianggap tidak sesuai dengan 

karakteristik lahan di daerahnya dan benih PTS tersebut belum rnarnpu 

memberikan manfaat ekonomis yang lebih baik bagi petani, mengingat berbagai 



kriteria ycmg rumit dan biaya pengelolaaan yang tinggi. Sebagaimana yang 

diungkapkan ole11 salah seorang anggota kelompok t.ani, 

"Dari segi penggunan benih kita memang diuntungkan dari bibit PTS ini". "Tapi 
hanya disitu saja keuntungnnya. Perbandingannya adalah kalau untuk jenis padi 
biasa untuk bcnih kita perlu rncnggunakan sekita: 7 su!ce!< ( = 4 liter) bcnih 
sedangkan kalau untuk PTS cukup satu Cupak saja. Kan memang sangat hemat. 
Tapi untuk biaya pengelolaanya sangat besar dan membutuhkan banyak tenaga 
kerja. Untrrk satu petak sawah saja membutuhkan 6 orang untuk bertanam 
dibandingkan untuk benih biasa kita bisa mengerjakannya hanya dengan dua 
orang. Apalagi untuk menyiangi padi butuh lebih banyak lagi. Orang-orang 
tersehrlt k m  diupali. Snto haii kerja RP. 30.000. Sedwgkan hasil paneririya 
dibandingkan dengan padi jenis biasa hampir sarna saja dan harga nya lebih 
rendah". 

Selain itu, jika dibandingkan dengan daerah lain, daerah ini memiliki 

tempat tersendiri dalam bidang pcrtanian bagi masyarakat di Sumatera Barat. 

Salah satu produk unggulannya dikenal dengan bareh Solok (beras solok) 

memiliki rasa yang khas, harum dan gurih. Selarna ini, petani di Solok . - 
mendapatkan kemudahan dalam dan manfaat yang besm dari produk unggulan ini, 

Selainnya proses menanarnnya mudah dan sudah dilakukan sejak lama, bareh 

solok ini harganya di pasar stabil jika dibandingkan dengan harga komuditas 

lainnya. Oleh karena itu. petani beranggapan kualitas berm yang dimiliki selama 

ini lebih bagus dari jenis PTS. Seperti yang diungkapkan salah seorang petani 

lainnya di Nagari Cupak, " berdasarkan pengalaman kami, kualitas beras yang 

dihasilkan kurang bagus, tidak seperti bareh solok yang sudah menjadi komoditi 

unggulan Nagari Cupak. Nasi dari jenis PTS ini garnpang ber-air dan sulit 

menakar air agar nasi matang dengan sempurna". 

Kencenderung petani dalarn menyikapi masalah tersebut adalah, banyak 

diantnrn pct,mi yang kemudinn memutuskan tidak bergabumg dalam kelompok 

tani, dan kembali mengolah sawah sendiri sebagaimana yang pernah di lakukan 

dalanl tradisi yang lama. Bagai petani, bibit PTS dianggap tidak lebih bagus 

kualitasnya dari bibit lokal . yang . selama ini digunakan, seperti Benih anak dnro, 

sokan, dan ceredek Salah seorang petani di nagari Cupak rnengungkapkan; 

"Akhir-akhir ini karena macam-macam bibit yang di suruh tanarn oleh petani cacat 
kaualitas pertanian kita. Lama-lama ha1 ini bisa merusak nama 'bareh solok'. 
Selama ini bareh solok terkenal dengan hualitas nya. Karena selama ini yang di 
pakai adalah benih asli dari barell solok. Benill anilk daro, sokan, ceredek. Karena 

I 



itu yang selama ini sesuai dengan tanah disini. Sekarang bermacam-macam benih 
yang diberiknn. Tidak di teliti dulu apakah itu cocok untuk lahan-lahan petani". 

Kecenderungan di atas mengindikasikan bahwa respon petani adalah 

menerima dan mendukug kebijakan pemerintah. Rasionalitas petani ini tercermin 

dengan sikap petani yang membuka diri terhadap program pemerintah walaupun 

tejadi perubahan orientasi dari petani subsisten ke petani individual yang lebih 

banyak disandarkan kepada orientasi ekonomi sebagai sebuah kebutuhan utama 

Ini juga tidak berarti petani tidak menyadari konsehxensi yang ditirnbulkan oleh 

sikap menerima perubahan .tersebut. Banyak diantara petani yang beranggapan 

kebijakan pemerintah belum optimal dalarn meningkatkan kesejahteraan petani, 

dan masih spasial karena hanya diprioritaskan bagi petani yang termasuk ke dalam 

kelompolc tani saja. Kasus yang ditemukan di Kabupaten Pesisir Selatan, 

Kabupaten Padang Pariaman, dan Kabupaten Solok mengindikasikan kondisi 

seperti itu. 

Kecenderungan lain dari sikap rasional petani terhadap masalah ini adalah 

menolak kebijakan pemerintah, karena beranggapan pemerintah belum . -  - 
mengakomudasi Kebutuhan petani d m  karakteristik daerahnya. Dan ini merata 

sebenarnya di seluruh daerah Sumatera Barat. Tetapi, respon petani di Kabupaten 

Solok sangat realistis menggarnbarkan bentuk penolakan terhadap kebijakan 

pemerintah. Antusiasme petani terhadap komuditas lokal dengm kualitas yang - ., 

bagus kelillatan telah menjadi identitas dan bernilai prestise bagi petani. Oleh 

kmena itu, ancaman terhadap prestise ini, diekspresikan petani dalam bentuk 

penolakan terhadap kebijakan pemerin tah. 

Kedua subsidi pupuk. Umumnya program PTS sangat mengandalkan 

pupuk, akcm tetapi jurnlah pasokan pupuk tidak sesuai dengan kebutuhan petani. 

Bahkan teridentifikasi adanya praktikpencnloan pup& bersubsidi yang dilakukan 

oleh pihak distributor dengan perusahan perkebunan yang marnpu membeli pupuk 

dengan harga yang tinggi. Akibatnya petani tidak mampu membeli pupuk. 

Temuan ini juga mengindikasikan distribusi pupuk juga tidak merata dikalangan 

petani yang tergabung dalarn kelompok tani, disarnping prosedur yang sulit juga 



ada kecuriga'an dari kelompok tani terhadap ketua lcelompok tani bekerjasma 

dengan distributor dalarn merekayasa harga pupuk. 

Kebijakan pupuk bersubsidi pada dasarnya cukup bermanfaat dirasakan 

oleh petani, namun karena prosedur dan berbagai. - manipulasi terjadi dalam 

pengelolaan dan penyalurannya kebijakan ini belum bisa memberikan pengaruh 

yang nyata bagi kehidupan petani. Bahkan seringnya tejadi kelangkaan pupuk 

dapat mengancam hasil panen petanih, bahkan kemungkinan terjadi gaga1 panen. 

Seperti yang diungkapkan salah seorang petani di Nagari Pauh Kamba Kabupaten 

Padang Pari'aman ; 

"Bantuan pupuk bersubsidi tidak banyak mernbantu. Untuk memperoleh pupuk 
bersubsidi ini, petani rnelalui kelompok disumh mernbuat proposal untuk 
mongajuknn kobutuhan. Pupuk tcrsebut disalurknn rnelalui tingkat distributor dan 
pengencer, baru ke kelornpok tani. Proses yang panjang ini selalu rnenjadi 
masalah. Pupuk yang diturunkan selalu tidak mernenuhi kebutuhan. Misal 
kebuttthan karni 10 ton. Distributor selalu mengaku bahwa PT. Pusri hanya 
menun~nkan 50% dan paling banyak 60%. Pernah pada suatu pertemuan pusri 
rnengatakan selalu memberi sesuai kebutuhan. Jika pernerintah ingin membenahi 
kerja distributor ini kan sebenarnya bisa dilacak. Bahkan ada distributor yang 
menjual pupuk ke daerah lain seperti Pasarnan yang sanggup membayar harga 
lebih tinggi. Artinya, pupuk bersubsidi tetap belurn bisa menjamin kestabilan 
harga dan belurn rnenjarnin terpenuhinya kebutuhan pupuk bagi petani. 

Kondisi seperti di atas mengakibatkan posisi petani di daerah ini semakin 

sulit. Di satu sisi petani mengalarni tekanan untuk memperbaiki ekonomi kelurga 

dan disisi lain petani hams membeli pupuk meskipun harganya tidak terjangkau. 

Narnun demikian, petani tetap membuat pilihan untuk membeli pupuk bersubsidi 

dengm harga yang mahal dari yang sudah ditentukan oleh pernerintah. 

Sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang petani di Nagari Pauh Karnba, 

"Pernah kami membeli pupuk lip. 180.000/karung. Itu kan sebenarnya sudah 

diluar kemempuan petani". "Adapun program pupuk bersubsidi memang sudah 

berjalan sekitar 3 tahun terakir, tapi belurn banyak membantu. Jatah yang 

diberikan selalu belurn mencukupi kebutuhan. Mengkin karena banyak banyak 

permaianan didalarnnya yang tidak kita mengerti. Buktinya meskipun karungnya 

berrnerek pupuk s s bersubsidi kami tetap beli dengan harga tinggi sampai 

Rp.90.000/karung". 



Di Nagari Cupak Kabupaten Solok, kelengkaan pupuk bersubsidi juga 

menjadi rnasalah utama bagi petani. Petani di daerah ini rnenyadari bahwa 

pemberian pupuk bersubsidi merupakan program yang di oerintasikan untuk 

memberikan kemudahan bagi petani rnemperoleh pupuk dengan harga - .  yang bisa 

dijangkau oleh petani. Namun dalam praktiknya petani rnengakui sering dijadikan 

objek bisnis dan bodoh-bodohnn oleh distributor ataupun pengecer pupuk. 

Sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang petani; 

"Sering tejadi pupuk bersubsidi yang datang kewilayah mereka setelah sampai 
didistributor di droop ke pihsk-pihak yang mau membayar dengan harga lebih 
mahal seperti perkebunan snwit. Kondisi ini hampir terjadi di setiap daerah. Kasus 
ini hampir dapat dikatakan sebagai rahasia umum namun belum ada solusi yang 
berarti untuk mengatasi kesulitan rnernperoleh pupuk serta kong-kalingkong yang 
menjadi penyebabnya". 

Pet'mi lainnya di Nagari Cupak mengatakan "PTS ini sangat banyak butuh 

pupuk, sementara pupuk adalah barang yang sangat susah kita peroleh", "kadang 

sudah hnmpir berbuah padi, pupuk belurn juga datang", PTS ini seminggu sudah 

ditanam sudah harus di pupuk. Se lma  ini kan kami petani ini selalu teraniaya 

karena pupuk sulit didapat". Kelangkaan pupuk bersubsidi ini juga diakui oleh 

petani lainnya sebagai salah satu bentuk tekanan . yang . berat, karena selain berkibat 

kepada gagal panen, hasil panenpun juga tidaE. bisa dipergunakan untuk 

memperbaiki ekonomi keluarga, bahkan hasil panen diperuntukan untuk 

membayar hutang saja, sebagaimana diungkapkan salah seorang petani di Nagari 

Cupak. "bagairnana petani bisa sejahtera. harga pupuk mahal, sudah itu sulit 

diperoleh sehingga hasil padi tidak bisa maksimal", " pernah padi kami tidak dapat 

pupuk sarna sekali, sehingga saat panen hasil panen kami habis untuk membayar 

hutang saja", untuk makan dan bertanam berikutnya,, buat lagi hutang baru selalu 

seperti itu". 

Di Nagari Aia Manggih Kabupaten Pasarnan, petani mengakui juga 

mengalamai kesulitan d a l m  rnemperoleh pupuk bersubsidi. Jikapun ada petani 

merasakan pupuk tersebut tidak sesuai dengan jumlah kebutuhan petani. Petani di 

daerah ini menyadari bahwa untuk mendapatkan pupuk bersubsidi, petani harus 

menjadi anggota dalarn suatu kelompok, melalui kelompok tersebutlah kemudian 

pemerintah menyalurkan pupuk bersubsidi. Namun. demikian, setelah menjadi 

anggota kelompok tani, petani di daerah ini belurn memperoleh pupuk bersubsidi 



sebagaimana yang dianjurkan pemerintah. Merasa kebutuhannya tidak terpenuhi, 

beberapa orang petani memutuskan untuk keluar d , i  kelompok tani dan bersuha 

dengan inisiatif sendiri untuk mengelola sawahnya. Sebagaimana diungkapkan 

salah seorang . petani - di Nagari Aia Manggih: - ., 

"Permasalahan lain yaitu ketersediaan pupuk yang tidak sesuai dengan kebutuhan 
petani untuk mengolah sawahnya. Saya dulunya &if dalam kelompok tani, 
karena kata orang-orang dengan masuk kelompok tani kita bisa dapat papuk 
bersubsidi. Tapi setelah kami terlibat di dalamnyq ternyata pupuk tersebut lambat 
sarnpainya kepada kami. Akhirnya kami melnutuskan untuk secara mandiri 
menyelesaikan masalah pertanian ini, karena tidalc ada Iagi pihak yang dspat 
diharapkan". 

Di Nagari Minagkabau. Kabupaten Tanah Datar ketersediaan pupuk 

bersubsidi juga tidak memadai, meskipun petani di daerah ini sudah memesan ke 

pihak distributor jauh hari sebelumnya melalui kelompok tani. Sebagaimana 

diungkapkan oleh salah seorang petani; 

",.Saat kita memerlukan pupuk, pergi ke kios, persedian pupuk tersebut tidak 
ada, padahal pupuk tersebut telah jauh-jauh hari dipesan melalui kelornpok tani, 
masalah yang seperti ini sering te rjadi. Keadaan ini hanya bisa kita terima, hingga 
menunggu sampai pupuk itu datang. Tentr~nya kondisi ini merugikan karni, 
sehingga akhirnya panen padi tidak rnernuaskan hasilnya". 

Ekspelctasi petani di Surnatera Barat mendapatkan kemudahan dalam 

meningkatkan hnsil sawah melalui pupuk bersubsidi sangat besar kepada 

pemcrintah. Oleh karena itu, di lapangcan pemerintah tidak banyak memperoleh 

harnbatan berarti dalam menerapkan kebijakan ini. Akan tetapi, seperti yang 

disadari oleh petani bahwa penerapan kebijakan ini tidak diikuti oleh goodwill 

pemerintah untuk menuntaskan masalah yang dihadapi petani secara kongkrit. 

Fenomena ini tercermin dari rendahnya tingkat akseptabilitas dan pengawasan 

pemerintah dalam memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi sebagaimana yang 

dibutuhkan petani. Rendahnya ketersediaan pupuk dan harga pupuk diluar 

kemarnpuan petani untuk membeli, tidak rnemberikan kesempatan kepada petani 

u n a  menentukan alternatif terbaik dalarn rnencukupi ekonomi keluarga. Kondisi 

seperti inilah yang kernudian mendesak petani di Simatera Barat untuk bersikap 

rasional dalam membuat keputusan. 

Dalam ker'mgka petungkatan taraf hidup petani, tentunya bukanlah 

merupakan keputusan yang mudah bagi . petani . untuk memilih alternatif tertentu 

dalam mengatasi persoalan yang di hadapi. Akan tetapi, sebagian besar petani di 



Stunatera Barat telah memilih untuk menentukan cara terbaik mengatasi 

masalahnya sendiri di luar kerangka kebijakan pemerintah. Pengolahan sawah 

dilakukan dengan cara sendiri secara konvensional seperti yang sudah dilakukan 

sebelurnnya, sebelum adanya intervensi pemerintah. Seperti inilah rasionalitas 

yang diperlihatkan oleh petani di Sumatera Barat. 

Ketiga, artikulasi nilai-nilai ke-Minangkabu-an pada dasarnya telah 

memposisikan proses pengelolaan sawah sebagai tanggun+wab bersama dan 

melekat dalam kehidupan petani di Sumatera Barat. Dengan artikulasi seperti itu 

petani subsisten lebih mudah mengatasi pennasalahan yang dihadapinya, karena 

masalah sawah tidak menjadi tanggungjawab petmi secara individu. Setidaknya 

ini juga yang menjadi espektasi petani ketika kebijakan pemerintah benar-benar 

menjadi alternatif dalarn meningkatkan kesejahteraan ekonomi petani. Oleh 

karena itu, kebijakan pemerintah tersebut dimaknai sebagai artikulasi petani 

subsisten dalam pengelolaan sawah. Konsekuensi 1tebi.jakan dalarn ha1 ini tidak 

hanya menjadi tanggungjawab petani tetapi men~pakan interaksi berkelanjutan 

dari pemerintah dengan memfasilitasi petani menyelesaikan permasalahan yang 

dihadapi. Oleh karena itu, apapun kebijakan terhadap petani di Surnatera Barat 

hLuuslah dimaknai sebagai upaya mengkerangkai nilai-nilai ke-Minangkabau-an 
7 .  

dalarn memperbaiki t d  lidup petani. 

Dalarn lingkungan kehidupan bermasyaraka.t orang Minang kabau, nilai- 

nilai ke-minangkabau-an dalarn struktur masyarakatnya dikenal adanya pemangku 

adat (niniak mamak) sebagai salah satu pilar penting dalam kehidupan 

rnasyarakat. Pemangku adat mempunyai antusiasme tinggi dalam proses 

pengolahan maupun pembukaan sawah baru, sehingga tidak ada sawah-sawah 

yang terlantar. Dalarn konteks demikian, petani menempatkan diri sebagai bagian 

yang terfasilitasi dalam benhlk yang lebih konghrit. Petani tidak saja menjadi 

penting dalam menempatkan anhlsiasme pemangku adat tersebut, tetapi juga ikut 

memprakarsai proses yang berlangsung secara moral, sehingga tedtualisasi 

dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang membedakan tradisi petani dalam 

lingkup nilai-nilai ke-Minangkabau-an dengan proses yang berlangsung ketika 

pola hidup masyarakat mengalami perubahan dan terutama disebabkan oleh 

besarnya pengaruh kebijakan pemerintah terhadap petani di Sumatera Barat. 



Terjadinya perubal~~ul tardisi petani di Swnatera Barat, nampaknya 

berkaitan dengan kondisi ekonomi yang dihadapi oleh petani. Proses ini 

sebenarnya tidak benar-benar murni oleh kondisi yang dialarni petani tetapi juga 

karena perubahan iklirn dan kebijakan ekonomi pemerintah. Kondisi alam yang 

berubah (baca iklim) menyebabkan pola bertanarn petani mengalami perubahan 

yang drastis bahkan seringkali terancam gaga1 panen, itu artinya juga akan 

mempengaruhi ekonomi petani subsisten. Sementara itu, program ekonomi 

pemerintah memberikan alternatif ban1 bagi petani untuk bersikap lebih rasional. 

Per,o;umulan dengan masalah ini, petani di Sumatera Barat perlahan-lahan mulai 

mengakomudasi kebijakan pemerintah dengan segala konsekuensinya. Dan 

sekaligus menjadi awal kecenderungan peralihan perhatian dan ekspektasi petani 

terhadap pemerintah. 

Pertama, adalah mulai bergesernya makna tradisi balarnbe hnri dimana 

mulai berkurangnya antusiasme pemangku adat dalam pengolahan dan 

pembuknan sawall  ban^. Petani di sumntera Barat rnengakui dewasa ini pemangku 

adat dalarn banyak ha1 tidak memiliki peranan yang kuat dalarn memprakarsai 

masalah-masalah yang dialarni oleh petani. Sebagaimana diungkapkan oleh Petani 

di Nagnri Pasar Ban! Kabupaten Pesisir Selatan, "Yiniak marnak, tidak ada 

urusatlnya dengan kegiatan pertanian ke sawah, yang ada hanya untuk urusan 

perkawinan atau untuk baretong". 

Namun demikian, petani di Sumatera Barat mengakui bahwa sirnbol- 

simbol . yang - sering digunakan pemangku adat unttlk melakukan pertemuan- 

pertemuan sebelum tun111 ke sawah sampai saat ini masih dipergunakan. 

Misalnya, sampai saat ini masih dilakukan pertemuan antar sesarna petani 

sebelum turun ke sawah dengan memanfaatkan media tradisional, seperti 

masjid/mushalla. Sebagaimana diungkapkan ole11 salah seorang petani di Nagari 

Aia Manggih Kabupaten Pasaman; " Pemerintah menginformasikan segala 

sesuatu yang terkait dengan pelaksanaan program program tertentu, diumumkan 

dirnesjid, kemudian petani dikumpulkan, dan disanalah disosialisasikan cara 

bertanam dengan pola tanam sebatang tersebut. Program lain seperti pupuk 

bersubsidi juga seperti itu, melalui kemopok tani petani baru dapat 

mengaksesnya". 



Begitu juga yang dialami petani di Nagari h4in.angkabau Kabupaten Tanah 

Datar, bahwa program atau kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah tersebut, 

disosialisasikan tnelalui berbagai media di nagari minangkabau. Seperti 

rnemanfaatkan sarana di mesjid untuk menginformasikan ke masyarakat luas, 

berkumpul di mesjid dan mengefektikan keberadaan kelompok tani. Seperti yang 

telah disampaikan salah seorang petani; " Periode satu kali dalam lima belas hari, 

di rnesjid diumumkan bahwa anggota kelompok tani berkumpul dan rapat untuk 

rnembahas masalah-masalah pertanian. Melalui perkumpulan itulah informasi 

terkait kegiatan pertanian disarnpaikan". Petani lainn.ya juga mengungkapkan, " 

jika ada program baru, karni berkurnpul bersama-sama, di dangau atau di mesjid. 

Orang kantor (PPL) tersebut datang dan menginfomasikan program tersebut 

kepada karni. Sepcrti yang terjadi beberapa waktu lalu, pada program pati tanam 

sebatang, mereka mengajarkan lansung kepada kami. Sehingga kami mengerti 

model seperti itu. Setelah itu rnereka meniniau sesekali peke jaan karni, bagus 

b tau tidnk". 

Kedua, petani menyadari bahwa alternatif untuk menerima kebijakan 

pemerintah &an berdampak kepada bentuk pengolahan sawah dari ekonomi 

subsisten (ekonomi keluarga) menjadi petani . yang . menerima berada dalam 

pengaturan yang rnengatur hubungan diantara petani ole11 penguasa (pemerintah) 

yang tidak dimiliki oleh petani di Sumatera Barat. Pengharus-utarnaan petani 

untuk masuk dalam kelompok petani mempakan bentuk penguasaan baru atas 

petani dalam meningkatkan kesejahteraan ekonorni keluarga. Akibatnya 

pernaknaan sawall sebagai bagian dari kelcdupan bersana dan dikelola bersarna 

telah mengalami proses rekonstruksi dan bernilai ekonomi dalam kehidupan 

petani di Surnatera Barat. Petani rnengakui pengelolaan sawah dilakukan sendiri- 

sendiri sesuai dengan kemampuan untuk membeli dan menanam benih. Turun ke 

sawah dilakukan secara sendiri. Menurut petani di Nagari Minangkabau 

berkurangnya pelaksanaan tradisi petani Minangkabau disebabkan karena: 
9 ,  Sekarang, banyak yang memikirkan soal biaya dalam rangka mengadakan 

acara-acara adat tersebut. Misalnya dahulu kalau hendak turun ke sawah, 
dhdnkan mskan bersarna dengsn orzng sumandan, dsn membawa nasi ke saw&. 
Sekarang tidak ada lagi yang seperti itu, turun ke sawah secara sendiri-sendiri. 
Kalau sawahnya telah mantap untuk digarap, baru dilakukan kegiatan 
penanaman. Bahkan sekarang ada jugs yang diupshkan, rnulai dari mernbajak 
hingga masa panen tiba, yang punya lalian tinggal menerima hasilnya saja". 



Ketiga, pengelolaan sawah yang dilakukan secara gotong royong juga 

sudah mengalami perubahan drastis. Petani subsisten mengakui, makna gotong 

royong dalam pengelolaan sawah dewasa ini lebih bersifat individual dan lebih 

sering dimaknai secara ekonomi. Banyak aktivitas gotong royong yang 

dilaksanakan dilaksanakan dengan sistem upah. Sebagaimana diungkapkan salah 

seorang petani di nagari Pauh Karnba Kabupaten Padang pariaman: 

" Gotong royong itu lebill menguntungkan. Tapi ltan ha1 it11 sekarang sudah tidak 
ada lagi. Kalau gotong royong kan kita tidak rnembayar apa-apa, hanya tenaga 
kita saja yang keluar. Sekarang kalau rnenggarap sawah kadang kami berhutang 
ke tukang mesin "rnanjnja" (mesin bajakltraktor), tukang mesin "mniriak" 
(rnesin pemisah padi dnri batangnya). Kalau dulu setelah panen, padi bisa dibawa 
pulang. Tapi sekarang saat panen, setelah mairiak, padi bisa habis disawah saja 
untuk mernbayar hutang-hutang padang tukang mesin". 

Di Nagari Cupak Kabupaten Solok, substansi gotong royong dalam tradisi 

turun ke sawah dalarn konteks ke-Minangkabau-an jugs sudah rnulai ditinggalkan 

meskipun diakui oleh sebagian petani mash dilakukm tetapi d a l m  konteks yang 

berbeda. Gotongroyong sekarang dimaknai sebagai aktivitas yang bernilai 

ekonorni, oleh karenanya gotong-royong dilaksanakan dengan sistem upah. 

Sedangkan dalam tradisinya dahulu lebih bersifat tanggungjawab . .  
, .  

moral dan 

berorientasi kepada ekonon~i keluarga (subsisten). Konsekuensi dari perubahan ini 

tercermin dalarn sikap petani ketika akan turun ke sawah, seperti mengupahkan 

peke jaan sawahnya kepada orang lain. Dalam kontelcs seperti ini, turun ke sawah 

ditentukan oleh kemampuan ekonorni (baca modal) , .  pet& mengolah sawah, 

sedangkan bagi petani yang belum rnerniliki modal bel~un bisa turun ke sawah, 

jadi tidak heran kemudian ada diternui sawah-sawah yang terlantarkan. Menurut 

salah seorang petani di Nagari Cupak, 

" Banyak diantara rnasyarakat petani yang tidak lagi meganggap turun kesawah 
bersarna-sarna itu penting, dengan kalkulasi. ekonomis rnereka jadikan 
pertimbangan mendorong mereka menyimpu1ka.n bahwa mengejakan sawah 
secara bet-kongsi (bersama) tadi tidak lagi menpntungkan dan mernbuang lebih 
banyak waktu dan tenaga karena mesin dapat membuatnya lebih efektif dan 
cepat. Petani lainnya juga menungkapkan, "Kalau dahulu petani disini turun ke 
sawak bersama (serentak), tetapi sekarang susah untuk diserantakkan karena 
siapa yang dekat dengan aikan air bjsa turun iebih dulu untuk rnenggarap 
sawahnya sehingga ada yang bisa rnenggarap sampai tiga kali musim tanam". 



Di Kabupaten Padang Pariaman, gotong royong dalam tradisi bertani juga 

sudah mulai berkurang, faktor yang ikut mempengaruhinya adalah mulai 

m~mculnya sikap individual masyarakat, masyarakat petani mulai merniliki 

kesibukan lain diluar bertani yang membuat mereka kekurangan waktu untuk 

tunm kesawall secara langsung, ada juga y a ~ g  sebnbkan oleh semakin sedikit 

anggota keluarga dan rnasyarakat petani yang menet2p di karnpung halamannya 

(pergi merantau) sehingga orang-orang yang tunlt serta bergotong royong menjadi 

berkurang. Disamping penyebab-penyabab yang berasal dari dinarnika atau 

perubahan sosial rnasyarakat petani tersebut, kebijakan dan program pemerintah 

serta berbagai teknologi modern dalam bidang pertanian ikut menggeser eksistensi 

nilai kegotongroyongan tersebut. Upaya-upaya pemerintah untuk meningkatan 

produktifitas pertanian dengan program pemberian bantuan peralatan modem 

seperti mesin-mesin (teknologi pertanian) kepada masyarakat tradisonal untuk 

menggarap sawah. (wawancara dengan salah seorang petani di Nagari Pauh 

Kamba, Kabupaten Padang Pariaman). 

Ke-empat, Nilai-nilai spritual yang diyakini dalam kehidupan bertani di 

Surnatera Barat seperti ritual-ritual adat turun kesawah, ritual ratik tulak bala dan 

ritual masa penen (mnnyabik) dimasa larnpau juga sudah mulai banyak 

ditinggalkan. Narnun demikian, tradisi ini masih ada diselenggarakan oleh petani 

dalarn mengolah sawahnya. Berkurangnya intensistas tradisi disebabkan oleh 

penlbahan pola pikir petani terutama diterirnanya kebijakan pemerintah dalam 

mengolah sawah. 

Kebijakan pemerintah dalam pengol'ahnn saw,&, seperti pengendalian 

hama dengan teknologi pertanian dan racun-racun hama yang memperlihatkan 

darnpak instan dalam mengatasi masalah pertanian sangat diterima petani di 

Surnatera Barat. Banyak petani yang mengakui kebijakan pemerintah cukup 

membantu upaya-upaya petani mengatasi harna tanaman. Namun demikian, 

pelaksanaan kebtiakan pemerintah masih belurn optimal dalam mengatasi hama 

tanaman. Pola sawah d m  jenis hama yang dihadapi selringkali menyulitkan petani 

dalarn menerapkan kebijakan pemerintah. Misalnya, Program TPS sangat rentan 

terhadap harna tikus, siput atau keong emas dan sebagainya. Sementara itu, upaya- 



i upaya pernerintah rnenagani masalall ini belum optinla1 seperti petani melakukan 

I tradisi tulak bala Sebagairnana diungkapkan oleh petani. 

"Dari yang kami perhatikan, hama tikus itu kalau diburu akan menjadi lebih 
mengganas wabahnya. Dengan tradisi kami, hama-hama itu kami yakini dapat 
dihindari dengan tradisi ratik tulak bda. Hal ini kami yakini dan rasakan 
manfaatnya bagi keselamatan padi kami". 
Perubahan tradisi Minangkabau dalam bertaxli juga dirasakan oleh petani 

/ di Nagari Aia Manggih Kabupaten Pasarnan. Saat ini tradisi tulak bola 

I intensitasnya sudah berkurang, d m  masih ada petani yang rnelaksanakannya. Hal 
I 

j ini disebabkan karena adanya racun tanaman dan benlbahnya pola pikir petani. 

"Sebelum turun ke sawall dahulunya karni percaya dengan mengadakan kegiatan 
tolak bala. Tapi sekarang tradisi itu tidak lagi dilakukan orang karena sudall ada 
obat racun yang mampu mengatasi masalah-masalah pertanian. Keadaan telah 
modem. Cara-cara tradisional telah mulai ditinggalkan, meskipun tidak 
sernuanya. Seperti, mernbersihkan b a d a  dilakukan secara sendiri-sendiri, tidak 
lagi gotong royong. Himbauan tunin ke sawah hanya sebatas kepada orang-orang 
atau petani yang lokasi lahannya berdekatan". 

I 
I 

Sementara itu, kecenderungan untuk rne1,aksanakm ritual tulak bala 

/ dikalangan petani dapat dianggap sebagai salah satu bentuk rasionalitas petani 

I dalarn menyikapi kebijakan pernerintah. Metode yang diperkenalkan pemerintah 

I untuk memberantas hnma dianggap belum mambantu masalah petani secara 
, .  - - 

/ komprehensif d m  sulit untuk diterapkan. Sernentara itu, pelaksaan ritual tulak 

I bnla lebih mudah dan memberikan manfaat yang nyata bagi petani. Sebagaimana 

/ diungkapkan oleh Buyuang Sari; 

"Dnri pernerintnh banyilk petujuk-petunji~k (program) yang diberikan. Tapi 
prosedur pelaksanaannya banyak tidak jelas bagi petani. Seperti pernberantasan 
hama, tidak jelas racun yang akan digunakan". Pengentasan hama tikus oleh 
pernerintah dilakukan dengan "program berbun~ tikus". Sementara dari yang 
karni perhatikan, hama tikus itu kalau diburu akan rnenjadi lebih mengganas 
wabahnya. Dengan tradisi kami, hama-harna ibl kami yakini dapat dihindari 
dengan tradisi "ratik tulak bala". Hal ini kami yakini dan rasakan manfaatnya 
bagi keselamatan padi kami. 

Pelaksmaan tolctk hala untuk membslsn~i hama mslsih dilakssltiakai karma 

petani beranggapan pemerintah belurn melakukan pembasmian hewan penganggu 

: secara massif,  d m  masill rendahnya respon pernerint'ah terhadap masalah ini. 

Sehingga dal'vn rnenghadapi masalah ini petani melakukan sendiri melalui tolak 

/ baZa, sebagaimana dikemukakan Emi salah seorang petani di Nagari Aia 

1 Manggih; 
I 



"Banyak hewan pengganggu di sawah kami, seperti tikus, babi dan unggas yang 
"menghabiskan" padi kami. Kalau dahulu ada tradisi tolak bala untuk menangkal 
adanya pengganggti tanaman, kalau sekarang haerya rnemasang knuah padi, 
berdoa ke mesjid dan diberinya obat. Jikapun ada. penyemprotan itu dilakukan 
oleh petani sendiri, tidak rnernanfaatkan jasa PPL. Disini belum ada pembasmian 
hewan penggangsu yang dilakukan oleh PPL,. Jadi sernua karni yang 
mengupayakan, karena kami sendiri masih bisa mengatasi permasalahan yang ada 
dan muncul" 

Lebih Ianjut diungkap Emi; 

"Masalah pertanian seperti tikus penyerang tanaman banyak di lokasi ini, tapi 
kami mengatasinya sendiri. PPL tidak ada datang ke lokasi kami untuk meninjau 
masalah pertanian. Kalau ada pennasalahan pertanian, kami tidak ada 
mengadukan ke pihak pemerintah, karena tidak ada respon yang bersifat 
membantu. Pernah saya mengadukan ke pak wali. Tapi mereka hanya menyuruh 
kami menunggu". 
Hal yang menarik dari temuan di atas adaRah disamping berhadapan 

dengan perubahan kondisi alam, petani di Sumatera Barat juga mengalami 

tekanan dari pemerintah melalui kebijakan penin&atan kesejahteraan yang 

pelaksanaannya cenderung men-generalkan permasalahan yang dihadapi petani di 

seluruh daerah Surnatera Barat. Tanam padi sebatnng merupakan salah satu 

bentuk generalisasi pemerintah di berbagai daerah kabupaten, padahal sejak lama 

masing-masing daerah kabupaten tersebut memiliki kmaktersitik dalarn pertanian. 

Narnun demikian, dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi, 

petani memiliki orientasi sendiri disamping menerima dan melaksanakan - .  
kebijakan pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani. Dalarn hal 

ini, orientasi petani lebih banyak dipengan~hi oleh nilai-nilai ke-Minangkabau-an 

yang pernah dimanifestasikan dalam tradisi balambe hari. Meskipun banyak 

perubahan dan tekanan yang dialarni petani dalarn mengolah sawah, tradisi 

balnrnbe hnri tetap dilaksanakan meskipun suasana batin dari tradisi ini sudah 

jauh berbeda. Dalam kerangka demikian, maka penelitian ini menemukan bahwa 

sikap rasionalitas petani di Sumatera Barat terhadap kebijakan pemerintah sangat 

dipengaruhi oleh tradisi balambe hnri. Oleh karena itu, dalarn rangka 

mempermudah implementasi kebijakan pemerintah di bidang pertanian, 

pemerintah perlu mempertimbangkan bentuk kearifan lokal ini, sehingga 

mendapatkan duhxngan yang luas dari petani. 



Upaya untuk mendapatkan dukungan yang luas dari petani atas kebijakan 

yang dibuat oleh pemerintah, dapat dilihat dari beberapa kecenderungan 

rasionalitas petani dalam menyikapi kebijakan pemerintah, yakni; 

Pertama, petani menerima dan melaksancakan kebijakan pemerintah. 

Dalarn konteks ini, kebijakan tentang PTS, pupuk bersubsidi pada dasamya 

mendapatkan dukungan yang luas dari petani. Karena petani merasa diuntungkan 

oleh kebijakan pemerintah sehingga dalam pelaksanaannya juga mendapatkan 

dukungan dari petani. ha1 ini tercermin dari kesungguhan petani untuk 

melaksanakannya dihampir seluruh daerah di Surnatera Barat. 

Kedua, petani menerima dan mendukung kebi-jakan pemerintah, tetapi 

mempertanyakan irnplementasi kebijakan. Secara kontekstual petani merasa 

diuntungkan oleh kebijakan tetapi dalarn memecaldcan masalah-masalah yang 

dihadapi petani belum didukung oleh kebijakan yang ada. PTS dinilai 

menguntungkan petani tetapi dalarn pelaksanaannya memiliki banyak 

keterbntasan, antara lain topologi sawah yang tidak snma sehingga mempenganlhi 

jenis dan kualitas tanaman tertentu. PTS disatu sisi sangat membutuhkan pupuk 

yang banyak, tetapi distribusinya tidak memadai sesuai dengan kebutuhan petani. 

Disisi lain b~myak daerah yang topologi sawahnya berbandar langit sedangkan . - 
PTS sangat membutuhkan irigasi yang memadai. Disarnping itu kualitas PTS 

tidak lebih bagus dari bibit lokal yang selama ini climiliki petani, seperti bareh 

solok yang kualitasnya baik dan tidak pernah terpengaruh oleh pasar. 

Keterbatasan-keterbatasan kebijakan tersebut menyebabkan petani disumatera 

Barat rnemili h alternati f lain seperti melaksanakan cara-cara ymg lama dalam 

tradisinya. 

Ketiga, petani merasa bahwa kebijakan pemerintah tidak menguntungkan 

petani sehingga petani memutuskan untuk tidak menerima dan melaksanakan 

kebijakan. Dalarn konteks ini, banyak betani yang merasa tidak puas dengan PTS, 

pupuk bersubsidi yang parsial sehingga memutuskan untuk keluar dari kelornpok 

tani, dan mengolah secara sendiri sesuai dengan tradisi dahulunya. Secara ringkas 

orientasi petani Sumatera Barat dapat di petakan sebagaimana terlihat pada 

matriks di bawah ini: 



Tabel 2: Predisposisi (kecenderungan) petani 
Terhadap Kebijakan Pemerintah di Sumatera Barat 

Kecentlerungan Persepsi 
..Menerima. ... - . , : .  . :dan , rnclaksanakan . ,kebi.jakan .-.,Kebijakan .:secara ,rasional;,-menguntungkan 

. . .  .. 1 . . . _ . .  . . . . _ . . . . . . .  . . , .  . 

:pemerintall.:.! ': :';,,:.',.: ,,.: ; ..):;:,:' .>.!...,..'........ . . . . . . . . .  ;:-: .:. .r,.;'5 ; . ;  petan^;< an^;<^,^,; .... : ;':;:: . . ;:, i,:::;;'';;; . . . . . . . . . . . . . . . .  ;::~':.~/'~:.~~;:;:,~::.,' ;, ... 

Menerima dan mempertanyakan ~ebijakan disatu sisi dianggap 
implementasi kebGakan menguntungkan, tetapi pada sisi lain tidak 

mengakornudasi nilai-nilai dan 
. . .  ..-. karakteristik lokal 

'Menolak kebijakan . . , ' . . . .  , , ~ ~ b i j ~ ~ ' & : d i ~ ~ ' ~ ~ I j ' , : t i ~ ~ k . , ~ ~ ~ ~ d ~ ~ ~ ~ k ~ ~  . . . . . . . . . .  
. . . I  ' ,  , . . . . . . .  . , . . . .  . . .  . . . . . . .  , .  . ' I  . , .  , .. D'&anl .; . ,: ;. . . . . . .  4 . . . . . " . . . . . . . . .  . . .  

D. Penutup 

A. Kesimpulan 

Sesuai dengan temuan penelitian pada tahap I ini, maka dapat disimpulkan 

sebagai berilct~t: 

1. Sawah merupakan bagian terpenting bagi masyarakat Minangkabau, dan 

dalam masyarakat tradisonal sawah dimaknai juga sebagai sumber pokok 

ekonomi keluarga dan kemakrnuran. Arti penting sawah tersebut selama 

ini dimanifestasikan ke dalam bentuk tradisi bertani dalam mengolah 

sawah yang dikenal dengan tradisi balambe hari. Tradisi ini telah 

melembaga dalam kehidupan petani secam turun temurun di Sumatera 

Barat 

2. Tradisi balambe hari merupakan salah s a k  bentuk kearifan lokal dalam 

tradisi bertani subsisten di Sumatera Barat. Dengan balambe hari ini, 

petani secara fundamental menggariskan pengolahan sawah sebagai bagian 

dari tangungjawab bersama, sehingga dalanl prakteknya tidak ada sawah 

yang terlantarkan. Balambe hori juga menjadi sarana interaksi dan 

kornunikasi serta wadah unttdc mengaktualisasikan kebutuhan dan 

kepenting'm antara sesama petani dalam proses pengolahan sawah. Oleh 

karena itu, nilai-nilai yang ada dalarn tradisi bnlambe hari sangat 

menentukan bagimana respons politik petani di Sumatera barat terhadap 

kebijakan pemerintah. 

3. Petani di Sumatera Barat dalam mengolah sawah juga sudah mengalami 

proses modernisasi yang disebabkan oleh perubahan kondisi alam, 



I 
kebijakan pemerintah dan pola pikir petani dalarn mengolah sawah 

1 
mereka. Diantara proses modernisasi tersebut, kebijakan pemerintah yang 

I bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani memiliki peranan yang 
! 

1 besar dan mendasar memberikan pengaruh bagi petani. Determinasi 

l pemerintah menyebabkan tradisi balcrmbe hari perlahan-lahan 

I ditinggalkan oleh petani. Namu demikian, kebijakan pemerintah tersebut 
I 
I tidak benar-benar dapat mendeterminasi pola pikir petani dalam mengolah 
< 
d sawah. Kenderungan ini terlihat ketika petani secara rasional menempuh 

I berbagai alternatif untuk menyesuaikan din dengan berbagai perubahan 

yang terjadi dan kembali melaksanakan tradisi bnlnmbe hari meskipun 
, 
1 
I suasana bantinya sudah mengalami pergeseran nilai. 
1 B. Saran 

1. Dikarenakan balambe hari merupakan sebuah bentuk kearifan lokal, maka 

sudah semestinya tetap menjadi perhatian utama bagi pemerintah dalam 
I membuat kebijakan tertentu. Pemerintah sebaiknya mengakomudasi nilai- 

nilai ke-Minangkabau-an dalarn tradisi balambe hari yang selama ini 

dinilai sangat bermanfaat bagi petani di Sumatera Barat dalam mengelola 

1 sawah. Dengan demikian, dukungan petani terhadap implementasi 
I 
I kebijakan pemerintah di bidang pertanian akcm semakin luas dan lebih 
I 
I bai k. 
, 

3. Sebaliknya, pemerintah dapat memforrnulasikan kebijakan tertentu agar 
i kebijakan pemerintah dibidang pertanian mudc* diirnplementasikan. 
I 

rnisalnya hlemperhatikan karakteristik alam dan tipologi sawah yang ada 

di Sumatera Barat, sebaiknya pemerintah memfasilitasi dan memberikan 

kesempatan yang luas kepada petani untuk menentukan sendiri jenis bibit 

dan memilih cara produksi sendiri. menjamin ketersediaan air dan 

1 kesuburan tanah, rnelakukan pengacvasan yang ketat terhadap harga dan 
I 

distribusi pupuk bersubsidi karena kebijakan p e m e ~ t a h  selarna ini 

! 
i membuat petani sangat tergantung kepada pupuk bersubsidi. 

I 3. Duhwgan terhadap pelaksanaan tradisi balambe hari dan adanya 

i formulasi kebijakan tertentu &an mempermudah dalarn memetakan model 

i 
t 



respons politik petani terhadap kebijakan publik di Sumatera Barat. Untuk 

itu, pemetaan model ini akan dilakukan pada penelitian tahap 11. 
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SINOPSIS PENELITTAN 

Hasil penelitian tahun I menujukan bahwa bahwa petani subsisten di 

Sumatera Barat memiliki tradisi yang disebut dengan balambe hari. Tradisi 

balambe hari merupakan salah satu bentuk kearifiin lokal dalam tradisi bertani 

subsisten di Sumatera Barat. Dengan balumbe hari ini, petani secara 

fundamental menggariskan pengolahan sawah sebagai bagian dari tangungjawab 

bersama, sehingga dalam prakteknya tidak ada sawah yang terlantarkan. Balarnbe 

hari juga menjadi sarana interaksi dan komunikasi serta wadah untuk 

mengaktualisasikan kebutuhan dan kepentingan antara sesama petani dalarn 

proses pengolahan sawah. Oleh karena itu, nilai-nilai yang ada dalam tradisi 

balarnbe hari sangat menentukan bagaimana kencenderungan (predisposisi) 

petani dalam merespons kebijakan pemerintah (pemda) di Surnatera Barat. Inilah 

yang menjadi dasar pembentukan respons politik petani yang biasanya 

diwujudkan dalam bentuk pemungutan suara (voting). 

Petani di Sumatera Barat dalam mengolah sawah juga sudah mengalami 

proses lnodernisasi yang disebabkan oleh perubahan kondisi dam, kebijakan 

pemerintah dan pola pikir petani dalam mengolah sawah mereka. Diantara proses 

modernisasi tersebut, kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan petani memiliki peranan yang besar dan mendasar memberikan 

pengaruh bagi petani. Deterrninasi pemerintah menyebabkan tradisi balambe huri 

perlahan-lahan ditinggalkan oleh petani. Narnun demikian, kebijakan pemerintah 

tersebut tidak benar-benar dapat mendeterminasi pola pikir petani dalarn 

mengolah sawah. Kecendcrungan ini terlihat ketika petani secara rasional 

menempuh berbagai alternatif untuk menyesuaikan diri dengan berbagai 

perubahan yang terjadi dan kembali melaksanakan tradisi balambe hari meskipun 

suasana bantinya sudah mengalami pergeseran nilai. 

Seperti yang dipahami sebenarnya banyak faktor yang turut 

mempengatuhi kecenderungan perilaku seseorang dalam proses politik. Bisa saja 

perubahan nilai-nilai politik yang diyakini sejak kecil melalui proses sosialisasi 

yang gradual dan intens bisa berubah seketika. Ataupun sebaliknya, keyakinan 

terhadap nilai-nilai politik tersebut muncul setelah mengalami suatu peristiwa 



politik yang luar biasa. Fenomena ini dapat dipahami dengan melihat pada 

kondisi lingkungan sekitar individu yang dianggap dapat menjadi pendorong 

perubahan kecenderungan tersebut. Penelitian ini berasumsi bahwa, faktor 

eksternal seperti balarnbe I~ar i  (nilai-nilai yang bemda dalam lingkungan mereka) 

menjadi sesuatu yang krusial dalam pembenhkan kecenderungan dalam 

menganalisa perilaku voting seseorang. Stimulus yang diterima dan respons yang 

diberikan seseorang berada dalarn suatu lingkungan yang akan mempengaruhi 

manifestasi sikap politik mereka. 

Sehubungan dengan itu, maka fokus penelitian pada tahun kedua akan 

melihat sikap dan tindakan petani (respons dalam bentuk voting) ketika pemilu 

atau pilkada di adakan. Ini karena sikap hanya dapat diketahui dengan melihat 

tindakan (dalam bentuk voting) dalain surat suara (ballot). Ini terkait dengan sikap 

petani tersebut, apakah akan mendukung atau nlenolak kebijakan di bidang 

pertanian yang dijadikan isu dalam pemilu atau pilkada. Oleh karena itu, ada 

beberapa masalah penting yang akan di kaji dalam penelitian tahun kedua ini. 

Pertama, Bagaimanakah sikap petani dalam merespons kebijakan pemerintah 

(pemdn) dalnm bidang pertnnian? Apakah siknp tersebut dapat dijadikan alasan 

oleh petani untuk bertindak memberikan atau menolak dukungan kepada partai 

politik atau individu calon kepala daerah dalam pemilu atau pilkada ? Kedua, 

bagaimanakah model voting petani dalam merespons isu kebijakan dalam pemilu 

atau pilkada di Surnatera Barat? 

Untuk menjelaskan beberapa permasalahan di atas, maka penelitian ini 

cenderung menggunakan pendekatan sosiologis dalam memahami sikap dan 

model voting petani di Sumatera Barat. Ini sesuai dengan temuan penelitian tahun 

pertama, bahwa keberadaan nilai-nilai ke-Minangkabuan yaitu balembe hari 

adalah bagian dari faktor eksternal yang sangat berpengaruh kepada sikap petani 

di Sumatera Barat. 

Dengan demikian, penelitian tahun kedua .ini bertujuan untuk, pertama, 

menganalisis sikap petani dalam merespons kebijakan pemerintah (pemda) dalarn 

bidang pertanian. Kedua, menjelaskan alasan petani untuk bertindak memberikan 

atau menolak dukungan kepada partai politik atau indlvidu calon kepala daerah 
-. 



dalam pemilu atau pilkada. Ketiga, merumuskan model voting petani dalam 

merespons isu kebijakan dalam pemilu atau pilkada di Surnatera Barat. 

Pendekatan perilaku (behavioral approach) mendapat tempat dalam 

penelitian ilmu politik, banyak ilmuwan politik rnenggunakan pendekatan ini 

untuk menjelaskan perilaku memilih individu dalam pemilihan umum. Dan, 

selama bertahun-tahun pula Mashab Kolombia (Colombia school) mendominasi 

penjelasan terhadap perilaku memilih seseorang. Mashab Kolombia yang 

menghadirkan pendekatan sosiologis ini menganallisa perilaku memilih individu 

pada aspek lingkungan sosial ekonorni, afialiasi etnis, tradisis keluarga, peke rjaan, 

tempat tinggal, usia, jenis kelarnin dan lain sebagainya. Di antara karya penelitian 

dari mashab ini adalah The people's choice tahun 1948 dan Voting tahun 1952 

(Gaffar, 1992: 4-9). 

Pendekatan sosiologis pada awalnya berasal dari Eropa, kemudian di 

Amerika Serikat dikembangkan oleh ilmuwan sosial yang mempunyai latar 

belakang pendidikan Eropa. Oleh sebab itu, ada sebutan bagi pendekatan ini 

sebagai model sosiologi politik Eropa. Istilah lair1 dalam pendekatan ini juga 

sangat beragam. Misalnya Denver (1989) menyebutnya sebagai sociaI 

determination approach. Bagi mashab sosiologis, perilaku memilih seseorang 

(voting behavior) dipengaruhi oleh karakteristik latar belakang sosiologis, 

karakteristik orang tua dan status sosial seseorang (Niemi & Weisberg, 1984). 

Kajian mendalam yang dilakukan oleh Pomper (1978:195-205) yang 

merinci pengaruh pengelompokan sosial dalam studi voting behavior ke dalarn 

dua variabel, yaitu variabel predisposisi sosial ekonomi keluarga pemilih dan 

predisposisi sosial ekonomi pemilih (voter) mempunyai hubungan yang signifikan 

dengan perilaku memilih seseorang. Artinya, preferensi politik keluarga, apakah 

preferensi politik ayah atau ibu akan berpengaruh pada preferensi politik anak. 

Variabel lain yang juga menjadi sorotan banyak ahli dengan menggunakan 

pendekatan ini adalah agama seseorang yang berpengaruh terhadap dukungan 

mereka kepada partai politik. Di Amerika Serikat misalnya penganut agama 

Katolik dan Yahudi, kulit hitam dan Hispanic (keturunan 'latin) merupa!!an 

pendukung setia Partai Demokrat. Sementara ka.urn Protestan Anglo Saxon 

memberikan dukungan pada Partai Republik (Niemi & Weisberg, 1984). 



Kecenderungan ini juga tejadi di banyak negara, agama dan asal usul budaya 

tertentu juga berpengaruh pada bentuk dukungan individu pada partai tertentu. Ini 

dapat dicontohkan di Indonesia, dimana kelompok santri tradisional yang 

I menuntut ilmu agama di pesantren di Jawa Timur cenderung memberi 

dukungannya pada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 

Dalam berbagai ragam perbedaan dalam struktur sosial yang paling tinggi 

pengaruhnya terhadap perilaku politik seseorang adalah faktor kelas (status 

ekonomi) terutama hampir di semua negara industri. Di Eropa kelompok 

penghasilan rendah dan kelas pekerja cenderung memberikan suara pada Partai 

Sosialis atau Partai Komunis. Sedangkan kelompok menengah dan atas men.jadi 

pendukung Partai Konservatif (Der~ver, 19S9). Sl~eruiari Kolkcr ( 1957: 199- 

202) mencontohkan kecenderungan masyarakat kelas bawah dan kelas pekerja di 

Amerika Serikat, melalui organisasi buruh mereka cendemg mendukung Partai 

Demokrat, sedangkan kelas atas dan menengah menjadi pendukung Partai 

Republik. 

Aspek lain dari pendekatan sosiologis ini adalah adanya hubungan 

pengaruh antara faktor geografis dengan perilaku memilih. Adanya rasa 

kedaerahan mempengaruhi dukungan seseorang terhadap partai politik. Di 

beberapa negara, wilayah tertentu mempunyai loyalitas terhadap partai tertentu, 

hingga bertahan selama beberapa waktu. Di Indonesia, seperti adanya loyalitas 

yang kuat terhadap Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan di Provinsi Bali dan 

Sumatera Utara. Atau loyalitas terhadap Partai Kebangkitan Bangsa di Jawa 

Timur, Partai Persatuan Pembangunan di Kalimanaan dan Loyalitas terhadap 

Partai Golkar di Sulawesi Selatan. Contoh lain di Skandinavia yang dijelaskan 

olch Peterson & Rose (1996) yang juga mclihat adanya hubungan yang signifikan 

antara ikatan-ikatan kedaerahan seperti adanya daerah rural dan urban sebagai 

basis sosial masyarakat dengan kecenderungan mereka melakukan aktifitas politik 

dan memberikan dukungan pada partai poiitik tertentu. 



Gambar 1.1 : Model pendekatan sosiologis 

Terkait dengan teori di atas maka penelitian ini akan menggunakan dua 

pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2008:26) penggunaan 

kedua pendelcatan ini snling melengkapi (cornplernettr ecrch other). Analisis 

kualitatif digunakan untuk menjelaskan sikap petani dalam merespon kebijakan 

pemerintah (pemda). Selain itu, pendekatan ini juga menjelaskan alasan petani 

untuk bertindak memberi latau menolak dukungan kepada partai politik atau 

individu calon kepala daerah dalam pemilu atau pilkada. Sementara pendekatan 

kuantitatif digunakan untuk menjelaskan model voting petani dalam merespons 

isu kebijakan dalam pemilu atau pilkada di Sumatera Barat. 

Tahapan penelitian tahuan kedua ini adalah sebagai berikut: 

1. Tinjauan awal ke lokasi penelitian 

Kegiatan ini bertujuan untuk menyesuaikan dan mengembangkan informan 

penelitian yang sudah diperoleh dalam penelitian tahun 1. Namun untuk 

, melengkapi data yang dibutuhkan, maka perlu dikembangkan informan 

penelitian di lokasi penelitian. Dalam tahapan ini juga dibahas kemungkinan 

penambahan lokasi penelitian sehingga tujuan penelitian dapat diwujudkan. 

*Luaran kegiatan ini adalah tersedianya lokasi dan informan tarnbahan dalarn 

penelitian ini. 

I 

2. Penyusunan pedoman wawancara dan pedoman focus group discussion 

Dalam tahapan ini peneliti akan menyusun kembali beberapa daftar 

pertanyaan sesuai dengan hasil tinjauan lapangan. Pengembangan terhadap 

instrumen penelitian ini adalah dilengkapinya alat pengumpulan data, yaitu 

Perilaku voting 
i 

- 
Proses sosialisasi 

I 
I C 

I 

-b I Karakteristik afiliasi politik , 
I 



focus group discussion untuk mendapatkan gambaran respons informan 

terhadap kebijakan publik yang dibuat pemerintah. 

3. Analisis Data 

Setelah data terkumpul, maka tim peneliti akan menganalisis data tersebut 

sesuai dnegan tujuan penelitian. Luaran dalam tahapan ini adalah tersedianya 

analisis permulaan dari data yang dikumpulkan. 

4. Diskusi Tim Peneliti Terbatas 

Dalam ahapan ini peneliti akan mendiskusikan hasil analisis semenatara ni 

untuk dikembangkan sehingga dapat dijelaskan model voting dan orientasi 

respons petani terhadap kebijakan publik. Luaran dari tahapan ini 

diketnhuinyn model voting dan respons petani terhadap kebijakan publik. 

5. Seminar/Diskusi Terbatas 

Untuk mendapat masukan guna penyempurnaan dari hasil analisis yang dibuat 

peneliti, maka diadakan seminarldiskusi terbatas dengan pihak-pihak yang 

kompeten. Capaian dari hasil ini adalah tersedianya masukan untuk 

penyempurnaan hasil penelitian yang dibuat. 

6 .  Cross ckeck data la pang an 

Tahapan ini adalah upaya akhir untuk melakukm konfirmasi data lapangan 

untuk menyesuaikan kembali data-data yang diperoleh. Ini bertujuan untuk 

meminimalkan efek bias dalam pengambilan kesimpulan. Luaran dari 

kegiatan ini adalah diminimalkannya bias data yang diperoleh. 

! 7. Penulisan laporan akhir 
I 
1 Tahapan akhir kegiatan ini adalah disusunnya laporan akhir yang merangkumi 
i 
i keseluruhan hasil penelitian baik tahun 1 maupun tahun 2. 








